
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih clan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511: 

l. Undang-Unclang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Kegiatan Pembangunan Tahun 2019. 

a. bahwa dalam rangka terlaksa.nanya kegiatan-kegiatan 
yang dibiayai dengan An_gga.ran Pendapatan clan 
Belanja Daerah Kabupaten Jepara tahun 2019 dapat 
tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat 
sasaran dan tepat manfaat, perlu disusun Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 
2019; 

BlJPATJ JEPARA, 

PETUNJUK TEKNlS PELAKSANAAN 
KEOIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019 

DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANO 

PERATURAN BUPATr JEPARA 
NOMOR 54 TAHUN 2018 

BUPATI JEPARA 
PROVlNSlJAWA TENGAH 

Mengi:ngat 

Menimbang 



g_ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembara.n Negara Republik lndonesia Nomor 5587; 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhiT 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenta.ng 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara.n 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2011 tentang 
Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5256); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tabun. 201 l tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Peme.rintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembara.n Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara RepUblik 
lndonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarobahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

a 
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15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714); 

13. Peraturan Pemerinca.h Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelola.an Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tarnbahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintab Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tenta.ng Pengelolaan Keuangan Sadan 
La.yanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun l993 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Sos!al Tenaga 
Kerja (Lembaran Negara Republi.k. Indonesia Tahun 
1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3520), sebagai.mana telah 
beberapa ka.li diubah terakhirdengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tenta.ng Perubahan 
Kedelapan Ata.s Peraturan Pemerintab Nomor 14 
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program 
Jaminan SosiaJ Tenaga Kerja (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2012 .Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5312); 

Negara Republik lndonesia Tabun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

ID 



21. Peraturan Daerah Nomor 14 tanun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunao Perangkat Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 J 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah [Lembaran Daerah 
Kabuparen Jepara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerab Kabupaten Jepara Nomor 15); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor IO Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara tahun 
2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah 
diubah dengao Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2013 tentang Perubahao Atas Peraturan Daerab 
Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarao Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10); 

18. Pera.turan Menteri Dalam Neged Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layaoao Umum Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 
2018 tentang Pedoman Penyusunan Aaggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019; 

lV 

16. Peraturan Meoteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimaoa telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturao Menteri Dalam Negerl 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 



v 

A. BAB I PENDAHULUAN 
B. BABn PENATAUSAHAAN KEUANGAN PD 

DAN PPKD 
C. BAB Ill PELAKSANAAN KEGIATAN 
D. BAB rv STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

UNIT LAYANAN PENGADAAN 
KABOPATEN JEPARA 

E. BAB V PENOELOLAAN BARANG MJLTK 
DAE RAH 

F. BAB VT PELAPORAN DAN PENGAWASAN 
a. BAB vn PETONJUK PENGISIAN BLANGKO 
H. BAB vm PE:NUTUP 

Sistimatika Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 
Pembangunan Tahun 2019 sebagaimana climaksud 
dalam Pasal 1 sebagai berik:ut : 

Pasa13 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 
Tahun 2019 sebagaimana climaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Larnpiran yang rnerupakan bagian 
tidak rerpisahkan dari Peraturan inl. 

Pasal 2 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 
Tahun 2019 merupakan pedoman teknis terhadap 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun2019. 

Pasal 1 

PERATlJRAN BUPATl TENTANO PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 
2019. 

MEMUTOSKAN : 

22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah Desa (Belita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2015 Nomor 30); 

Menetapkan 



V1 

TA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 55 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 7 Desember 2018 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 7 Deseruber 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengu ndangao Peraturan ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Jepara. 

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
cliundangkan. 

Pasal4 

PENELITIAN PROOUK HUKUM 
IA&ATAN PARAF 

Se!<1e1GM D2'..rah .> 
Asiu~r I v,n 
Ker-a e, . 'an ... " . 
l'.asub~g . v " Kepa1a SKrr rengusul I'J v 

£, ;1AN HUKUM 

SEK.RETARJS DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 



l. Maksud 
a. mewujudkan kesatuan pemabamao dalam melaksaoakan 

sistem dan prosedur penatausahaan/Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 
2019. 

b. sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
Pemerintah Daerab Kabupaten Jepara. 

c. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan perneriksaan 
dalarn penatausahaan pelaksaoeao Aoggaran Pendapatan 
dao Belanja Daerab. 

d. sebagai pedoman Petuajuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 
Pernbanguoan Tahun 2019 agar pelaksanaan kegiatan 
terwujud keterpaduan dan keserasian dalam program 
maupun kegiatan yang tepat waktu, tepat muru, tepat 
administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat. 

e. sebagai perwujudan pencapaian kesatuan arah, visi, misi 
Pemerintah Daerab Kabupaten Jepara dao pola 
pelaksanaan kegiatan di Daerah. 

Pedoman merupakan acuan yang diharapkan akan dapat dicapai 
pelaksanaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan baik 
secara fisik maupun keuangao dao mempunyai kemanfaatan serta 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak (outcome 
dan benefit). 

Untuk menuju pengelolaan kegiatan pembangunan ke arah yang 
lebib baik. bersih. transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. 
diperlukan suatu pedoman untuk pengelolaan kegiatan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Ka.bu paten Jepara Tahun 
2019. 

A. MAKSUD DAN TUJUAN 

PENDAHULUAN 

BAB I 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
KEGlATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATJ JEPARA 
54 Tahun 2018 

: 7 Desember 2018 
Nomor 
Tanggal 



2. Tujuan 
Sebagai pedoman daJam pelaksanaan dan penatausahaan 
keuangan agar terwujud keterpaduan dan keserasian didalam 
melaksanakan program dan kegiatan, sehingga dapat 
terlak:sana dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, 
tepat manfaat serta tertib administrasi dan disiplin anggaran. 
Berkaitan hal tersebut di atas, sangat diperlukan. perhatian 
dari Pimpinan Pera.ngkat Daerah terhadap Pengelolaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Jepara 
Tahun 2019 untuk hal-hal sebagai berikut : 
I. Pedoman Pelaksanaan ini ditujukao untuk pelaksanaan 

kegiat.an-kegiatan yang bersumber dana APBD Kabupaten 
Jepara tahun2019. 

2. Program/Kegiatan yang ada harus dapat dldayagunakan 
sebesar-besarnya untuk meningkat.kan produktifitas dan 
peningkatan kualltas pelayanan masyarakat serta 
pemberdayaan masyarakat, pengamanan den 
perli nd ungan sosial yang dalam pengelolaannya diperlukan 
tindakan yang efektif dan efisien, 

3. Meningkatkan kualitas aparatur lembaga dan sistem pada 
masing-masing perangkat daerab yang berkaitan erat 
dengan peningkatan profesionalisme aparatur, keahlian 
dan ketrampilan yang memadai pada bidang tugasnya, 
etos kerja, dedikasi dan disiplin tinggi 

4. Kegiatan-kegiatan Pembangunan Daerah agar diupayakan 
sejauh mungkin dapat menyerap tenaga kerja sebanyak­ 
banyaknya, balk di perkotaan maupun perdesaan dengan 
tetap memperhatlkan ketentuan yang berlaku. 

5. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar 
lnstansi dilingkungan Pemerintah Daerah dengan berbagai 
pihak yang terkair dalam rangka pelaksanaan. 
pembangunan di daerah. 

6. Permasalaban atau hambatan dalam pelaksanaan 
kegiatan, yang tidak dapat diselesaikan oleh para Pimpinan 
Program/Kegiatan agar segera dilaporkan kepada Bupati 
Jepara Up. Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah, 
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jepara, Bagian 
Pembangunan Setda Kabupaten Jepara dan Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerab Kabupaten Jepara 
sesuai dengan permasalahan yang d.ihadapi. 
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a APBD adalab merupal<an rencana keuangan tabunan 
Pemerintah Daerab yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah dilaksanakan dengan prinsip hernat, tidak mewah, 
efcktif dan efisien sesuai ketentuan Perundangan, 

b. semua penerirnaan daerab dan pengeluaran daerab dalam 
rangka pel.aksa.naan penyelenggaraan Pemerintah Daerab 
dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

2. PRINSJP PELAKSANAAN APBD 

e. Efisiensi dan Efektifitas 
Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat 
dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara 
optimal dan bertanggungjawab. 

d. Profesionalitas 
Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara 
pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang 
mudah, cepar, tepat dengan biaya terjangkau. 

c. Akuntabilitas 
Para pengambil keputusan dalam segala bidang yang 
menyangkut kepentingan masyarakat luas harus memiliki 
akuntabilitas dan harus bertanggung jawab terhadap apa 
yang telah diputuskan. 

b. Partisipasi 
Mendorong setiap warga untuk menggunakan .hak dalam 
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan 
kepurusan yang menyangk:ut kepentingan masyarakal, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Sejalan dengan hal-hal tersebut diatas juga supaya memperbatikan 
adanya prinsip-prinsip anggaran serta dalam rangka mewujudkan 
Good Governance dalam Tahun Anggaran 2019 harus memenuhi 
asas-asas: 
1. ASAZ 

a Transparansi 
Adanya kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan 
masyarakat melalui penyediaan infonnasi dan jaminan 
kemudahan dalam memperoleh fnformasi yang akurat dan 
memadai (informasi kebijakan publik yang .menyangkut, 
kepentingan orang banyak mudab diakses dan terbuka 
bagi masyarakat). 

8. ASAZ DAN PRlNSIP PELAKSANAAN APBD 

3 



1. Penyusunan Dokumen Pelaksanaaa Anggaran. 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah merupakan Dokumen yang memuat Pendapatan 
Belanja dan Pembiayaan yang di_gunakan sebagai dasar 

C. PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANMN ANGGARAN 

dan dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah 
yang ditempatkan pada PT. Bank Jateng Cabang Jepara. 

c. pendaparan yang direncanakan merupakan perkiraan yang 
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap 
sumber pendapatan sedangkan belanja yang dianggru:kan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah(APBD)merupakan batas tertinggi untuk setiap 
pengeluaran belanja. 

d. peaganggaran pengeluaran harus didukung dengan 
adaaya kepastian anggaran dan dilarang melaksanakan 
kegiatan yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia 
anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

e. pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, 
Bendahara Penerrmaan / Pengeluaran dan Orang atau 
Sadan yang menerima atau menguasai uang /barang / 
kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan 
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

I, pejabat yang menandatangani dan/ atau rnengesahkan 
dok:umen yang berkaitan dengan surat buktiyang menjadi 
dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah 
bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibai 
yang timbul dari penggunaan surat buktl dimaksud. 

g. kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku 
Bendahara Umum Daerah mengesahkan dan mengatur 
dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran. 

h, pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah oJeh Bendabara Umum 
Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dilakukan 
berdasarkan Surat Perintah Membayar yang diterbitkan 
oleh Pengguna Anggaraa / Kuasa Pengguna Anggaran. 

i, pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti­ 
bukti yang sab uncuk memperoleh pembayaran. 

j. pembayaran dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah 
Peacairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum 
Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, 



pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran /Pengguna 
.Barang dan rencana penarikan Dana untuk pengeluaran yang 
dibutuhkan serta pendapatan yang telah direncanakan 
pencapaiannya. 

2. Mekanisme Penyusunao Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuao Kerja Perangkar Daerah sebagai berlkut : 
a) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan 
masiog-masing Kepala Satuan Kerja Peraogkat Daerah 
menyusun dan menyampaikan Rancangan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerab 
kepada Bupati Up. Sekretaris Daerah sebagai koordinator 
Pengelolaan Keuaogan Daerah, 

b) rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sebagaimaoa tersebut dalam. huruf a 
diverifikasi oleb Tim Anggaran Pemerintab Daerah (TAPD) 
dengao susunan keanggotaannya sebagai berikul: 
1) Penanggungjawab: l , Bupati Jepara 

2. Wald! Bupati -Jepara 
2) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten 

Jepara 
3) Wakil Ketua ; Asisten Adrninistrasi Sekda 

Kabupaten Jepara 
4) Sekretaris : Kepala Badan 

Pengelolaao.Keuangan dan Aset 
Daerah.Kabupaten Jepara 

5) Aoggota : 1. Asisten Pemerintahan Sekda 
Kabupaten Jepara 

2. Asisteo Perekonornian dan 
Pembangunan Sekda 
Kabupaten Jepara 

3. Kepala Bagian Pembaogunan 
Setda Kabupaten Jepara 

4. Kepala Bagiao Hukum Setda 
Kabupaten Jepara 

c) 1'APD sebagaimana dima.ksud pada buruf b) ditetapkan 
oleh Bupati 

d] verifikasi atas Rancangao Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Dae.rah dilaksaoakan paling 
tambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya 
Peraturan Bupat:l tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, 

e} berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah meogesabkan Rancangan Dokumen Pela.ksanaan 



g). Seluruh kegiatan yang diJaksanakan oleh Perangkat 
Daerahdiwajiblcan memberitahukan kepada Ca.mat sesuai 
Wilayah kerjanya secara tertulis. 

h). Peoyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat 
Daerah. {DPA-PD) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang sudah ditetapkan dan diundangkan 
dalam Lembaran Daerah sebagai dasar pelaksanaan 
kegiatan. Untuk DPA belanja dilengkapi dengan Gambar 
dan Rencana Anggaran Biaya, dan untuk DPA Pendapata.n 
dilengkapi dengan Rencana Pendapatan, 

i). Hal-hal yang mendasari dalam penyusunan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah adalab : 
1) Menyangkut kebijakan daerah, 
2) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 yang 
telah disyahkan dan diundangkan dalam Lembaran 
Daerah, 

3) Perlu adanya penghematan-penghematan 
4) Dihindari terjadinya duplikasi pembiayaan pekerjaan 

kegiatan. 
5) Berpedornan pada standar biaya dan tolok ukur 

kinerja. 
6) Untuk kegiatan-kegiatan fisik baik kegiatan 

pernbangunan maupun rehab diharuskan untuk 
dilengkapi dengan ljin Mendirikan Bangunan. 

7) Terbadap suatu kegiatan yang kemungkinan dapat 
menimbulkan dampak besar dan penting, agar 
tedebih dahulu disusun dokurnen mengenai Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Hal-ha! yang berkaitan dengan Analisis Mengena.i 
Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) agar 
dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Terkait, 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan 
persetujuan Sekretaris Daerah. 

n Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan l<erja Perangkat 
Daerah yang sudah disahkan disampaikan selambat­ 
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja kepada ; 
1) lnspektorat Kabupaten Jepara 
2) Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Jepara 
3) Sadan Perencanaan Pernbangunan Daerah, Penelitlan 

dan Pengembangan Kabupaten Jepa.ra 
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3. DPA LANJUTAN 
Untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun 
anggaran 2019, dapat clilanjutkan pada tahun berikutnya 
dengan terlebih dahulu menganggarkao kernbali kegiatan 
tersebut pada APBD 2020. 

8). Pelaksanaan Pembangunan harus tetap 
memperhatikan perllndungan terhadap tenaga 
kerja, 

j). Dokumen Pelaksanaan Anggaran Saruan Kerja Perangkat 
Daerah clitetapkan/disa.hkan oleh Satuan Kerja 
Pengelolaan Keuangan Daerah setelah mendapat 
perserujuan dari Sekretaris Daerah. 

7 
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l. Bendahara penerimaan PPKD berrugas untuk menatausahakan 
dan mempertanggung-jawabkan seluruh penerimaan 
pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD. 

2. Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada angka 
I bendahara penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan 
bu.kti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank. 

3. Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas dan 

B. PENATAUSAH.AA.N KEUANGAN BENDAHARA PENER[MAAN PPKD 

3. Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis 
sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami 
kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu 
atau lebib bendahara penerirnaan pembanru PD untuk 
melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan PD. 

1. Bendahara penerimaan PD bertugas untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada PD. 

2. Untuk melaksanakan rugas bendahara penerimaan 
PDberwenang: 
a). Menerima penerimaan yang bersum.ber dari pendapatan 

asli daerah; 
b). Menyimpan seluruh penerimaan; 
c). Menyetorkan penerimaan yang diterima dari penyedla 

barang/ jasa ke rekening kas umum daerah paling lambat 
l hari kerja keouali : 
l. Berdasarkan jarak ke tempar penyetoran melebihi 25 

km penyetoran dilakukan 1 hari kerja berikutnya, 
2. Besa.ran nominal penerimaan dibawah Rp.300.000,­ 

(tiga ratus ribu rupiah) per had dapat dilakukan 
penyetoran I hari kerja berikutnya. 

3. Penerimaan PAD pada hari libur dilakukan pada hari 
kerja berikutnya. 

4. Ontuk wilayah kecamatan Karimunjawa disetor paling 
lambat 7 hari kerja. 

d). Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang 
diterima melalui Bank. 

A PENATAUSAHAAN KEVA.NGAN BENDAHARA PENERIMAAN PD 

PENATAUSAHAAN KEUANGAN PD DAN PPKD 

BAB II 
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3. Bendabara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat 
dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pero ban tu. 

4. Untuk rnelaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud 
pada angka 3 bendahara pengeluaran pembantu PD 
berwewenang: 
a). Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan (SPP­ 

TU) dan (SPP-LS); 
b). Menerima dan menyimpan uang persedia.an yang berasal 

dari Tambaban Uang dan/atau pelimpahan UP dari 
bendahara pengeluaran; 

c). Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang 
dikelolanya; 

d). Menolak pecintab bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran 
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; 

e). Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang 
diber.ikan oleh PPTK; 

Q. MengembaJikan dokumen pendukung SPP-LS yang 
diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak 
memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap. 

1. Bendahara pengeluaran PD bertugas untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, rnenatausahakan, dan 
mernpertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam ra.ngka 
pelaksanaan APBD pada PD. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 
1 bendahara pengeluaran PD berwenang: 
a). Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP 

UP/GU/TU dan SPP-LS; 
b). Menerima dan menyimpan uang persediaan; 
cl, Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan 

yangdikelolanya; 
d). Menolak perintab bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan; 

e). Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang 
diberikan oleh PPTK: 

Q. Mengembalika.n dokumen pendukung SPP-LS yang 
diberikan oleb PPTK, apabila dokumen tersebut tidak 
memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap. 

C. PENATAUSAl:lMN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN PD 

PPKD sebagaimana 
dapar dirangkap oleh 

wewenang bendahara penerimaan 
diroaksud pada angka 1 dan angka 2 
Bendahara Umum Daerah. 



3. Laporan sebagaimana climaksud pada angka 2 disampaikan 
kepada Bupati secara perioclik. 

4. Tata cara penyusunan laporan Bendahara Umum Daerah cliatur 
tersendiri oleh Bupati. 

l. Bendahara Umum Daerab wajib menyampaikan laporan atas 
pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya, 

2. Laporan sebagaimana clirnaksud pada angka l berupa: 
a). Laporan Posisi Kas Harian 
b). Rekonsiliasl Bank 

E. PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDARARA UMUM DAERAH 

4. Pemberian Bantuan Sosial wajib memenubi kritiria paling 
sedikit: 

a. selektif 
b. memenuhi persyaratan peoerlma bantuan sosial 
c. bersifat sementara dan tidak terus rnenerus, kecuall 

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan 
d. sesuai tujuan penggunaan 

3. Belanja Hibah dilaksanakan sebagai berikut : 
a. Setiap pernberian hibab clituangkan dalan NPHD yang 

ditandatangani bersama oleh Bupati dana penerima hibah. 
b. NPHD sebagairnana dirnaksud pada hurup a paling sedikit 

memuat ketentuan mengenai : 
l , Pemberi da:n penerima hibah; 
2. Tujuan pemberian hibah; 
3. Besaran/ rincian penggunaan hibahyang akan cliterima; 
4. Rak da:n kewajiban; 
5. Tata cara penyaluran/penyeraban bibah; 
6. Tata cara pelaporan hibab. 

1. Bendahara pengeluaran fPPKD) bertugas untuk 
menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan seluruh 
pengeluaran (PPKD) dalam rangka pelaksanaan (APBD). 

2. Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada angka 
1 bendahara pengeluaran [PPKD) berwewenang: 
a). Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan (SPP­ 

UP/ GU/ TU dan LS); 
b). Meneliti kelengkapan dokumeo pendukung (SPP-LS PPKD); 
c). Mengembalikan dokumen pendukung (SPP-LS PPKDJ 

kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut 
tidak memenuhl syarat dan / atau tidak lengkap, 

1>. PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD 
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I. KELENGKAPAN SPM UNTUK PENERBlTAN SP2D 
l. Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah 

Surat keputusan Bupati tentang besaran UP. 
2. SPM- GU 

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab BeJanja (SPTJB) 
b. Surat Pemyataan Penatausahaan Keuangan (PPK-PD) 
c. Surat Pengesaban Laporan Pertanggung Jawaban 

Bendabara Pengeluaran (Bk. 8) 
d. Ringkasan Pengeluaran per Rincian Obyek (Bk. 6) 
e. Surat Pengantar 

Penatausahaao PD dan PPKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bu pati tersendirl ten tang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
l..aporan Pertanggungjawaban Bendahara dao Penyampaiannya serta 
Peraturan Bupati tenraog Sistim dan Prosedur Peogelolaan 
Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Jepara tentang Uang 
Persediaan : 
1. Penyampaian SPM unruk gaji paling lambat tanggaJ 10 sebelum 

bulan berkenaan, 
2. Pada akhir tahun anggaran, penyampaian SPM GU, TU paling 

lambat a.khi:r bulan Nopember padajam kerja. 
3. Untuk pengajuan SPM LS yang kegiatannya bersurnber dari 

dana propinsi paling larnbat tanggaJ 16 Desember 2019 sesual 
jam kerja, 

4. Untuk pengajuan SPM LS yang kegiatan.oya bersumber dad 
dana pusat paling lambat akhir bulan Nopember 2019 sesual 
jam kerja. 

5. Untuk SPM LS yang bersumber dari APBD akan diatur dengan 
Surat Edaran Bupati. 

6. Dalam ha! pekerjaan pada akhir tahun anggaran, proses 
pencairan sesuai dengan prosentase fisik terselesaikan atau 
sesuai kesepakatan PPK dengan penyedia barang/ jasa. 

H. PE:NATAUSAHAAN LEBTH LANJUT TENTANG PD DAN PPKD. 

0. PENGAJUAN PENCAIRAN TAGrF:iAN TERMYN 
Pengajuan pencairan termyn disesuaikan deogao tahapan yang 
diatur dalam dokurnen kontrak. 

I. Untuk kegiatan yang berasal dari APBD Penetapan Tahun 
2019dlselesaikan maksimal minggu ke 11 Desember 2019. 

2. Untuk kegiatan yang berasal dari APBD Perubahan Tahun 2019 
diselesaikan maksimal minggu Ill Desember 2019. 

r. BATASAN WAJITU PENYAMPA!AN SPM UNTUK DITERBITKAN SP2D 

II 
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Pengaturan termin dalan kontrak kerja antara pejabat pembuat 
komitmen dengan penyedia barang/ jasa harus disesuaikan dengan 
alokasi dana pertriwulan yang tertera da)am DPA PD dan sedapat 
rnungkin melakukan pencairan dengan segera dengan tujuan agar 
proses penyerapan anggaran segera tercapai. 

J. Untuk mempercepat proses penyerapan anggaran, pengguna 
anggaran melalui pejabat pembuat komitmen wajib menyegerakan 
proses pembayaran kepada Penyedia Barang/ Jasa yang telah 
menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kontrak 
kerja. 

5. SPM- LS BARANG DAN JASA 
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM)bermeterai 
b. Surat Pernyataan Penatausahaan Keuangan (PPK-PDJ 
c. Resume Kontrak 
d. E-billing 
e. Fotokopi Nomor Rekening penyedia barang/jasa atau 

Surat Keterangan darl Bank 
f. Belita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 
g. Serita Acara Serab Terima Barang dan Jasa 
h. Serita Aca.ra Pembayaran 
L Kwitansi A a, serta nota/ Faktur be:nnaterai 

4. KELENGKAPAN DOKUMEN SPM TU/GU NTHIL 
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) 
b. Surat Pemyataan Penatausahaan Keuangan (PPK-PDJ 
c. Surat Pengesaban Laporan Pertanggung Jawaban 

Bendahara Pengeluaran (Bk. 8) 
d. Ringkasan Pengeluaran per Rincian Obyek (Bk. 6) 
e. Surat Tanda Setor 
L Surat Pengantar 

3. KELENOKAPAN DOKUMEN SPM- TU 
a. Surat rincian pengunaan tambahan uang (TU) 
b. Surat rekomendasi ke bendahara umum daerah (BUD) 

apabila pengajuan tambahan uang (TU) diatas nominal Rp. 
400.000.000,- (empat ratusjuta rupiah) 

c. Surat keterangan 
d. Rekening Koran 



a. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kepala Perangkat 
Daerah sesuai tugas dan fuogsinya, oleh karena itu 
Pimpinan Program/Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiaran Perangkat Daerab serta Bendahara Pengeluaran 
Pembantu harus berada pada rnasing-masing Perangkat 
Daerah. 

b. Kegietan-kegiatan yang telah selesai proses penyusunan 
dan pengesabao Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Perangkat Daerahnya agar segera berkoordinasi dengan 
UKPBJ untuk pelaksanaan pengadaan barang/Jasa dan 
kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang 
ditetapkan sehingga tidak terjadi keterlambatan. 

c. Pelaksaoeeo suatu kegiatan berlkut pembiayaannya, tidak 
boleh menyimpang dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Perangkat Daerah yang disahkan serta tidak boleh 
melampaui batas anggaran yang disediakan clan 
pembiayaan pengadaan yang dilaksanakan Pejabat 
Peogadaan/Pokja Pemilihan dibebankan kepada kegiatan 
yang akan dilaksanakan. 

d. Dalam pelaksaoaan pekerjaan agar dapat tercapai asas 
lima tepar, yaitu tepat mutu, tepat wakru, tepat sasaran, 
tepat edministrasi dan tepat manfaat supaya berpedoman 
pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

e. Kbusus untuk perangkat pengadaan pejabat pembuat 
komitmen wajib clijabat dari OPD yang 
bersangkutan,dikecualikan dapat dijabat dari OPD lain 
sepaojang tidek ade yang memenuhi 'persyaratan sebagai 
pejabat pembuat komitmen untuk kegiatan konstruksi 
teknis pada OPD yang bersangkutan. 

2. Ketenruan pengedaeo barang/jasa didesa diatur dengan 
peraturan Bupati tersendiri yang mengacu pada peraturan 
Kepala LKPP/ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerinteh Republik Indonesia Nomor 13 ta.hun 2013 Tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jase di Desa. Proses 
pengadaan baraog/ jasa di Desa menere.pkan prinsip-prinsip 
sebagai berikut : 

Efisien 
Efektif 
Transperan 
Pemberdayaan masyara.kat 

1. Beberapa hat yang perlu cliperhatikan dalam pelaksanaan 
kegiatan, antara lain 

A. UMUM 

BABITI 
PELAKSANAAN KEGlATAN 

IJ 



3. Pengadaan barang/jasa oleh Sadan Layanan Umum Daerah 
yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum 
Daerah itu sendiri dilaksanakan berdasarkan peraturan dan 
ketentuan tentang Sadan Layanan Umum Daerah, sedangkan 
pengadaan barang/jasa yang bersumbar dari APBN/ APBD 
sebagian atau seluruhnya mengacu pada Peraturan Presiden 
Nomor 16 tahun 2018. 

4. Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/ Jasa lainnya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,­ 
(dua rniliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi usaha 
mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuall untuk paket 
pekerjaan yang rnenuntut kompetensi teknis yang tidak dapat 
depenuhi oleb usaha mikro dan usaha keoil serta koperasi 
kecil. 

5. Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksanaan didasarkan 
pada kriteria tingkat/kedalaman/kompetensi dan potensi 
kemampuan rnelaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria 
resiko dan kriteria penggunaan teknologi. 

6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara 
elektronik. Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik 
berpedoman pada Undang-undang Nomor l l tahun 2008 
tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Tnformasi dan Transaksi Elektronikdan Peraturan 
Kepala LKPP Nomor 11 tahun 2018 Tentang Katalog 
Elektronik. 

7. Pengadaan Barang/Jasa melalu:i penyedia dilakukan mnelalui 
aplikasi Sistem Pengadaan Secara 
Elektronlk (SPSE) dan sistem pendukung. 

8. Pengendalian dan perlindungan hukum pada kegiatan 
Pengadaan Barang/Jasa: 
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dilarang melakukan 

pungutan dalam bentukapapun dalam pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. 

b. Pimpinan Satuan Kerja Perangkal Daerab wajib 
melaporkan secara berkalarealisasl Pengadaan 
Barang/Jasa kepada Bupaci dan Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui UKPBJ. 

c. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib 
memberikan pelayanan hukum kepacla 
PA/ KPA/PPK/ Pokja Pemiliban/ Pejabat 
Pengadaan/PJPHP/PPHP dalam menghadapi 
permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan 

Gotong Royong 
Akuntabel 
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2. Organisasi kegiatan di Lingkungan Badan/Dinas/ fnspektorat/ 
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara. 
a. Pengguna Anggaran 

Pengguna Anggaran dijabat oleb Kepala 
Badan/Dinas/lnspektur/Sekretaris DPRD Kab. Jepara. 
Pengguna Anggaran mempuyai tugas : 
1. Menyusun RKA-PD; 
2. Menyusun DPA-PD; 
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

kas bebaa anggaran; 
4. Melaksanakan anggaran PD yang dipimpinya; 
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan mernerinta.hkan 

pernbayaran; 
6. Melaksaaakan pemungutan penerirnaan bukan pajak 
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak 

lain dalarn batas anggaran yang telah ditetapkan; 
8. Menandatangani SPM; 
9. Me.ngelola utang dan piutang yang menjadi tanggung 

jawab PD yang dipimpinnya; 

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPfKJ 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh Kepala Sub 
Bagian sesuai dengan bidang tugasnya. 

c. Pimpinan Prograrn/Kegiatan 
Kepala Bagian mempunyai tugas dan kewajiban untuk 
mengelola kegiatan sebagai Pimpinan Prograrn/Kegiacan. 

b. Kuasa Pengguna Anggaran. 
Pengguoa Anggaran apabila diperlukan dapat menunjuk 
Kuasa Pengguna Angga.ran sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

1. Dalam raogka peningkatan efektifil.as, daya guna dan hasil 
guna, organisasi kegiatao di Lingkungan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Jepara d.ilengkapi dengan unsur-unsur sebagai 
berikut : 
a. Pengguna Anggaran 

Pengguna Anggaran dijabat oleb Sekretarls Daerah 
Kabupaten Jepara. 

B. ORGANlSASl l:{EGIATAN DTLlNGKUNGAN SEKRETARTAT DAERAH 
DAN DILUAR SEKRETARlAT DAERAH 

Barang/Jasa Pemerintah mulai peoyelidikan hingga tahap 
putusan pengadilan. 
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2). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
Pejahat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh Pejabat 
eselon rv /Staf yang membidangi sesuai dengan Bidang 
Tugasnya. 

3. Organisasi Kegiatan di Lingkungan Kecarnatan. 
l). Pengguna Anggaran 

Pengguna Anggaran dijabat oleh Camat. 

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan d.ljabat oleh Pejabat 
Esselon IV di Llngkungan Badan/Dinas/Satuan/Sekretaris 
DPRD sesual dengan Bidang Tugasnya. PPTK mernpunyai 
rugas mencakup : 
l. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan 

dan 
3. Menyiapakan dokumen anggaran atas beban 

pengeluaran pelaksanaan kegiatan, 

b. Pimpinan Program/ Kegiatan 
Pimpinan Program/ Kegiatan dijabat satu tingkat dibawah 
kepaJa badan/dinas/ lnspektur/ Sekretaris DPRD sesuai 
bidang tugasnya yang tidak melaksanakan pengadaan 
barang/jasa. 
Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan.Program/ 
Kegiatan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dibawah 
Iingkup tugasnya dan secara teknis dilaksanakan dengan 
PPTK. 

I 3. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ 
pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang 
dllimpahkan oleh kepala daerah;dan 

14. Be:rtanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. 

10. Mengelola bara.og milik daerab/kekayaan daerah yang 
menjad.l tanggungjawab PD yang dipimpinnya; 

11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD 
yang dipimpinnya 

12. Mengawasi pelaksanaan anggaran PD yang d.lpimpinya; 
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I. Biaya Pengelolaan Kegiatan diberikan sesuai Standarisasi Biaya 
yang ditetapkan oleh Bupati -Jepara untuk Tahun 2019 serta 
telab diuji/diteliti oleb Tim Peneliti Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Perangkat Daerah. 

2. Honorarium kegiatan adalah penghasilan/gaji yang diberikan 
kepada pejabat/pegawai/seseorang sehubungan kegiatan yang 
diembannya dala.m perangkat organisasi kegiatan. 

3. Dalam pemberian honorarium kepada perangkat organisasi 
kegiatan agar berpedornan hal-hal sebagai berikut: 
a. Honorarium dapat dibebankan pada kegiatan sepanjang 

dananya memungldnkan unruk dibebani, 
b. Pemberian honorarium disesuaikan dengan jadwal 

pelaksanaan kegiatan. 
c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatao Perangkat Daerah dapat 

melaksanakan beberapa kegiatan sesuai bidang tugasnya. 
d. Honorarium sebagai Pengguna Anggaran, PPK, Pokja 

Pemilibao/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia 
/ Pejabat Perneriksa Hasil Pekerjaan, Pengawas Lapangan 
dan Tim Teknis besarnya mengacu pada Standarisasi 

D. BlAYA PENGELOLAAN KEGIATAN. 

3. Penanggung Jawab Umum 
a. Penanggung Jawab Umum Program/Kegiatan adalah 

Pejabat yang bertanggung jawab terbadap pelaksanaan 
program kegiatan secara menyeluruh di wilayab 
Kabupaten Jcpara agar pelaksanaannya dapat berjalan 
lancar, 

b. Penanggung Jawab Umum Program/Kegiatan dijabat oleh 
BupatiJepara clan Wakil BupatiJepara. 

1. Penanggung Jawab Program/ Kegiatan 
Pcnanggung Jawab Program/Kegiatan adalah Kepala Perangkat 
Daerab yang bertanggung jawab rerhadap kegiatan pada 
lingkup bidang tugasnya dengan tujuan agar pelaksanaan 
kegiatan yang clibidanginya dapat berjalan lancar. 

2. Koorclinator Penanggung Jawab Program/ Kegiatan 
a. Koordinator Penanggung Jawab Kegiatan adalah Pejabal 

yang bertanggung jawab mengkoordinaslkan penanggung 
jawab progra.m/kegiatan pembangunan agar dalam 
pelaksanaannya dapat berjalan lancar, 

b. Koordinator Penanggung Jawab Program/Kegiatan dijabat 
oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara. Disamping itu 
Sekretaris Daerab karena kedudukannya maka juga 
sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerab. 

C. KOORDlNATOR DAN PENANGGUNG JAWAB KEGlATA.N 
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2. PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk 
pelaksanaan Pengadaao Barang/ Jasa. 

l. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa tercliri atas : 
a. Pengguna Anggaran 
b. Kuasa Pengguna Anggaran 
c. Pejabat Pembuat Komiten (PPK] 
d. Pejabat Pengadaan 
e. Pokja Pemilihan 
d. Agen Pengadaan 
e. Paoitia/ Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaao 
f. Penyelenggara Swakelola 
g. Penyedia 

E. PELAKU PENGADAAN 

Biaya yang ditetapka.n oleh Bupati Jepara untuk Tahun 
2019 

e. Kegiatan-kegiatan yang mendapatkan tambahan dalam 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
pada Penetapannya sudah dipilih untuk dibebani biaya 
pengelolaan, dapat dlbebani lagi tambahan biaya 
peagelolaan sesuai ketentuan tersebut di atas. 

4. Ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pengelolaan dana 
(pencairan dana, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, 
verifikasi dJl.J diatur tersendiri dalam Buku Slstem dan 
Prosedur Pengelolaaa Keuangan Daerah Kabupaten Jepara 
dengan Peratnran BupatiJepara. 

5. Biaya penunjaog pengelolaan kegiatan maksimal 3% (tiga 
perseratus) dari pagu anggaran kegiatan yang dlgunakan 
untuk memperlancar kegiatan yang bersangkutan.diluar biaya 
perencanaan dao pengawasan. 

6. Dalam Pelaksanaan kegiatan PD dapat bekerjasama dengan 
Kejaksaan Negerl Jepara untuk pendampingan hukum sebagai 
tindak lanjut MOU Bupati dengan Kejaksaan Negeri Jepara dan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Jepara dengan 
bupati jepara. 

7. Pelaksanaan kerjasama tersebui poin 6 diwadahi dalam 
Perjanjian Kerjasarna antara PD dengan Kejaksaan Negeri 
-Jepara atau PD dengan polres jepara serta dapat diberikan 
honorarium atas kerjasama tersebut. 

8. Besaran honorarium sebagaimana point 7 tersebut diatas, 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang 
Stan.dart Biaya masukan t.ahun 2019. 
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l. KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan 
pendelegasian sesuai.dengan pelimpahan dari PA. 

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Huruf F tersebut 
diatas, KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta 
Tender Pekerjaan Konstruksi. 

3. KPA dapai menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan 
sebagaimana dimaksud poin F yang terkait dengan: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja; dan/atau 

G. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (l<PA) 

l. Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai 
berlkut: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja; 
b. mengadakan perjanjian dengan plhak lain dalam batas 

anggaran belanja yang telah ditetapkan; 
c. menetapkan perencanaan pengadaan; 
d. menetapkan dan mengumumkan RUP; 
e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barn.og/Jasa; 
I menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi 

ulang gagal; 
g. menetapkan PPK; 
h. menetapkan Pejabat Pengadaan; 
i. menetapkan PjPHP/PPHP; 

J. rnenetapkan Penyelenggara Swakelola; 
k. menetapkan tim teknis; 
I. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui 

Sayembara/Konles; 
m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan 
n. menetapkan pernenang pemilihan/Penyedia untuk metode 

pemilihan; 
1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket 

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas 
Rpl00.000.000.000,00 [seratus miliar rupiah); atau 

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 
Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling 
seclikit di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah). 

2. PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan 
sebagaimana climaksud pada Poin l huruf a sampai dengan 
huruf f kepada KPA. 

F. PENGGUNA ANGGARAN 
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l. PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mela.ksanakan 
Pengadaan Barang/Jasa. 

2. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yaitu : 
a. Memiliki integritas dan disiplin; 
b. Menandatangani Pakta lntegritas: 
c. Memiliki sertiflkat kompetensi sesuai dengan bldang tugas 

PPK; 
d. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (SI} atau 

setara 
e. memiliki kemarnpuan managerial level 3 sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 
f. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat 

Pcrintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan 
g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. 

3. Dalam bal persyaratan sebagaimana dimaksud pada polo 2 
huruf c tidak dapat terpenuhi, Serti:likat Keablian Tingkat Dasar 
dapat digunakan sarnpai dengan 31 Desember 2023. 

4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 2 
huruf d tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Saru 
(Sl) dapat digant:i dengan paling rendah golongan lll/a at.au 
disetarakan dengan golongan IH/a. 

5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada pain 2 dapat 
ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan 
pengalaman yang sesual dengan tunrutan teknis pekerjaan. 

6. Pengangkatan dan pemberhentian PPK berdasarkao ketentuan 
peraturan perundang-undangan, PPK dapat dijabat oleh 
a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil 

Negara di llngkungan Perangkat Daerah; 
b. personel selaln yang dimaksud dalam huruf a 

7. PPK tidak boleh dirangkap oleh: 
a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 

atau Bendahara; 
b. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket 

Pengadaan Barang/Jasayang sama; atau 
c. PjPHP/PPlfP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang 

sama. 

H. PEJABAT PEMBUAT KOMlTMEN (PPK) 

b. mengadakan perjanjian dengan pibak lain dalam batas 
anggaran belanja yang telah ditetapkan. 

4. KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 
5. Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, 

KPA dapat merangkap sebagai PPK. 
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d. Pejabat penatausahaan keuangan 
8. Dalam hal terjadi pergantian PPK, dilakukan serah terirna 

jabatan kepada pejabat yang baru, 
9. Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan 

sebagai.mana cli.maksud dalam angka 2, PA/KPA dapat 
merangkap sebagai PPK. 

I 0. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud 
angka 9 dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi 
sesual dengan bidang tugas PPK. 

11. PPK dalam Pengadaan Barang/ Jasa rnemiliki tu gas: 
a. menyusun perencanaan pengadaan; 
b. menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja 

[KAK); 
c. menetapkan rancangan kontrak; 
d. menetapkan HPS; 
e. menetapkan besaran. uang rnuka yang akan dibayarkan 

kepada Penyedia; 
£. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 
g. menetapkan tim pendukung apabila diperlukan; 
h. menetapkan tim atau tenaga ahli apabila diperlukan; 
i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di 

atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 
j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 
k. mengendalikan Kontrak; 
1. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan 

kepada PA/KPA; 
m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan 

kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; 
n. menyimpan dan menjaga keutuban selurub dokurnen 

pelaksanaan kegiatan; dan 
o. menilai kine.rja Penyed.ia. 

12. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 
11, PPK roelaksanakan tugas pelimpahan kewenangan da.ri 
PA/KPA, meliputi: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja; dan 
b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain 

dalern batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, 
13. PPK daiem melaksanakan tugas sebagai.mana dimaksud pada 

poin 11 dapat dibantu oleb Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 
14. Tim pendukung/Tim Teknis/Tim ahli yang dibentuk oleh PPK 

daiam rangka membantu tugas PPK bertanggungjawab penuh 
terhadap kesesuaian Spesilikasi dan volume pekerjaan yang 
tertera di kontrak kerjamulaidari pengajuan termyn 25%, 500/o. 
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1. Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas: 
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan 

Penyedia; 
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pernilihan 

Penyedia untuk katalog elektronik; dan 
c. menetapkan pernenang pemilihan/Penyedia untuk metode 

pemilihan: 

J. KELOMPOK KE.RJA PEMILIHAN 

I. Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh PA/KPA pada perangkat 
daerah. 

2_ Untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan sebagalmana 
dimaksud pada poin I harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau 

Aparatur Sipil Negara/personel lainnya yang memiliki 
Sertifikat Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan; 

b, memlliki integritas dan disiplin; 
c. menandatangani Pakta lntegritas. 

3. Pengangkatan dan pernberhentian Pejabat Pengadaan tidak 
terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan. 

4. Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai: 
a. Pejabat. Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 

atau Bendahara; atau 
b. PjPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama. 
c. Pejabat Penatausahaan Keuangan 

5. Pejabat Pengadaan dalarn Pengadaan Barang/Jasa 
sebagalmana sebagaimana tersebut dlatas memlliki tugas: 
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan 

Langsung; 
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan 

Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan 
Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai 
paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratusjuta rupiah); dan 

d. melaksanakan E-pw·chasing yang bernilai paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

L P&JABAT PENGADAAN 

75% dan 100 % serta sampai dengan penyerahan I dan 
Penyerahan II pekerjaan. 



K. PEJABAT PENERlMA RASlL PEKERJMN/PANITIA PENERIMA 
HASIL PEKERJAAN (PjPHP/PPHP) 

1. PA/KPAmenetapkan '1PHP/PPHP. 
2. Pengangkatan dan pemberhentian '1PHP/PPHP tidak terikat 

tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan. 

3. Untuk dapat ditetapkan sebagai PjPHP/PPHP sebagaimana 
diroaksud pada poin 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut; 
a. memiliki integritas dan disiplin; 
b. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa; 
c. mernaharni admioistrasi proses peogadaan barang/jasa.; dan 
d. menandatangani Pa.kta lntegritas. 

4. PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat 
ditetapkan dari Pengelola Pengadaan Baraog/Jasa. 

l. Tender/Penunjukan Langsung untuk pa.ket Pe.ogadaao 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan 
nilai Pagu Anggaran paling banyak 
Rpl00.000.000.000,00 [seratus miliar rupiah); clan 

2. Seleksi/Penuojukan Langsung untuk paket Pengadaan 
Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling 
banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah). 

2. Pokja Pernilihan sebagaimana dimaksud pada poin 
beranggotakan 3 (tiga) orang. 

3. Dalarn hal berdasarkan perti.mbangan komple.ksitas pemilihan 
Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud 
pada poin 2 dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. 

4. Pokja Pernilihan dapat dibantu oleh tim atau teoaga abli. 
5. Pokja pernilihan ditetapkan oleh Pimpinan UT<PBJ 
6. Untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan harus memenuhi 

syarat sebagai bed.kut: 
a. merupakan Pengelola Pengadaan Baraog/Jasa atau 

Aparatur Sipil Negara/persooel lainnya yang memiliki 
Sertifikat Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan; 

b. memiliki integritas dan disiplin; 
c. menandatangani Pakta lntegritas; dan 
d. dapat bekerja sama daJam rim. 

7. Pokja Pemillhan ditetapkan dan melaksanakan tugas untuk 
setiap pa.ket pengadaan. 

8. Anggota Pokja Pemiliban tidak boleb merangkap sebagai: 
a. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 

atau Bendahara; atau 
b. PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang same 
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1. Penyelenggara Swakelota terdiri atas: 
a. Tim Persiapan; 
b. Tim Pelaksana; dan 
c. Tim Pengawas. 

2. Personel pada Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas 
Swakelola Tipe I merupakan Pegawai Perangkat Daerab 
penanggungjawab anggaran. 

3. Pe:rsonel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe Tl: 
a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawal 

Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran; dan 
b. Tim Pelaksana Pegawai Perangkat Daerah lain pelaksana 

Swakelola. 
4. Personel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe rrt: 

a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai 
Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran; dan 

b. Tim Pelaksana merupakan pengurus/anggota Organisasi 
Kemasyarakatan pelaksana Swakelola. 

5. Personel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe rv yang 
meliputi Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas 
merupakan pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana 
Swakelola, 

5. Penetapan/pengangkatan Penyelenggara Swakelola dilakukan 
sebagai beriku t: 
a. tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/ KPA; 
b. tipe IT Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh 

PA/KPA penanggungjawab anggaran serta Tim Pelaksana 

L. PENY8LENOGARA SWAKELOLA 

5. PJPHP/PPHP tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penandatangan 
SuratPerintab Membayar (PPSPM) atau Bendahara. 

6. PjPHP memilJki tugas memeriksa administrasi basil pekerjaan 
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
bemilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua rarus juta 
rupiah) dan Jasa Kcnsultansi yang bem:ilai paling banyak 
Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

7. PPHP meroiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan 
pengadaan Bara.ag/Pekerjaan Konstruksi/Jasa I.ainnya yang 
bemilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus ju ta 
rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai palingsedikit di atas 
Rpl00.000.000,00 (seratusjuta rupiah). 

8. Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari Perangkat Daerah (PD) 
pelaksana kegiatan dan/atau personil dari Perangkat Daerab 
fPDJ lain yang memiliki kemampuan sesuai dengan persyaratan 
sebagaimana persyaratsn dalam poin3 tersebut diatas. 
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1. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa 
Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas unruk Penyedia 
Barang/Jasa, meliputi: 
a. Memilild izm usaha sesuai dengan peraturan 

perundangundangan, antara lain di bidang pekerjaan 
konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, atau jasa 
konsultansi sesuai dengan skala usaha 
(segn,entasi/klasifikasi),kategori/golongan/sub 
golongan/kelompok atau ku.ali.fikasi lapangan usaha, 

b, Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha, 
c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
d. Memilild NPW P dan telah memenuhi kewajiban perpajakan 

tahun pajak terakhir (SPT tabunan). 
e. Mem-punyai atau rnenguasai ternpat usaha/kantor dengan 

alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri 
atau sewa. 

f. Secara huku.m roempunyai kapasitas untuk mengikatkan 
diri pad a Kontrak yang di bu lctikan dengan: 
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan 
3) Kartu Tanda Penduduk. 

g. Surat Pemyataan Pakta Integritas meUputi: 
IJ Tidak akao melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme; 

M. PENYED1A 

ditetapkan oleb Pimpinan Perangkat Daerah lain pelaksana 
swakelola; 

c. tipe Ill TJ.m Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh 
PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan 
Organisasi Kemasyarakatan pelaksana swakelola; atau 

d. tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleb Pimpinan 
Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola. 

7. Pengangkatan dan pemberhentian Penyelenggara Swa.ke.lola 
dapat tidak terikat tahun anggaran. 

8. Tim Persiapan dan Tim Pelaksana pada Swakelola Tipe I dapat 
terdiri dari personel yang sama, 

9. Tim Persiapan dan Tim Pengawas pada Swakelola Tipe U dan 
Tipe W dapat terdiri dari personel yang sama. 

10. Penyelenggara Swakelola Tipe I dan Tipe IV dapat dibantu oleb 
tirn teknis dan/arau tim/tenaga ahli. 

11. J umlab tenaga ahli dala.m pelaksanaan Swakelola Tipe I tidak 
boleb melebihi 50% (lima pulub persen) dari jumlah anggota 
Tim Pelaksana. 
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Evaluasi persyaratan pada huruf h angka 1 sarnpai dengan 
angka 5 dilakukan untuk setiap Sadan Osaha yang menjadi 

2) Akan melaporkan kepada PA/KJ>A jika rnengetahui 
terjadinya praktik Korupsi, Kolusl, dan Nepotisrne 
dalam proses pengadaan ini. 

3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, 
transparan, dan profesional untuk rnemberikan hasil 
kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; dan 

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam 
angka 1), 2) dan 3) maka bersedia menerima sanksi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi: 
l) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam 

pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan 
usahanya tidak sedang dihentikan; 

2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha 
tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 

3) yang bertindak untuk dan atas narna badan usaha 
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 

4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai 
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau 
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang 
rnengambil cuti diluar tanggungan Negara; 

SJ Pernyataan Jain yang menjadi syarat kualifikasi yang 
tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan 

6) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran 
yang disarnpaikan benar, dan jika dikemudian hari 
diternukan bahwa data/dokumen yang disampaikan 
tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur 
utama/pimpinan perusabaan/pimpinan koperasi, atau 
kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja 
sarna operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain 
bersedia dikenakan sanksi administratif. sanksi 
pencanruman dalam daftar hitam, gugatan secara 
perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada 
pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang undangan. 

i. Dalam hal Peserta akao melakukan konsorsium/kerja 
sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus 
mempunyal perjanjiao konsorsiurn/kerja sama 
operasi/ kemitraan/ ben tuk kerjasarna lain. 
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Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalit:as untuk Penyedla 
Barang/Jasa Perorangan, meliputi: 
a. memillki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti 

Karru Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan 
Domisili Tinggal; 

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWl') dan telah 
memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir: 

c. menandatangani Pakta tntegritas; dan 
d. Surat pemyataan yang ditandatangani berisi: 

l) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam; 
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan 

kepentingan pihak yang terkait, 
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang 

menjalani sanksi pidana; dan 
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang 

bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan 
Negara. 

2. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia 
a Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang Persyaratan 

kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang, meliputi : 
l] Memiliki pengalaman: 

a) Penyediaan barang pada divisi yang samaJ paling 
kurang I (satu) pekerjaan dalam kurun waktu l 
(satu) tahun terakhir baik di Iingkungan pemerintah 
maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; 
dan 

b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam 
kelompok/grup yang sama paling kuraog l (saru) 
pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) t:ahun 
terakhir baik di lingkungan pemerint:ah rnaupun 
swasta, tennasuk pengalaman subkontrak, 

Persyaratan kualifikasi Administrasi/ Legalitas untuk Penyedia 
Pekerjaan Koostruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi 
berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di 
bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang 
ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi. 

Untuk Usaha Mikro, bentuk penztnan berupa lzin Usaha 
Mikro Kecil (fUMK) dan tidak disyaratkan Tanda Daftar 
Perusahaan (TOP). 

bagian darl konsorsium/l<erja sama operaslj' kemitraan/ 
bentuk kerjasama lain. 
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d. Syarat Kualifikasi Teknis Penyeclia Jasa Konsultansl Sadan 
Usaha Persyaratan kuali6kasi teknis untuk Penyeclia Jasa 
Konsultansi Badan Usaha, meliputi: 
1) Memiliki pengalaman: 

a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kura.ng 1 
[satu] pekerjaan dalam kurun waktu l (satu) tahun 
terakhir balk di lingkungan pemerintah maupun 
swasta, termasuk pengalaman subkontrak; 

b) Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis 
pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, 

c. Syarat Kualifikasi Teknis Pcnyedia Pekerjaan Konstruksi 
dan Jasa Konsultansi Konstruksi. 
Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyeclia Pekerjaan 

Konstrukai dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan 
ketenruan peratura.n Perundang-undangan di bidang Jasa 
Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan 
oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi. 

b. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Lainnya 
Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa La.innya, 
meliputi: 
l) Memiliki pengalaman: 

a) Penyecliaan jasa pada divisi yang sama2 paling 
kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun wakru l 
(satu) tahun terakhir baik: di lingkungan pernerintah 
maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; 

b) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam 
kelompok/grup yang sama paling kurang l [satu] 
pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 
terakhir baik di lingkungan pernerintah maupun 
swasta, termasuk pengalaman subkontrak: dan 

c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 
10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil 
paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) 
nilai total H-PS/Pagu Anggaran. 

2) Memiliki kernampuan untuk menyecliakan sumber daya 
manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses 
penyediaan termasuk layanan purna jual (jika 
diperlukan], 

2) Memilild kemampuan untuk menyecliakan sumber daya 
manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalarn proses 
penyediaao termasuk layanan puma jual (jika 
cliperlukan). 
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3. Syarat Kualifikasf Kemampuan Keuangan 
a. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia 

Barang/Jasa lainnya/Jasa KonsuJtansi 
Untuk Penyedia Non Kecil harus rnemiliki kemampuan 
keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang 
disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata 
adalab kemampuan peauh/keseluruhan Peserta saar 
penilaian kuallfikasi meliputi kernampuan keuangan dan 
kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket 
pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan. 
SKN dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 

e. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Konsultansi 
Perorangan 
Persyaratan kualitikasi teknis untuk Penyedia Jasa 
Konsultansi Perorangan, meliputi: 
1) Memiliki pengalaman: 

a) Pekerjaan sejenis Uenis pekerjaan, kompleksitas 
pekerjaan, metodologi, teknologi. atau karakteristik 
!ainnya yang bisa menggambarkan kesamaan]: dan 

b) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 
10 (sepuluhJ tabun terakhir paling kurang sama 
dengan 50"/o (lima puluh persenj nilai total HPS/Pagu 
Anggaran. 

2) Jenjang pendidikan; 
3) Memiliki sertifikat keahlian/teknis; 
4) Pernah mengikuti pelatihan/kursus; dan/atau 
5) Memiliki kompetensi sesuai bidangnya. 

teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa 
menggambarkan kesamaan, paling kurang I (satu) 
pekerjaan dalam kurun wakru 3 (tiga) tahun terakhir 
balk di lingkungan pemerintah maupun swasta, 
termasuk pengalaman subkontrak; dan 

c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 
10 (sepuluh] tahun terakhir paling kurang sarna 
dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pag1.1 
Anggaran. 

2) Memiliki sumber daya manusia: 
a) Manajerial; dan 
b) tenaga kerja [jika diperlukan). 

3) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan 
(jika diperlukanJ. 
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4. Kemitraan 
Dalam hal sifat dan lingkup pekerjaan yang terlalu luas .. atau 
jenis keahlian yang dlperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan 
tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia, maka: 
a. diberikan kesernpatan yang memungkinkan para Penyedia 

sating bergabung dalam suatu konsorsium/kerja sama 
operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain; dan/atau 

b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia atau 
konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk 
kerjasama lain Penyedia untuk menggunakan tenaga ahli 
asing. 

Tenaga ahli asing digunakan sepanjang diperlukan untuk 
mencukupi kebutuban jenis keahlian yang belum dimilik:i dan 
untuk rneningkatkan kemampuan teknis guna menangani 
kegiatan atau pekerjaan. 

KB = Kekayaan Berslh 
total ekultas yang dlllhat dari neraca keuangan tahun terakhfr 

b. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia 
Pekerjaan Konstruksi 
Persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan unruk 
Penyedia Pekerjaan Konstruksi berdasarkan ketentuan 
peraturan Perundangundangan di bidang Jasa Konstruksi 
beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menterl 
yang membidangi Jasa Konstruksi. 

fl 

= [aktor perputaran modal 
fp untuk Usaha Non-Keel! (Mcncngah dan BesarJ = 7 

= faktor likuldiLSs 
Il untuk Usaha Non-Kedl = 0.6 

Keterangan · 
KN = !.c:mampaan Nya1a 
MK = Modal Kcrja 
fp 

SKN = KN - I: nlloJ pllkct _pekcrjaan yang sedang dikcrjakan 
KN = fp.MK 
MK = fl.KB 

Rumusan perhitungan Silla Kcmampuan Nyata (SKN] adalah 
sebagai berlkut ; 
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4. Kemitraan 
Dalam hal sifat dan lingkup pekerjaan yang terlalu luas, atau 
jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan 
tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia, maka: 
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Persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan unruk 
Penyedia Pekerjaan Konstruksi berdasarkan ketentuan 
peraturan Perundangundangan di bidang Jasa Konstruksi 
beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menterl 
yang membidangi Jasa Konstruksi. 

Kererangan : 
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Rumusan perhitungan Slaa Kemampuan Nyata (SKN) adalah 
sebagal bcrikut: 
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1. Umum. 
a. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJJ clibentuk 

dengao Peraturan Bupati Jepara. 
b. VKPBJ be.rada clilingkungao Setda Kabupaten Jepara yang 

mempunyai tugas menyelenggarakao dukungan 
pengadaao. barang/jasa pada peraogkatdaerah. 

c. Dalam rangka pelaksana.a.n tugas UKPBJ sebagaimana 
hurufb,UKPBJ memilikifung~: 

O. UNLT KERJA PENGADAAN BARANO/JASA (VKPBJ) 

3. Pengawas Lapangan yang mengawasi lebih dari 1 (satu) 
kegiatan supaya didekatkan lokasioya untuk meningkatkan 
kualitas pengawasan. 

4. PD pelaksana kegiatan menunjuk pengawas lapangao dari 
Pegawal PD Teknis atau PD Pelaksana Kegiatan dan atau 
konsultan pengawas sepanjang dianggarkan biaya penunjang 
dalam DPA. 

5. Apabila dalam pelaksaoaao kegiatan di kemudian hari temyata 
hasil pekerjaan barang/jasa cliketahui tidak sesuai ketentuan 
dalam kontrak dan di luar kemampuan pengawas, maka 
menjadi tanggungjawab penyedia barang/jasa. 

1. Penunjukan pengawas lapangan dapat, berasal dari Pegawa.i 
Perangkat Daerah (PD) Teknis atau Perangkat Daerah (PD) 
Pelak:sana Kegiatan dan/ a tau konsultan pengawas. 

2. Tugas Pengawas Lapangan : 
a. Mengawasi pelaksaoaao kegiatao di lapangan selama 

kegiatan dilaksa.oakan 
b. Mengetahui clan menyetujui laporao mingguan yang clibuat 

oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pimpinan 
Program/Kegiatan melalui Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan tentang pelaksanaan kegiatan di lapangan. 

c. Memberi teguran kepada pelaksana apabila dalam 
pelaksanaan kegiatan terdapat penyimpangan/ tidak 
sesuai dengan bestek. 

d. Memecahkan bambatan dalam pelaksanaan sebatas 
kewenangan yang diserahkan oleh Pimpinao 
Program f Kegiatan. 

e. lkut menertibkao administrasi kegiatan di lapaogan. 
f. Dalam pelaksanaan tugasnya pengawas lapangan 

bertanggungjawab kepada Pimpinan Program/Kegiatan 
melalui Pejabal Pelaksana Teknis Kegiatan. 

N. PENGAWAS LAPANOAN 
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f. Pelaksanaan fungsi pembinaan Sum.ber Daya Manusia dan 
Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 

1). pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 
2). pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 
3). pembinaan Sumber Daya Manusia clan Kelembagaan 

Pengadaan Barang/Jasa; 
4). pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau 

bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan 
5), pelaksanaan. tugas lain yang diberikan oleb Bupati 

-Jepara yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 
d. Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 

meliputi: 
1). inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; 
2). pelaksanaan riset dan aoalisis pasar barang/jasa; 
3). penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; 
4). penyiapan dan -pengelolaan dokumen pemiliban beserta 

dokumen pendukung lainnya dan informasi yang 
dibutuhkan; 

5). pelaksanaan pemiliban penyedia barang/jasa; 
6). penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik 

lokal/ se ktoral; 
7). monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa pemerintah; dan 
8). membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak 

pengadaan barang/Jasa pemerintah. 
e, Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik mellputi: 
t ). pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan 

barang/jasa dan infrastruktumya; 
2). pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh 

sistem informasi pengadaan barang/jasa; 
3). pengembangan sistem informaai yang dibutuhkan oleh 

pemangku kepentingan; 
4). pelayanan informasi pengadaan barang/jasa 

pemerintah kepada masyarakat luas; 
5). pengelolaan informasi kontrak; 
6). mengumpulkan dan mendokumentasikan data 

barang/jasa hasil pengadaan; clan 
7). mengelola informasl manajemen barang/jasa hasil 

pengadaan, 
Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan 
secara elektronik diatur dalam Peraturan Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah. 
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1. Layanan Pengadaan Secara E1ektronik (LPSE)adalah suatu unit 
yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang 
dilaksanakan secara elektronik. 

2. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Jepara 
telah terbentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 
8 Tahun 20lltentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik Kabupaten Jepara. 

3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Jepara 
bertempat di Dinas Komunikasi dan Jnformatika Kabupaten 
Jepara dengan alamat website : www.lpse.jeparakab.go.id 

P. L.AYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONU{ (LPSE). 

2. Organisasi 
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan organisasi 
UKPBJ diatur dala.m Peraturan Bupati Jepara. 

g. Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau 
birnbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 
1). bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi 

proses pengadaan barang/jasa pemerintah di 
Perangkat Daerah dan Desa; 

2). bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi 
penggunaan selu ruh sistem informasi pengadaan 
barang/jasa pemerintah, meliputi SlRUP, SPSE, 
ekatalog,e-monev,STKaP;dan 

3). bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsuli:asi 
substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa 
pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak 
melalui rnediasi. 

1). pembinaan bag! para pelaku pengadaan barang/jasa 
pernerintah, terutama para Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa dan personel UKPBJ; 

2). pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun 
tidak terbatas pada pengelolaan dan pengu.kuran 
tingkat kematangan UKPBJ, pelaksaoaan analisis 
beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan 
sistem insentif; 

3). pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan 
barang/jasa pemerintah; 

4). -pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan 
barang/jasa. pemerintah; dan 

5). pembinaan hubungan dengan para pemangku 
kepentingan. 



l. katalog elektronik memuat inforrnasi teknis dan harga Barang/ 
Jasa yang dibutuhkan oleh perangkat daerah. 

2. Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada angka I 
diselenggarakan oleh LKPP. 

3. Barang/ Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik 
ditetapkan olek LKPP. 

4. Pimpinan Perangkat Daerah wajib melaksanaklao pengadaan 

Q. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK 

6. Susunan Organisasi dan tugas Unit LPSE adalah : 
a. Pengarab 

l). Membina dan mengarahkan program kerja 
2). Memberikan arah kebijakan untuk melaksanakan 

kegiatan 
3). Memantau dan mengevaluasi kegiatan 

b. Kepala 
Memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi 
LPSE 

c. Sekretariat 
Melaksanakan koordinasi. unsur pelaksana mempunyai 
tugas melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara 
elektronik (electronic procuremen~ 

d. Bidang Administrasi Sistem Elektronik 
Melaksanakan pengelolaan system pengadaan secara 
elektronik 

e. Bidang Regjstrasi dan Verifikasi 
Melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi 
pengguna LPSE 

f. Bidang Layanan Pengguna 
Memberikan layanan konsultasi mengenai proses 
pengadaan barang/ jasa 

g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi 
Memberikan pelat:ihan bagi _pengguna Unit LPSE 

5. Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliput:i : 
a. Administrator slstem elektronik; 
b. Unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan 
c. Unit Iayanan pengguna 

4. Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah. Secara Elektron1k 
bertujuan unruk : 
a. Meningkatkan transparanai dan akuntabilitas 
b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang 

sehat 
c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan 
d. rnendukung proses monitoring dan audit 
e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. 
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1. Tujuan. program jaminan sosial tenaga kerja adalah 
memberikan perlindungan tenaga kerja atas terjadinya resiko 
kecelakaan kerja dan rneninggal dunia Dengan ruang lingkup: 
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
- .Jaminan Kematian (JKM) 

2. Penyedia Barang/Jasa berkewajiban menjamin keamanan atas 
resiko kecelakaan kerja pads masa kontraksesuai Surat 
Perintah Kerja yang diterbitkan. 

T. PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN SEKTOR JASA KONSTRUKSL 

1. Khusus pekerjaan konstruksi wajib dilakukan pemeriksaan 
pekerjaan oleh PPK pada saat prosentase pekerjaan mencapai 
25 o/o. 

2. Untuk menjaga mutu pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen 
wajib mencantumkan tahapan pemeriksaan pekerjaan daJam 
kontrak kerja dengan penyediajasa 

S. PEMER!KSMN PEKERJAAN 

I. Dalam pengesahan gambar rencana make semua gambar 
perencanaan kegiatan (termasuk kegiatan yang dikerjakan oleh 
Konsultaa Perencana) harus iliketahui/mengetahui oleh PD 
Teknis, 

2. Setiap gambar pelaksanaan kegiatan barus diketahui oleh 
pejabat yang ditunjuk 

3. Penetapan pejabat yang mengetahui gambar perencanaan 
diatur sebagai berikut: 
a. Sekretaris Daerab Kabupaten Jepara dengan nilai 

konstruksi diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 
b. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris 

Daerab Kabupaten Jepara dengan nilai konstruksi 
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampal dengan 
Rp. l.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

c. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Jepara dengan nilai konstruksi sampai dengan 
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 

4. Pengajuan gambar disertai dengan RAB. 

R. PENGESAHAN GAMBAR PERENCANAAN. 

melalui e-katalog terhadap Barang/ Jasa yang sudab climuat 
dalam sis tern katalog elektronik yang diterbitkan oleh LKPP. 

5. Pengadaan melalui e-katalog dilaksanak:an oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan. 

6. Ketentuan .mengenai katalog elektronik berpedoman pada 
Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 tahun 2018 tentang katalog 
elektronik 
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memberikan perlindungan tenaga kerja atas terjadinya resi.ko 
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diatur sebagai berikut : 
a. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara dengan nilai 

konstruksi diatas Rp. l.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 
b. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris 

Daerab Kabupaten Jepara dengan nilai konstruksi 
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan 
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c. Kepala Bagian Pembangunan Sekrerariat Daerah 
Kabupaten Jepara dengan nilai konstruksi sampai dengan 
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melalui e-katalog terhadap Barang/ Jasa yang sudab climuat 
dalam sis tern katalog elektronik yang diterbitkan oleb LKPP. 
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elektronik 
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7. Perlu peran aktif rnasing-masing pihak/saling kontrol sehingga 
seluruh kegiatan Jasa Konstruksi dapat terlindungi dalam 
BPJS Ketenagakerjaan. 

8. Perlu ditekankan babwa pelaksanaan Kegiatan Jasa Kontruksi 
di Jepara terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan. 

9. Penyedia Barang/Jasa pemenang Lelang wajib: 
Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaanbidang 
Pengadaan Jasa Konstruksi 
Melaporkan Perusahaan pada Dinas Koperasi, UMKM, 
Tenaga Kerja dan 1'ransmigrasi Kabupaten Jepara sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahuo 1981 Tentang 
Wajib Lapor Ketenagakerjaan. 

6. Jangka waktu perlindungan diberikan kepada tenaga 
kerja sejakpendaftaran proyek jasa koostruksi dao 
iuran pertama dibayar tunas sampe dengan masa 
pemeliharaan kegiatan sesuai dengan Surat Perin tab 
Kerja yang diterbitkan. 
Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan merupakan 
tanggungjawab bersama: 

Pemerintah Kabupaten Jepara selaku reguJator 
BPJS Ketenagakerja sebagai badan penyelenggara 

3. Mekaoisme perlindungan terhadap tenaga kerja untuk 
pekerjaan fisik melalui Program BPJS Ketenaga Kerjaan harus 
dilakukan oleh Pimpioan Perusahaan/direktur pada saat 
Penandatanganan Kontrak, deogan melampirkan bukti 
penjaminan asuransi tenaga kerja. 

4. Peraturan Mented Ketenagakerjaan Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program 
Jarninan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kernatian Bagi 
Pekerja Harlan Lepas,Borongan,dao Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu Pada Sektor UsahaJasa Kcnstruksl. 

5. Berdasarkan Bab II pasal 2 PERMENAKER No 44 
Tabun 20.15: 
1. Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstru.ksi wajib 

mendaftarkanpekerjanya dalam Program JKK dan 
JKM kepada .BPJSKetenagakerjaan. 

2. Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
:meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia 
Jasa Koostruksi pada proyek jasa perencanaan, 
pela.ksanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan 
Konstruksi. 

3. Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l)meliputi 
pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja 
dengan perjanjian kerja waktu tertentu. 
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b. Dalam hal koroponen upah Pekerja tercantum 
dandiketahui, maka iuran JKK bagi pekerja barian 
]epas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu 
yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi 

l 0. PerbitunganiurandalamBPJSKetenagakerjaan 
berdasarkan pasal 9 dan pasal 10 diatur sebagai 
berikut: 
PERMENAKER No 44 Tahun 2015 
a. Dalam hal komporien upah Pekerja tidak cliketahui 

atau tidak tercantum, .maka besarnya nrran JKK 
dihitungberdasarkan nilai Konrrak KerjaKonstruksi 
dengari ketentuan sebagaiberikut: 
1). Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai 

kontrakRp.100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah), Juran JKK sebesar 0,21% (nol koma 
dua puluh satu persen) dari nilai kontrak; 

2). Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak 
diatas Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) 
sampai denganRp.500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah), luran JKK sebesar penetapan nilai 
luran JKI{ huruf a ditambah 0,17°/o (nol koma 
tujuh. belas persen) dari selisib oilai, yakni dari 
nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah 
dikurangi Rp.100.000.000,00(seratus juta 
rupiah); 

(3). Pekerjaan Konstruksi di atas 
Rp.500.000.000,00(li:maratus juta rupiah) 
sampai dengan Rp. l.000.000.000,00 (satu 
m11yarrupiah) sebesar penetapan nilai luran 
JKK huruf b ditambah .nilai, yakni dari nilai 
Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi 
Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah); 

(4). Pekerjaan Konstruksi di atas 
Rp.1.000.000.000,00(satu:milyar rupiah) 
sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima 
milyar rupiah) sebesar penetapan nilal luran 
JKK huruf c ditambah0,11°/o (no) komasebelas 
persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai 
Kontrak Kerja Konstruksi setelab diku.rangi 
Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);dan 

(5). Pekerjaan Konstruksi di 
atasRp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 
sebesar penetapan nilai luran JKK huruf d 
ditambab 0,09o/o (no! koma no! sembilan 
persen)dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak 
Kerja Konstruksi setelah dikurangi 
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
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ditetapkan sebesar 1,74% [satu koma tujuh puluh 
empatpersen) dari upah sebulan. 

c. Dalam haJ komponen upah Pekerja tidak diketahui 
atautidak tercanrum, maka besarnya iuran JKM 
dihitung berdasarkan nila.i Kootrak Kerja Konstruksi 
dengan ketentuan sebagaiberi.kut: 
( 1). Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai 

kontrak:Rp.100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah), Juran JKM sebesar 0,03% (no! koma nol 
tiga persen)dari nilai kontrak; 

(2). Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak 
diatas Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) 
sa.mpai denganRp.500.000.000,00 (Tuna ratus 
juta JKM .huruf a d.itambah 0,02% [nol koma noJ 
dua persen) darl selisib nilai, yakni dari ailai 
Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi 
Rp.100.000.000,00(seratus jutarupiah); 

(3). Pekerjaan Konstruksi di atas Rp.500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
sebesar penetapan nilai Juran JKM huruf b, 
ditambah 0,02% (nolkoroa nol dua persen) dari 
selisih nilai, yakni darl niJai Kontrak Kerja 
Konstruksi setelah dikurangi 
Rp.500.000.000 ,00 (lima ratus juta rupiah); 

(4). Pekerjaan Konsttuksi di atas 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyacrupiah) 
sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima 
milyar rupiah)sebesar penetapan nilai luran JKM 
huruf c, ditambahO ,01 o/o (nol koma no) satu 
persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak 
Kerja Konstruksi setelah dikurangi 
Rp. L000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan 

(5). Pekerjaan Konstruksi di atas 
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah)sebesar penetapan nila.i luran JKM huruf 
d, ditambah 0,01% (no! koma nol satu persen) dari 
selisih nilai,yakni dari nilai Kontrak Kerja 
Konstruksi setelah dikurangi 
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

d. Dala.m haJ komponen upah pekerja tercantum dan 
diketahui, maka iuran JKM bagi pekerja harian Iepas, 
borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang 
bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi 
dit.etapkao sebesar 0,30o/o(noJ koma tiga puluh persen) 
dari upah sebulan. 
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l. PERENCANAAN PENGADAAN 
a. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, 

penetapan. barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran 
Pengadaan Barang/Jasa. 

b. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari 
APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA 
Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan 
Umum APBD serta Priotitas dan Plafon Anggaran 
Sementara (KUA-PPASJ. 

c. Perencanaan pengadaan terdiri atas: 
1). Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau 
2). Perencanaan pengadaan melalui Penyedia. 

d. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi: 
1). penetapan tipe Swakelola; 
2). penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan 
3). penyusunan perlclraan biaya/Rencana Anggaran 

Biaya (RAB). 
e. Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud huruf d terdiri atas: 

1). Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, 
dilaksanakan, dan diawasi oleh 
Kementerian / Lem baga/ Perangkat Daerah 
penanggung jawab anggaran; 

2). Tipe JI yaitu Swak:elola yang direncanakan dan diawasi 
oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain 
pelaksana Swakelola; 

3). Tipe ill yaitu Swakelola yang direncanakan dan 
diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat 
Daerah penanggung jawab anggaran dan 
dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau 

4). Tipe IV yaitu Swake.lola yang direncanakan oleh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerab 
penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan 
usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta 
diawasi oleh. Kelornpok Masyarakat pelaksana 
Swakelola. 

f. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: 
1). penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 
2). penyusunan perkiraan biaya/RAB; 

U. PENGADAAN BARANG DAN JASA 

e. Nfla.i Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan 
sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 1 O setelab 
dikurangi Pajak Pertambahan Nilai. 
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3). pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; 
4). Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan 
5). penyusunan biaya pendukung. 

g. Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud huruf c dimuat dalam RUP. 

g. Spesiflkasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja 
1). Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK 

a. menggunakan produk dalam negeri; 
b. menggunakan produk bersertifikat SNl; dan 
c. memaksimalkan penggunaan produk industri 

hijau. 
2). Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK 

dimungkinkan penyebutan merek terhadap: 
a. komponen barang/jasa; 
b. suku cadang; 
c. bagian dari satu sisrem yang sudah ada; 
d. barang/jasa dalam katalog elektronik; ai.au 
e. barang/jasa pada Tender Cepat. 

3). Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri 
sebagaimana dimaksud pada huruf h.l).a dan produk 
bersertifikat SNl sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf buruf h.1).b dilakukan sepanjang tersedia dan 
rercukupi. 

i, Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan 
berorientasi pada: 
1). keluaran at.au hasil; 
2). volume barang/jasa; 
3). ketersediaan barang/jasa; 
4). kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau 
5). ketersediaan anggaran belanja. 

j. Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa., 
dilarang: 
1). menyatukan atau memusatkan beberapa paket 

Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa 
lokasi/daerah yang menurul sifat pekerjaan dan 
tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa 
lokasi / daerah masing-masing; 

2). menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa 
yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus 
dipisahkan; 

3). menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa 
yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh 
usaha kecil; dan / atau 

4). memecab Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa 
paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi. 

k. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa 
1). Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dila.kuk.an pada 

tabap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan 
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2. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA 
a Persiapan Swakelola 

1). Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola 
meliputi penetapan sasaran, Penyeleaggara. Swakelola, 
rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. 

2). Penetapan sasaran pekerjaaa Swakelola sebagaimana 
dimaksud pada angka I). ditetapkan o1eh T'A/KPA. 

3). Rencana kegiatan sebagaimaaa dirnaksud pada aagka 
1). ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan 
tenaga ah11/peralatan/baban tertentu yang 
dilaksanakaa dengan Kontrak tersencliri. 

4). Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada aagka 4). 
hanya dapat digunakan daJam pelaksanaan Swakelola 
tipe I danjumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50o/o 
(lima puluh. persen) dari jumlah anggota Tim 
Pelaksana. 

5). Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui 
Swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 1). 
clituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output 

6). Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok 
Masyarakat clievaluasi dan clitetapkan oleh PPK. 

7). Biaya Pengadaan Barang/Jasa rnelalul Swakelola 
dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaaa 
Swakelola, 

I. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 
1). Pengurnuman RUP Perangkat Daerab dilakukan 

setelah rancangan Peraturan Daera.h tencang APBD 
disetujui bersama oleh Bupati Jepara dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara. 

2). Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada 
angka 1). dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi 
Rencana Umum Pengadaan (SIRUPJ. 

3). Pengumuman ROP melalui SIRUP sebagaimana 
dimaksud pada angka2J. dapat ditambabkan dalam 
situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintab Daerah, 
papan pengurnuman resmi untuk masyarakat. surat 
kabar, dan/atau media lainnya. 

4). Pengumuman RUP dllakukan kembali dalam ha! 
terdapat perubahan/revlsl paket pengadaan atau 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

Barang/ Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan 
pemilihan Penyedia. 

2). Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa dilaksanakan 
oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ. 
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d. Kontrak Pengadaan 
I). Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 

c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
1). RPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 
2). HPS telab mem.perhitu.ngkan keu.ntungan dan biaya 

tidak langsung (overhead cost). 
3). Nilai HPS bersifa.t terbuka dan tidak bersifat rahasia. 
4). Total HPS merupakan hasil perhitu.ngan HPS 

ditambab Pajak Pertambaban Nilai (PPN). 
5). HPS digunakan sebagai: 

a. alat untu.k menilai kewajaran harga penawaran 
dan/atau kewajaran harga satuan; 

b. dasar u.ntuk menetapkan batas tertinggi 
penawaran yang sab dalarn Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa La.innya; dan 

c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jarninan 
Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih 
rendah 800/t, (delapan puluh persen) dari .nilai 
HPS. 

6). HPS tidak menjacli dasar perhltungan besaran 
kerugian negara. 

7). Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan 
Barang/ Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak 
Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchaslng, 
dan Tender pekerjaan terintegrasi. 

8). Penetapan. HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) 
hari kerja sebelum batas akhir untuk: 
a. pemasukan penawaran uotuk pem.ilihan dengan 

pascakualifikasi; atau 
b. pemasukan dokumen kualifi.kasi untuk 

pemilihan dengan prakualifikasi. 

b. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh 
PPKmeliputi kegiatan: 
1). menetapkan HPS; 
2). menetapkan rancangan kontrak; 
3). menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau 
4). rnenetapkan uang muka, jaminan uang muka, 

jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, 
sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga, 

8). PA dapat mengusulkan standar biaya 
masukan/keluaran Swakelola kepada menteri yang 
rnenyelenggarakan urusan pemerintahan dJ bidang 
keuangan negara atau kepala daerah. 
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a. Lumsum; 
b. Harga Satuan; 
c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; 
d, Terima Jadl (Turnkey); dan 
e. Kontrak Payung. 

2). Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsulta.nsi terdiri 
atas: 
a. Lumsum: 
b. Waktu Penugasan; dan 
c. Kontrak Payung. 

3). Kontrak Lumsum sebagaimana dlmaksud pada angka 
1). huruf a dan angka 2) . .huruf a merupakan kontrak 
dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga 
yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. semua risiko sepenuhnya diranggung oleh 

Penyedia; 
b. berorientasi kepada keluaran; dan 
c. pembayaran didasarkan pada tahapan 

produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan 
Kontrak 

4). Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada 
angka 1). huruf b rnerupakan kontrak Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan 
harga satuan yang retap untuk setiap satuan atau 
unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu 
atas peoyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas 
waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih 

bersifat perkiraan pada saat Kontrak 
ditandatangani; 

b. pembayaran berdasarkan basil pengukuran 
bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan 

c. ni1ai akhir kontrak dltetapkan setelah seluruh 
pekerjaan diselesaikan. 

5). Kontrak Gahungan Lumsuro dan Harga Satuan 
sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c 
merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan 
Harga Satuan dalam l [satul pekerjaan yang 
diperjanjikan. 

6). Kontrak Terima Jacli (Turnkey) sebagaimana 
dimaksud pada angka l) huruf d merupakan Kontrak 
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian 
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan 
ketentuan sebagai berlkut: 
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a. jurolab harga pasti dan retap sarnpai seluruh 
pekerjaan selesai dilaksanakan; dan 

b. pembayaran dapat dilak:ukan berdasarkan termin 
sesuai kesepakatan dalaro Kontrak. 

7). Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada angka 
1) huruf e clan angka 2) buruf c dapat berupa kontrak 
harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk 
barang/jasa yang belurn dapat ditentukan volume 
dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak 
ditandatanga.n.i. 

8). Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana 
dimaksud pada angka 2). huruf b merupakan Kontrak 
Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang 
lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci 
dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. 

9). Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak 
Pengadaan Barang/Jasa yang rnembebani lebih dari 1 
(satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah 
mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, dapat berupa: 
a. pekerjaan yang penyelesalannya lebih dari 12 

(dua belas) bulan atau 1ebih dari 1 (satu) Tahun 
Anggaran; atau 

b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih 
apabila. dikontrakkan untuk jangka waktu lebih 
dari l (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 
(tiga) Tabun Anggaran. 

10). Bentuk kontrak teridlri atas : 
a. bukti pembelian/pembayaran; 

digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa 
Lainnya dengan nilai paling ban yak 
Rpl0.000.000,00 [sepuluh juta rupiah). 

b. kuitansi; 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa 
Lainnya dengan nilai paling banyak 
RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah], 

c. Surat Perin tab Kerja (SPK); 
digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 
dengan nllai paling banyak Rpl00.000.000,00 
(seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa 
Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 
RpS0.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai 
dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 
(dua rarus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan 
Konstruksi dengan nilai paling banyak 
Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah). 
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r. Jamioan Pengadaan 
l). Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 

a. Jaminan Penawaran; 
b. Jaminan Sanggah Banding; 
c. Jaminan Pelaksanaan; 
ct. Jaminan Uang Muka; dan 
e. Jaminan Pemeliharaan, 

2). Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada 
angka l) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding 
sebagaimana dimaksud pada angka l) huruf b hanya 
untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 

3). Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka l) dapar 
berupa bank garansi atau surety bond. 

4). Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 
3) bersifat: 
a. tidak bersyarat; 

e. UangMuka 
I]. Uang muka dapat diberikan untulc pereiapan 

pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan : 
a. paling tinggi 30% (tlga puluh persen) dari nilai 

kontrak untuk usaba kecil; 
b. paling tinggi 20°/o (dua puluh persen) darl nilai 

kontrak untuk usaha .non-kecil clan Penyedla 
Jasa Konsultansi; atau 

c. paling tinggi 15o/n [lima belas persen] dari nilai 
kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak. 

2). Pernberian uang muka dicantumkan pada rancangan 
kontrak yang terdapat daJam Dokumen Pemilihan. 

d. surat perjanjian; 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling 
sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 
dengan nilai paling sedikit di atas 
Rpl00.000.000,00 (seratusjuta rupiah). 

e. swat pesanan. 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa 
melalui E-purchasing atau pembelian melalui 
toko daring. 

11). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak 
sebagaimana dimaksud pada angka 10). dan dokumen 
pendukung Konrrak, diatur dalarn peraturan menteri 
yang menyelenggara.kan urusan pemerintahan di 
bidang keuangan negara dan/atau menteri yang 
menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan 
dalam negeri. 
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b. rnudah dicairkan; dan 
c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling 

lam.bat 14 (empat belas) ha.ri kerja setelab surat 
perinta.b pencairan da.ri Pokja 
Pemllihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh 
Pokja Pemiliban/PPK diterima. 

5]. Pengadaan Jasa Konsultanei tidak diperlukan 
Jaminan Penawaran, Jaroinan Sanggab Banding, 
Jeroinan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan. 

6). Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, 
Perusabaan Asuransi, Jembaga keuangan khusus 
yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, 
penjaminan, dan asuransi untuk roendorong ekspor 
Lndonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan 
ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis 
Jaminan. 

7). Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan 
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha 
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi 
untuk mendorong ekspor lndonesia sesuai dengao 
ketentuan peraturan perundang-undanga;n di bidang 
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada angka 6). adalab Perusabaan Penerbit 
Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencaratan 
produk suretyship di Otoritas Jasa Keuangan. 

8). Jami.nan Penawaran sebagaimana dimaksud angka 1). 
Huruf a diberlakukan untuk nilai total HPS paling 
sedikit di atas Rpl 0.000.000.000,00 [sepuluh .miliar 
rupiah). 

9). Jaminan Penawaran sebagairnana dimaksud pada 
angka 8). tersebut diatas besamya antara 1% (satu 
persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total H.PS. 

10). Untuk Pekerjaan Konstruksi terinregrasl, Jaminan 
Penawaran sebagairoana dlmaksud pada angka 8). 
besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga 
persen] dari nilai Pagu Anggaran. 

11). Jamlnan Sanggab Banding sebagaimana dimaksud 
dalam angka lJ. Huruf b besarnya l 0/o (satu persen) 
dari nilai total HPS. 

12). Untuk Pekerjaan Konstruksl terintegrasi, Jaminan 
Sanggab Banding sebagaimana dimaksud dalam 
angka 2). besarnya lo/u [satu persen) dari nilal Pagu 
Anggaran. 

13). Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalarn 
angka 1). huruf c diberlakukan untuk Kontrak 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
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Lainnya dengan nilai paling sedikit di at.as 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

14). Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diroaksud pada 
angka 13).) tidak diperlukan, dalam hal: 
a. Pengadaan Jasa Lalnnya yang aset Penyeclia 

sudab dikuasai oleb Pengguna; atau 
b. PengadaanBarang/Jasa melalui E-purchasing. 

15). Besaran nilai Jaroinan Pelaksanaan adalah sebagai 
berikut: 
a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% 

(delapan puluh persen) sampai dengan 100% 
(seratus persen] dari nilai HPS. Jaminan 
Pelaksanaan sebesar So/o (lima persen] dari nilai 
kontrak; atau 

b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% 
(delapan pulu.b persen) dari ni1al HPS, Jaminan 
Pelaksanaan sebesar 5% (liroa persenJ dari nilai 
total HPS. 

16). Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan 
terintegrasi adalah sebagai berikut: 
a. untuk niJai penawaran ant:ara 80% (delapan 

puluh persen) sampai dengan 100% (seratus 
persen] dari nilai Pagu Anggaran, Jaminen 
Pelaksanaan sebesar 5"/o [lima persen) dari nilai 
kontrak; atau 

b. untuk nilai penawa.rao di bawah 800A. {delapan 
puluh persen) dari nilai Pagu Angga:ran, Jaminan 
Pelaksanaan sebesar 5"/o (li:ma persen) dari oilai 
Pagu Anggaran. 

17). Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah 
terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lalnnya 
atau serah teriroa pertama Pekerjaan Konstruksi. 

18). Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam 
angka 1). huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK 
senilai uang muka. 

19). Nilai -Jaminan Uang Mu.ka sebagaimana dimaksud 
pada angka 18). bertabap dapat dikurangi secara 
proporsional sesuai dengan sisa uang rouka yang 
cliterima. 

20). Jaroinan Perneliharaan sebagaimana diroaksud datam 
angka 1). huruf e dlberlakukan untuk Pekerjaa.n 
Konstruksi atau Jasa Lalnnya yang membutuhkan 
masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima 
uang retensi pada serab terima pekerjaan pertama 
(Provisional Hand Over). 

21). Jaminao Pemeliharaao sebagaimana dimaksud pada 
angka 20). dikernbalikan 14 (em pat betas) hari kerja 
setelah masa pemellharaa.n selesai. 
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h. Penyesuaian harga 
l). Penyesuaian barga dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak 

dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak 
berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan 
ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum 
dalam Dokumen Pemillhan dan/atau perubahan 
Dokumen Pemllihan; dan 

b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus 
dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen 
Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen 
Pemilihan yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Kontrak. 

2). Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian 
harga sebagaimana dimaksud pada angka 1). terdiri 
atas: 
a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak 

Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih 
dari 18 (delapan belas) bulan; 

b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada 
huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga 
belas) sejak pelaksanaan pekerja.an; 

c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh 
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen 
keuncungan, biaya tidak langsung (overhead 
cost), dan harga satuan tirnpang sebagaimana 
tercantum dalam penawaran; 

d. penyesuaian barga satuan diberlakukan sesuai 
dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum 
dalam Kontrak; 

e. penyesuaian harga satuan bagi komponen 
pekerjaan yang berasal dari luar negeri, 
mengguna.kan indeks penyesuaian barga dari 
negara asal barang tersebut; 

f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru 
sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat 

g. Sertifikat Garansi 
1). Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan 

penggunaan barang hingga jangka waktu terten tu 
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, 

2). Sertilikat Garansi sebagaimana dimaksud pada angka 
1). dlterbitkan oleh produsen atau pibak yang 
ditunjuk secara sah oleh produsen. 

22). Besaran nilai -Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima 
persen) dari nilai kontrak. 
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i. Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya. 
Metode Pemilihan 
I). Metode pemilihan Penyedia 

Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya terdi.ri 
atas: 
a. E-purchasing; 
b. Pengadaan Langsung; 
c. Penunjukan Langsung: 
d. Tender Cepat; dan 
e. Tender. 

2). E-purchasing sebagaimana dimaksud pada angka I). 
huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa La.innya yang sudah tereanrum 
dalam katalog elektronik. 

3). Pengadaan Langsung sebagairnana diroaksud pada 
angka 1). huruf b dilaksanakan untuk 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah). 

4). Penunjukan Langsung sebagaimaaa dimaksud pada 
angka 1). huruf c dilaksanakan untuk 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa La.innya dala.m 
keadaan tertentu. 

5). Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
untuk keadaan tertentu sebagaimana dirnaksud pada 
angka 4). meliputi: 
a. penyelenggaraan penyiapan kegiatao yang 

mendadak untuk roenindaklanjuti komitmen 
internasional yang dihadiri oleh Presiden/Walcil 
Presiden; 

b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk 
kepentingan Negara rneliputi intelijen, 
perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan 
Wak:il Presiden, Man.tan Presiden dan Mantan 
Wak:il Presiden beserta keluarganya serta tamu 
negara setingkat kepala negara/kepala 
pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat 
rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 
(tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut 
ditandatangani; dan 

g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan 
Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan 
Penyedia adalah indeks terendab antara jadwal 
kontrak dan realisasi pekerjaan. 
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Metode Evalua.si Penawaran 
Penetapan Metode Evaluasi Penawaran Pokja Pemilihan 
menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengart 
memperhatikan jenis Barang/Jasa, ruang 
liagkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemihhan 
Penyedia. Metode Evaluasi Penawaran menjadi acuan bags 
Pokja Pemilihaa dalam mengevaluasi dokumen penawaran 
dan bagi Peserta Pemiliban menjadi acuan da]am 
menyusun/menyiapkan doku:men penawaran 

c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan 
satu kesatuan sistem konstruksi clan satu 
kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan 
bangunan yang secara keselu.ruhan tidak dapat. 
direncanakan/diperhitungkan sebelumnya; 

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa t.ainnya yang 
hanya dapat disediakan oleh I (satu) Pelaku 
Usaha yang mampu; 

e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang 
meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta 
pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada 
petani daJam rangka menjamin ketersediaan 
benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk 
pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; 

r. pekerjaan prasarana, sarana, clan utilitas umum 
di lingkungan perumahan bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah yang diJaksanakan oleh 
pengembang yang bersangkutan; 

g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
spesifik dan hanya clapat d.ilaksanakan oleh 
pemegang ha.k paten, atau pihak yang telah 
menclapat izin darl pemegang hak paten, atau 
pihak yang menjadi pemenang tender untuk 
mendapatkan iztn dari pemerintah; atau 

h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
setelah dilakukan Tender ulang mengalami 
kegagalan. 

6). Tender Cepat sebagairnaaa dimaksud pada angka (ll 
huruf d dilaksanakan dalam .hal: 
a. spesi!ikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat 

ditentukan secara rinci; dan 
b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Slstem 

lnformasi Kinerja Penyedia. 
7). Tender sebagairnaaa dimaksud pads aagka 1 ). huruf e 

dilaksanakan dalam. hal tidak dapat menggunakan 
metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud 
pada angka 1). huruI a sampai dengan hnruf d. 



Metode evaluasi penawaran Pcnyedia Barang/Pckerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: 
a. Sistem_ Nilai 

Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya barga penawarannya dipengarubi oleb 
kualltas teknis, sehingga penetapan pemenang 
berdasarkan kombinasi perhitungan penilaian teknis 
dan barga. 
Evaluasi penawaran dilakukan dengan memberikan 
bobot penilaian terhadap teknis dan barga. Besaran 
bobot harga antara 30% [tiga puluh persen) sarnpai 
dengan 4-0% (empat puluh persen), sedangkan 
besaran bobot teknis antara 60% (eoam puluh persen) 
sampai dengan 70% (tujub puluh persen). Evaluasi 
administrasi menggunakan sistem gugur (pass and 
fail). Penilaian teknis dilakukan dengan mernberikan 
bobot terhadap masing-masiog unsur peniJaian 
dengan nilai masing-masing unsur dan/ata.u nilai 
total keseluruhan unsur rnemenuhi ambang batas 
minimal. Nilai angka/bobot ditet.apkan dalam kriteria 
evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen Tender. 
Unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat 
kuantltati! atau yang dapat clikuantifikasikan. 
Penilaian penawaran. harga dengan cara memberikan 
nilai tertinggi kepada penawar terendab. Nilai 
penawaran Peserta yang lain dihitung dengan 
rnenggunakan. perbandingan barga peoawarannya 
dengan harga penawaran rerendah. 

b. PenfJalan Biaya Selama Umur Ekonomis 
Metode evaluasi Penilaian Biaya Selarna Umur 
Ekonomis digunakan unruk Pengadaan Barang yang 
rnemperhituogkan faktor umur ekonomis, harga, 
biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa 
dalarn jangka waktu operasi terteotu. 
Evaluasi administrasi dan teknis menggunakan sistem 
gugur (pass and fail). 
Evaluasi harga dilakukan dengan memperhitungkan 
total bl.aya perolehan (total cost of ownership) selama 
jangka waktu operasi/umur ekooomis yang 
dikonversikan ke dalarn harga sekarang (present 
value). 
Penentuan Pemenang berdasarkan nilai Biaya Selama 
Umur Ekonomis yang terendab. 
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Metode PenyampaJan Dokumen Penawaran 
l). Metode penyampaian dokumen penawaran dalam 

pemiliban Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: 
a. I [satu] file; 
b. 2 (dua) file; atau 
c. 2 (dua) tahap. 

2). Metode satu file digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
menggunakan metode evaluasi Harga Terendah. 

3). Metode dua file digunakan unruk Pengadaan 
BarangfPekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu. 

4). Metode dua ta.hap digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan 

dengan pasti; 
b. mempunyai beberapa altematif penggunaan 

sistem dan desain penerapan teknologi yang 
berbeda; 

c. dimungkinkan perubahan spesi.fikasi teknis 
berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang 
diajukan; dan/atau 

d. membutuhkan penyetaraan teknis, 

c. Huga Terendah 
Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dalam haJ barga menjadi dasar penetapan 
pemenang di antara penawaran yang memenuhi 
persyaratan teknis. Pada sistem Harga Terendah, 
penetapan pemenang dilakukan terhadap Peserta 
Tender yang memenuhi persyaratan adrninistrasi, 
teknis dan penawaran harga terendah. Evaluasi 
administrasi menggunakan sistem gugur (pass and 
fail). Evaluasi teknis menggunakan sistem gugur {pass 
and fail) atau sistem gugur dengan ambang batas. 
Sistem barga terendah dapat digunakan untuk 
Pengadaan Barang/Jasa di mana: 
1). Spesiftkasi/ KAK jelas dan standar; 
2). Persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan 
3). Rarga/biaya adalah kriteria evaluasi utama 
Metode evaluasi Harga Terendah digunakan misalnya 
untuk barang/jasa standar seperti peralatan kantor, 
peralatan komunikasi, bahan kimia, mesin sederhana 
atau bahan baku. 
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Metod.e PemllJhan 
1). Metode Pemilihan penyedia jasa konsultansi terdiri 

atas: 
a Seleksi; 
b. Pengadaan Langsung: dan 
c. Penunju.kan Langsung. 

2). Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka l). huruf a 
dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling 
sedikit di atas Rpl00.000.000,00 (serarus juta 
rupiah). 

3). Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada 
angka 1). huruf b dilaksanakan untuk Jasa 
Konsu1tansi yang bernilai sampai dengan paling 
ban yak Rpl 00.000.000.00 (seratus juta rupiah). 

4). Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada 
angka l). huruf c dilaksanakan untuk Jasa 
Konsultansi dalam keadaan tertenru. 

5). Kriteria Jasa Konsultansi dala.m keadaan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada angka 4). meliputi: 
a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan 

oleh l (satuJ Pelaku Usaha yang mampu; 
b. Jasa Konsu1tansi yang hanya dapat dilakukan 

oleh l (satu) pemegang hak cipta yang telah 
terdaftar atau pihak yang telah mendapat iz1n 
pemegang hak cipta; 

c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputl 
konsultan hukum/advokasi arau pengadaan 
arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, 
untuk menghadapi gugat.an dan/atau tuntutan 
hukum dari pihak tertentu, yang sifar 
pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya 
harus segera dan tirlak dapat ditunda; atau 

d, Perrnintaan berulang (repeat order) untuk 
Penyedia Jasa Konsultansi yang sama. 

6). Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk 
Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud 
pada angka 5). huruf d. diberikan batasan paling 
banyak 2 (dua) kalL 

j. Pemllihan Penyedla Jasa konsultansi 

Penyedia Jasa 
Metode Evaluasl Penawaran 
1). Metode evaluasi penawaran 

Konsultansi dilakukan dengan: 
a. Kualitas dan Biaya; 
b. Kualitas; 
c. Pagu Anggaran; atau 
d. Biaya Terendah. 



k. Kualifikasi 
1). Kualifikasi merupakan evaJuasi kompetensi, 

kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan 
sebagai Penyedia, 

2). Kuallfikasi dilakukan dengan pascakuali.fikasi atau 
prakualifikasi. 

3). Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan 
pemllihan sebagai berikut: 
a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya unruk Pengadaan yang bersifat tidak 
kompleks; atau 

b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan. 
4). Kuali.fikasi pada pascakuali.fikasi sebagaimana 

dimaksud pada angka 3). dilakukan bersamaan 
dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan 
menggunakan metode sistem gugur, 

5). Prakuali.fikasi dilaksanakan pada pelaksanaan 
pemilihan sebagai berikut: 
a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat 
kompleks: 

Metode Penyampaian dokumen penawaran 
1). Metode penyampaian dokumen penawaran pada 

pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melaJui 
Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung 
menggunakan metode satu rue. 

2). Metode pen.yampaian dokumen penawaran pada 
pemiliban Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi 
menggunakan metode dua file. 

2). Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan unruk 
pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis lenaga 
ahli, clan waktu penyelesaian pekerjaan dapat 
diuraikan dengan pasti dalam KAK. 

31. Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan 
yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan 
waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan 
dengan pasti dalam KAK a.tau untuk pekerjaan 
Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan, 

4). Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan 
untuk ruang l:ingkup pekerjaan sederhana yang dapat 
diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran 
tidak boleb melebihi Pagu Anggaran. 

5). Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan 
untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang 
praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah 
ma pan. 

54 



a. ao SI 
Taha""" Waktu 

a. p<!ngumuman prakualilikasi poling kurang 7 (rujuh\ hari 
kerin 

b. pendaliaran <lru, sampal deng,u, I [satu] hari 
pengunduhnn Dokumen ke,ja sebelum bo.tru, o.khlr 
l\unlifikasi pe.nynmpailln dokumen 

penawaran 

e, pemberian pe.njctlasan [apabiln pellng eepat 3 (tiga) hw:i la,rja 
dlp,,rlukanl sejok tungpl pengumuman 

prakuulifiknsi 

11. Pemillhan dengan Prakuallfikasi 
Tab kualifika . 

I. Jadwal Pemilihan 
-Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan 
berdasar.kan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja 
Pemilihan dao peserta pemilihan sesuai dengan 
kompleksitas pekerjaao. 

b. Seleksl JasaKoosultansi Badan Usaha; atau 
c. Penunjukan Langsung Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstru.ksi/Jasa Konsultansi 
Sadan Usaba/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa 
La.inn ya. 

6). Kual.ifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud 
pada angka 5). dilakukan sebelum pemasukan 
penawaran dengan menggunakan metode: 
a sistem gugur uotuk Penyedia Barang/Pekerjaan 

Koostruksi/Jasa Lainnya; at.au 
b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk 

Penyedia Jasa Konsultansi.. 
7). Hasil prakualifikasi menghasilkan: 

a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya; atau 

b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi. 
8). Dalam ha! Pelaku Usaha telab terkualifikasi dalam 

Sistem. lnformasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan 
pembuktian kualifikasi. 

9). Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan 
kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif. 

10). Peagadaan Barang/Jasa yang bersifat kom.pleks 
sebagairnana dimaksud pada angka 5) . .huruf a adalab 
pengadaan Barang/Pekerjaan Koostruksi/Jasa 
Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, rnemerlukan 
teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang 
didesain khusus, dan/atau su.lit mendefinisikan 
secara tekrus bagairnana cara memenuhi kebutuhan 
dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa. 
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(dual tahap 
Tahapo.u Wutu 

a. Llndnngan Tonder I (sotu) hari kcrja sctc:b)h 
sdcsal masa ,ianggnh 
kualillknsl jJka tldak ada 
sanggah etau I (S(ttu) hart kerjR 
seteleh semua =n=ah diiawnb b. pendaJ'tnran dan sampai dcngan 1 (saw) her, 

pcngunduhnn Dokumcn kerja sebelum batas llkhiT 
Pt:nynmpnlnn Dolrumcn 
Penawaran 

e. pcmbcrlM penjc1'isnn paling cepar 3 [tlgal hw, kc,ja 
-.lak urulanoan Tender d. pcnynmptlinn Doku:mcn dlsesualkan dmg;m kebu <uhnn 

Penawarnn admirustrasi dan 
tc:lmis ltahap I) 

e, pembukaan Dokumen l [saru] hari kcrjn serelah. masa 
Penawnrnn ndmlnistrasl dan pcnymnpaian Dokum.<n 
u,knia Pen awn.ran ru1minlstras! dno 

tekniu [tahan 11 bornkhir r. evaluasi administr:asi disesuaikan dcngan lrebu tuhan, 

g. evaluasi tc.knjs dan negosiasf disesua.ikan dcngan kcbutulnm 
tolmis bagi yang lulus emhwsi 
tokms 

b. peegumuman peserta ynng I [satuJ brui kerja seteleh 
Iulus eva.lunsl ad.rrunwtraal evaluasi pcnnwaran 
dun tcknis (tahnp I) 

; pcnyampaian Dokumm, dlsuuru.1<an dcngan kebutuhan 
Penawaran telmis (rcvisil dan 
harga [tah"J' ill 

j pembukaan Dokumcn scrclah mnsa pcnynmpaian 
Pcnawaran (rahap JJ) Dokumcn Penawnroo tahup n 

1,cnlkhir 
k. Evalun..sl Dnkumnn Pcnawaran D~aikan dcagnn kebuuihan 

H=o 
I. Penetapan dan pengumuma-n 1 [saur] hurl kerjn seu.'!lnh 

rvom.enanR c:val.uasi 
m. Mwia sanggab Sc1ama s (Jim.al hwi kc:rja 

seutlah pcngumuman 
pemennng dan jawaban 
sanggab paling lambat 3 ftign) 
hari ke,je setelah u.khir mnsa 
san """-,, 

b. Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 

d. penyampruan Dokumcn sampal dcngan paling kunmg 3 
Kualifikas, ltigaj hari .kerjn sclelah 

bornkhimyn pcoayangnn 
oumno prakun]Jfiknsi 

e. evaluasi KuaHlllmsi discsuliikan denzan kebutuhuo 
t. ocmbuktfnn. knollfilmsi dlscswukru,_ dcn2an.kebutuhnn 
g. penerapan drui pengumuman 1 [saru) hari kerjo srtclah 

hasil kualifika.sa oembuktian kunlilikasi h. = sanggah kualifiknsi dolam waktu S (limn) hari kcrjn 
setetah pcngumuman hasil 
ku•lililrasi jawaban sanggnh 
paling lwnblU 3 (Li&ul luui 
setelah Hkhlr masa sangg-Jh 
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Scfnma 5 (limaJ lulri kcrjn 
setelah jnwnbnn sanggah dun 
jmv,wan sanggah banding 
paling tambm 14 {empRl bclas) 
harl kerja setelah mcnerimo 
klnri6kosi Jaminan sanggah 
banclin• 

m. Masa sanggah banding (untuk 
pokcrjrum konsruks!) 

Sc)loma 5 Oima) bari kerja 
setelnh peugumumun 
pomcnnng dan j8Waban 
sanggah paling lamhal 3 (tignl 
hnri kerja setelah nkhlr masa =·-·'- 

L Mnsa &anggah 

1 (saw) hwi kerja set"1nh 
eveluusi 

k, Penetapan dan pengumumnn 
nemcnanz 

Disesuaikan d·-- kcbutuhan 

I (satu) hwi kerja seldRh 
pengumuman J)Csert:a yang 
lulua evaluasa oclministraSi dan 
l<!knis 

Pembukaan dokumen 
penawnran (file 11) bagi vang 
lulus evaluasi reknis 

b. pcngumumnn pesertn yang J (satu) harl kc,jn se1<1lah 
luJus evaluas:i ad.mini.stras:i f!'Vruunsi pcnawtU'f\D 
dan teknis 1m~ II 

g. evaluasl tdmls bagi yang lulus clisesunlkan dengan keburuban 
eceluesl ndmlnistrasi 

cvalu.osi ndministra.si r. 

setclnh masa pcnyampo.ann 
Ookumen PenaWl'ITan berakhlr 

pembukaan Dokumea 
Pennwnrnn ruLminlsrrasi dnn 
tekniB rme 11 

e, 

disesuniknn <lengnn kebutnhan 1>anymnpaiJu, Dol<umen 
Pcnnwnmn 

d. 
paling eepar 3 (tlga) hnri kerja 
seiak t unden --- -- Tctl.W!r 

pcmberia,, pcnjelamn e, 

srunpnl dongan l (=) hurl 
kcrjn 9eb<,[um batas akhlr 
Penynmpainn Uakumcn 
Pmiawantn 

pondnltaran dan 
pengunduhnn Dokumcn 

b. 

I (oatu) luui kcrja setclah 
selcsai masa aangah 
lrualifilcnsi jika tidnk nda 
&anggah atau I [saru] han kerjo. 
2telah S<mJuasan-h dlfBWilb 

Undaagnn Tender a. 

disesuaikan dengan kcbl.ltuhaa 

c) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 
(dual file 

Selnmn 5 (Jlma) hrui ke,jn 
setelah jnwaban sru,eg;,.t, clan 
jnwnb,u, sanggah banding 
paling lambat 14 [empat belas] 
hnri kerjn ser;:lah menerima 
klwifiknsl jrualnan sanlJ8nh 
bnadin- 

Masa snnggnh banding (untuk 
pekerjRM konstruksi) 



Taha1111J1 Waktu 
a, PcngumumanTender Paling k:unmg 5 (lima) hnri 

~-..:a. 
b. pc,ndaftaran dan srunpai dongan 1 (satu) barl 

pcngunduhnn Ookumen kcrja sebelum batas akhir 
Penvamnafan Ookumen 

b) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 
pascakualifikasi l (satuJ file 

Tahanan Wutu a. PengumumanTender Paling kurnng s Oimat hari 
k__.a 

b. pendaftaran dan sampal dengan 1 (satuJ ban 
pcngunduhan Dokumon kerja sebelum bat.a• akh!r 

Pcnynmpuinn Dokwnen 
Pcnawnran 

e. pcm berian p=j•lasan palfug eepat 3 (tigaJ hari kerja 
sejal< truiggal pcngumuman 
Tonder 

d. penyampalan Uokumcn disesuaikan dcngM kebunilum 
Pcnawaran dan paling kurnng 3 (tlgnl bnri 

kerja setelnh Bcrim Acan, Elasil 
Pcmberian Penietasaa c. pc:mbukann Dokumen SC!e]ah mnsa penyampaian 

Penawaran pt!D.RWBrnn, Dokwnen Pcnowarnn bernkhir 
DdminJ.stras! den dokumenh 
kualiJikasj 'file JI 

r. evnluasf administm.si dan ciis-,=nlkan tlenga,:, kcbutuhnn 
kuulffikasa 

s """1ull:il tdcn!s bagi ym,g lulus dJsesuail<an dongan kebutuhan 
evaluasl teknls adminlsrzu 

h. pengumuman peeerta yang 1 (SIIIU) barl kerja setelah 
lulus cvaluasi admmistrasi evaluasi penewnran 
dan tcknis (file lJ 

r Pcm buknru:t dolrum.-n l [satu] bari kmja seielah 
pe.nawaran (file Tl) bagf ynng pcmgumuman pcserm y,tng 
luJus cmluasr tckni.s luJus c.-illuasi odmfrtistmsi dan 

tclmia 
I Evalua.si "'2- Dlsesuallam densran kebutuhan 
k. Pembuktian k11eUfikasi kepada Olsesunikan dengan kebutuhan 

calon ncmcnnn• 
I. Penetapan dan pcngumumlUl l (sru:u) hnri kelja setclllb 

--onanw Jdarlfllcam kualifikasi 
m. Masa sanggah Sclama 5 (limaJ bm Rlja 

sctelnh pcngumuman 
pemenang dll.O jawaban 
saoggab paling lambat 3 (tign) 
hnri kerja setelah akhlr masa 
san••d•h 

n. Masn .sanggah banding junh,k Sclruna 5 (lima) Jwrj lce,jn 
pekerjaan konsrukSI) serelah jawnban sanggah don 

jawnbru, """8&W1 bunding 
paling lamhnt 14 (empat b•lasJ 
hnri k<trja seteteh me:aerima 
klnriCikasi jaminan """88ah 
bandin•. 

2). Pemillhan dengan paacakuallfikaal 
a) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 

pascakualifikasi 2 (dua) file 
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a. ao I asi 
Tahanu Waktu 

8,. pengwnwnnn pmk11nHfikosi paling lrurnng 7 (tujuh) hari 
k-""'a 

b. pendnftaran dan stunpai dcngnn I [satu] hari 
pengunduh:m Dolrumen kerja sebelum baras nkhir 
KualJfilmm pc:nyampaian dolrumcn 

penawamn 

41, Selekal Jaaa Konsultansi Badan Usaha 
Tah Prakualifik 

Taha nu Wlllrtu 
B, Undr .............. Tender . 
b. penynmpaian Dolntmcn Paling lama 3 (tig'l) bari kerja 

Pennwnran scr.c:lab undanean tender. 
c. Pcm.bukaan dolru.mon setetah, .masa pcnynmpaian 

ncnawamn Ookumen Pcnawanm berakmr 
d. Pen gum.um.an hruu1 s.,,c1a1, -pc,mbulaum dokumcn 

pcm.bukoan dokumen penawaran 
ncn.awamn 

e, IOarifilrasi lrualllik,u;; kepada disesualknn dcngan keburuhan 
calou 

r. Penetapan pemenang don I fsaru) rum kerja setelah 
pengumuman klerifikasl ku nJ.ifi.ka.sl 

3}. Tender Cepat 

Penawaran 
e, ·pcmberian penjela.san paling eepm 3 {ti&A) harl kcrja 

SCljnk tanggaJ pengumumen 
Tender 

d. pcnyampalen Dokumen discsuaiknn dengA.n kebutuhan 
Penawaran den paling kurang 3 (tiga) hrui 

kerja sctelah Boriw Ac:nm H""'1 
Pernberian Penielasan 

C, pembukaan Dokumen setclah mnso pcnynmpJl.ian 
Pcnn.wa.ran penawaran Dokumon Penawaren bemkhlr 

t. evnluasi administrasi, tcknls, discsuaikan dongan kebutuhan 
bar= dan kualifikasi 

8· Pcmbuktia.n kunliliknsi kcpada Disesuaikan dengru, kohutuhrul 
ealen --cnann 

h. Penetapan Jan pmgumuman l (satu) hm:f kcrja setetah 
nemenana klarifikas:i kualifikn si 

i. Masa m,nggah Selnmn 5 (Umnl hllri kc,ja 
setelah pongumumnn 
pemennng don jawnbnn. 
sanggah paling lmnhat 3 (tignj 
ltnri kcrju setelah akhir masa san--L 

J. Mesa sanggah banding (untuk Selmna s Oimal hurl kerjn 
pt'kerjnnn kcnsru.ksi) serelah jnwnban 88rtggllh dan 

jawfl.ban .sanggah bandlng 
paling lambm 14 (cmpat belas] 
han kerje ..,..,Jab me:nerima 
klerilikam jamimm sanggab 
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Tahaaan Waktu 
a. Undang,v, Scleksi l lsaru] luui kcrja setelah 

selesai mnsa sanggnh 
kuaJJfiJmsi jika Lidnk ruin 
,;ru,ggnh arau I (satu) haJi kcuja 
setetah semua 88D••nh ,rnawab b. pen.daftaran dnn sampai dengan l [sam) hrui 

pcngunduban Dokumcn kcrja sebclum batas nkbir 
Pcnynmpalan Dokumcn 
Pen.n\\"tl.rtln. 

c, pemberian penjelnsan paling cepat, 3 (tiga} hnrf l<crja 
sclak tnntt-• undanann ,iclclcsi 

d. penyampawi Dekumen disesuailam dengan lccl>utuhan 
Pcnnwaran 

e. pembukaan Dokumm setclah. ma.sa penyampaian 
Penawnmn rulmlni$trasi dnn Dekumcn Penawaran berakhi.r tcknis ,..,_ 11 

r. evalua.sl adnunlstmsi dlsesuuikan dengru, kbbutnhan 

g;. evaluasi tckni• b98i yang tutus disesuaikan dcngnn kcbutuban 
evuluasl administmsl 

b. Pengumurnan pedngkat tcknis l [satu] bari kcrjo serelah 
ovnluasi penawaran 

i Mnsa sanggnh Sclnma 5 (limn) hnri lu:rja 
seretah pcngumuman 
pcmcnang dan jawabnn 
sanggnh paling lrunbot 3 (tiga) 
barl kcrja serelah akhir masa 
sw,--h 

J pembuknan Dokumcn Scte4Jah llUi&l sanggeh 
Penawaran bia,ya (fie 11) bagi bcrakblr atau sanggah telah 
yang lulus evalunsl teknis dljawab 

k. Evalwusi dan ncgcsiasi teknis Disesuailmn dengan kebutubnn 
den biava 

I. Penetapan dan pcngumuman I (5atu) harl kerja setelah 
....,..'",..nann evaluasi 

b. Tahap Pemilihan dengan metode evaluasi 
kualitas 

e, pembcrian pcnjctlasan (apabillt paling ccpat 3 (tign) hari kcryn 
chpcrlukanJ sejnk 1anggal pengumumun 

prakunlifikosi 

d. pcnynmpltiRn Dolrumcn paling kurang 3 (tign) hari korja 
Kualifikasi serelah berakhirnya 

penayru,gnn pcngumuman 
orakualiflkasi e. evaluasi Kuallfikrud discswu1can denzan kebutuha» 

L ocnnbuktian kuaHfikasi discsuniknn denaan kcbutulum 
s- penerapan dnn pcngumuman I (satu) hnri kerjn sctclnh 

hruoil k u nli l1kasJ nembuktian kualifikasi b. mesa sanggnh kualilika.si 5 [lima] hurl kcrja ..,relob 
p<,ngumuman hWA1 konlifiknsi 
{i8Wtlban sru:iggnb paling lambat 
J (t4iz,) ban sctclah akhir mftS8 
aanwih) 
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Taha1>an Walrtu 
a, Pcngumuman Sclcksl Paling kurang 5 (limu) hnn 

kcria 
b. pendaftaran dan """1pal dcng.,n l (sntu) hiui 

pcnguodubnn Ookumcn kerja sebelum batas akhir 
Pcnyamprunn Dokumcn 
PMawaran 

c. pemlierian pc,njclasan paling cepai J lti&a) hart kcrje 
scjl\k langgnl pengumuman 
Tender 

d. penymupaian Dolromen di....,..u1U1"'n do.ngan kcburuhnn 
Penewarun 

e, pembulaum Dokumcn setelah masa pcnyampalan 
Penawaran pcnawnrnn, Dokutnen Penewaran berakhir 
Hdnunistrasi dan teknis lliJe ll 
dan kualifikasi 

6). Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan 

. 
Taha-pan Walttu 

B. Undangan Sc,lekll! 1 (saw) harl kerja SC le lab 
se.Jcsai masa sanggnh 
kualliilmsi jika tidek ndn 
sangab atau l (11atu) harl kerjn 
sereleh semua sano.,Ah dlinwab b. pendafiaran den sampaJ dengan l (oatu) hnr! 

pengunduban Dolrumcn k"')a sebelum bat.as akhir 
Penyampaian. Dokumcn 
PcnlJWlll'8D c. pemberian pcnjelnsnn pnllng ccpal 3 (tign) hari kerja. 
seiak tanzzal undnnomn Scleksi 

d. pc.nyrunpainn Dokumon discb,mik.on dengnn kcbutuhnn 
Pc:nnwnran 

e. pembukaan Dokumcn 2te1Jlh mesa peny,unpainn 
Pcnawnrnn administrnsi dan Dekumen Pennwnrnr, bc,rakhlr 
teknis !file n 

r. cvaluasi adminf,;trnsi disesualkan dcngan kcbutuhan 

8· evaluasi tcknls bagl yung lulus dlsesualk= deng;m kcbutuhan 
evaluasi administras! 

b. pengumuman h6lit1 evaluasi 1 {satu) bari kctj• setelnh 
rulministrasi dnn tckni&j uvaJUBS1 pcnnwnmn 

I Pcmbukrum dokumen l ($11.lu) had kcrja serelah 
penewnran (file 11) bagi yang pen.gum,J men peserta yang 
lulus craluasi tekrus lulus evaluasi administrasi dnn 

tcknis 
I Evaluaa baron 01.scsualkan denean kehu tu hon 
k. Penetapen d,:u, pengu.m UlDlUl 1 fsaruJ bnri kerj .. "'""Jnb IVl1'nCn:mta evaJuasi 
L Masa sanggah Sclnma 5 flimnl harl kerja 

setelah pengumumnn 
pcmcnru,g dan jawabnn 
sanggnh paling lnmlml 3 (tign) 
hnri kerja setelah akhir mnsa .~ 

m. N...,osiasl teknis dan blli\'a Sctclah masa san•onh bemkbir 

dengan metode evaluasi 
pagu anggaran dan biaya 

Tahap Pemilihan 
kualitas dan biaya, 
terendah 
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l. Pelaksanaan 
a. Pelaksanaan Swakelola tlpe I dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
I). PA/KPA dapat rnenggunakan pegawal Perangkat Daerah 

lain dan/atau tenaga ahli; 
2). Penggunaan tenaga abli tidak boleh melebihi 50% (lima 

puluh persenJ dari jumlah Tim Pelaksana; dan 
3). Dalam haJ dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui 

Penyedia, dilaksanakan sesuai ketenruan dalam Peraturan 
Presiden ini, 

b. Pelaksanaan Swakelola tipe U dilakukan dengan ketenruan 
sebagai berikut: 
1). PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan 

Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan 
2). PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim 

Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja 
sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) 

c. Pelaksanaan Swakelola tipe ill dilakukan berdasarkan Kontrak 
PPK dengan pimpinan Ormas. 

d. Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak 
PPK dengan pimpinan Ke1ompok Masyarakat. 

e. Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud 
pada huruf b., tipe m sebagaimana dimaksud pada huruf c., 
dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada huruf d. nilai 
pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk 
kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia. 

V. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA 

f. evnluasi rulmlnlstrasi dru, disesuaikan dengan .keburuhan 
kutllilllc:rua 

g. evaluasi tckrus bngi ynng lulus discsum1<an dcngan .kobutuhan 
cvaluRSi ar:lminlm:rul 

h. Pemhuktian 1runlilikasi disesuaiknn dengan keburuhan 

I Pengwnuman basil evnluasi 1 (sutu) lurri kerja setelah 
administrasi dn.n tekms evaJuasi pcnawnrnn 

j Masu sanggah Sclamn 5 (limn) htln korja 
sctelah pengumuman 
pemenang dan jawaban 
sanggab paling lambat 3 [tigaJ 
heri kcrrJa setelah akhir masa 

k. Pembukaan dokumcn l (saLu) bari kerja sctclah masa, 
pennwaran (file_ IT) bngi YRll& sansgnh 
lulus cvaluasi tcknis 

I. Evalu,uci dan negosiasi 1eknls dl,;esuailam dengan kebutuhnn 
dan blat-a 

m. Penetapan pcngumuman l (satu) had kerja se1clah 
DCDlenMR evaluasi 
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1 . Pelaksanaan Pemillhan Penyedia 
a. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: 

1). Pelaksanaan Kualifikasi; 
2). Pengurnurnan dan/atau Undangan; 
3). Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; 
4). Pernberian Penjelasan; 
5). Penyampaian Dokumen Peoawaran; 
6). Evaluasi Dokumen Penawaran; 
7). Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan 
8). Sanggah. 

b. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a. untuk 
pelaksanaan pemiliban Pekerjaan Konstruksi clit:ambabkan 
tahapan Sanggab Banding. 

c. Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada buruf a. 
untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifi.kasi dan 
negosiasi terbadap penawaran teknis dan biaya setelah masa 
sanggah selesai. 

d. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan 
scbagai beriku t: 
I). peserta telah terkuallfikasi dalam Sistem lnformasi Kinerja 

Penyedia; 
2). peserta banya memasukan penawaran harga; 
3). evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan 
4). penetapan pemenang berdasarkan barga penawaran 

terendah. 
e. Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa 

yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau 
strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau 
kepala daerah. 

f. Pelaksanaan Penunjukan L.angsung dilakukan dengan 
mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan 
disertai negosiasi teknis maupun harga, 

g. Pelaksanaan Pengadaan L.angsung dilakukan sebagai berikut: 

W. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA 

3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban 
a. Tim Pelaksana rnelaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelofa 

clan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala, 
b. Tim Pelaksana menyerabkan hasil pekerjaan Swakelola kepada 

PPK dengan Berita Acara Serah Terima. 
c. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara 

berkala, 

2. Pembayaran Swakelola 
Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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2. Tender/Seleksi Gagal 
a. Prakualifikasi gagaJ dalarn ha!: 

I). setelab pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta 
yang menyampaikan dokumen knalifikasi: atau 

2). jumlab peserta yang lulus prakual.ifikasi kurang dari 3 
( tiga) peserta. 

b. Tender/Seleksi gaga.I dalam hal: 
l). terdapat kesalahan dalarn proses evaluasi; 
2). tidak ada pese:rta yang menyampaikan dokumen 

penawaran setelab ada pemberian waktu -perpanjangan; 
3). tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; 
4). clitemukan kesalaban dalam Dokumen Pemiliban atau 

'tidak sesuai dengan ketenruan daJam Peraruran Presiden 
ini· , 

5). seluruh, peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(KKN); 

6]. seluruh.peserta terllbat persaingan usaha tidak sebat; 
7). seluruh penawaran barga Tender Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS; 
8). negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau 
9). KKN melibatkan Pokja Pemiliban/PPK. 

c. Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan 
Tender /Seleksi gaga] sebagaimana dimaksud pada huruf 
b.angka 1 sampai deogan angka 9 dinyatakan oleh Pokja 
Pemilihan. 

d. Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf 
bangka 9 dinyatakan oleh PA/KPA. 

e. Tindak lanjut dari prakualifikasi gaga! sebagaimana dimaksud 
pada huruf a., Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi 
ulang dengan ketentuan: 

1). pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk 
Pengadaan Barang/Jasa Laiooya yang menggunakan buktl 
pembelian atau kuitansi; atau 

2). pennintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi 
serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha 
untuk Pengadaan Langsung yang rnenggunakan SPK. 

h. Pemilihan dapat segera clilaksanakan setelab RUP diumumkan. 
I, Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani 

pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelab: 
a. penetapan Pagu Anggaran K/ L; atau 
b. perserujuan RKA Perangkat Daerah sesuai deogan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
j. Pelaksaoaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf i. 

dilakukan setelab RUP diumumkan terlebih dabulu rnelalui 
aplikaai SIRUP. 

k. Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran 
barga secara berulang (E-reverse Auction). 

64 



3. Pelaksanaan Kontrak 
a. Pelaksanaan Kontrak terdiri atas: 

1). Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 
(SPPBJ); 

2). Penandatanganan Kontrak; 
3). Pemberian uang muka; 
4). Pembayaran prestasi pekerja.an; 
5). Perubahan Kontrak; 
6). Penyesuaian harga; 
7). Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Konttak; 
8). Pemutusan Kontrak; 
9). Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau 
10). Penanganan Keadaan Kahar. 

b. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau 
menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum 
tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia angga.ran 
belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas 
anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai 
APBN/APBD. 

1). setelah prakualifikasi ulang jnmJah peserta yang lulus 2 
(dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau 

2). setelab prakualifikasi ulang jurnlah peserta yang luJus l 
(satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan 
Langsung. 

f. Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagairoana dimaksud 
pada huruf b. Pokja Pemiliban segera roelakukan: 
1). evaluasi penawaran uJang; 
2). penyampaian penawaran uJang; atau 
3). Tender/Seleksi ulang. 

g. Evaluasi penawaran uJang sebagalmana di:mak:sud pada huruf 
f.Angka 1), dilakukan dalam hal ctitemukan kesalahan evaluasi 
penawaran. 

h. Penyampaian penawaran uJang sebagairoana dlrnaksud pada 
huruf r angka 2). dilakukan untuk Tender/Seleksi gagaJ 
sebagaimana dimaksud pada huruf b). angka 4). dan angka 8. 

L Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf 
f.Angka 3. dflakukan untuk Tender/Seleksi gaga) sebagaimana 
dimaksud pada huruf b.angka 2, angka 3, angka 5, angka 
6,angka 7, dan angka 8 

j. Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada 
huruf 1 gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA 
melakukan Penunjukan l.angsung dengan kriteria: 
a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 
b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi. 
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5. Perubahan Kontrak 
a. Dalam bal terdapat perbedaan antara kondisi lapanga.n pada 

saat pelaksanaan denga.n gambar dan/atau spesifikasl 
teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK 
bersama Penyeclia dapat mela.kukan perubahan kontrak, yang 
meliputi: 
a. menambah atau me.ngurangi volume yang tercantum 

dalam Kon trak; 
b. menambah dan/atau mengurangijenis kegiatan; 
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisl 

lapangan; dan/atau 
d. mengubabjadwal pelaksanaan. 

b. Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada 
huruf a mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan 
kontrak dilaksanakan dengan ketenruan penambahan nilai 
kontrak akbir tidak melebihi 10% (sepulub persen) dari harga 
yang tercantum dalam Kontrak awal, 

4. Pembayaran Prestasi Pekerjaan 
a. Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia 

setelah dikurangi angsuran pengembalian uang rnuka, retensi, 
clan denda. 

b. Retensi sebagaimana dimaksud pada huruf a. sebesar 5% (lima 
persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan 
Konstruksl atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Laiooya yang 
membutubkan rnasa pemeliharaan. 

c. Dalarn hal Penyedia menyerahkan. sebagian pekerjaan kepada 
subkontraktor, permintaan pembayaran ha.rus dilengkapi bukti 
pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi 
pekerjaannya. 

d. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: 
1). pembayaran bulanan; 
2). pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian 

pekerjaan/termin; atau 
3). pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian 

pekerjaan. 
e. Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk 

Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan 
pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, 
setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran 
yang akan dilak:u.kan. 

r. Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan 
yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan 
yang berada di lokasi pekerjaan dan telab dicantumkan da!am 
Kontrak. 

g. Kerenruan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 
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X. PENGADAAN KHUSUS 
1. Pengadaan Barang/Jasa.Dala.m Rangka Penanganan Keadaan Darurat 

a. Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk 
keselamatan/perlindungan masyarakaL atau warga negara Indonesia 

8. Serah Terima Rasil Pekerjaan 
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan 

ketenruan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan 
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima 
barang/jasa. 

b. PPK melakukan pemeriksaaa terhadap barang/jasa. yang 
diserahkan. 

c. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Teri ma. 
d. Selanjutnya PPK rnenyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA. 
e. PA/KPA merninta f'.jPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksa.an 

administratif terhadap barang/jasa yang akan 
diserah terlmakan. 

f. Basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf e 
dituangkan dalam Berita Acara. 

7. Penyelesaian Kon trak 
a. Dalam hal Penyedla gaga! menyelesa.ikan pekerjaa.o sampai 

masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai 
bahwa Penyedia marnpu menyelesaikan pekerjaan, PPK 
memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan 
pekerjaan, 

b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesa.ikan 
pekerjaan sebagaimana ciimaksud pada huruf a, dimuat dalam 
adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu 
penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda 
keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan 
Pelaksanaan. 

c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan 
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat 
melampaui Tahun Anggaran. 

6. Keadaan Kahar 
a. Oala.m hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat 

dihentikan. 
b. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat 

melakukan perubahan kontrak. 
c. Perpanjangan waktu unruk penyelesaian Kontrak disebabkan 

keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran. 
d. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam 

Kontrak. 
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2. Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri 
a. Pengadaan Barang/Jasa yang dllaksanakan di luar negeri 

berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. 
b. Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Presiden sebagaimana 

dimaksud pada huruf a. tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan keterrtuan 
Pengadaan Barang/Jasa di negara setempat. 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Luar Negeri mengacu pada peraturan menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar 
negeri, 

yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang 
pelaksanaannya tidak dapat clitunda den harus d.ilakukan segera. 
b. Keadaan daruratmeliputi: 

1) bencana alam, bencana non-alam, dao/atau bencana 
sosial: 

2) pelaksanaan operas] pencarian dan pertolongan; 
3). kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik; 
4). bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, 

perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, 
dan/atau pemberlakuan kebijakan pemermtah asing yang 
memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan 
ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau 

5). pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang 
terkena bencana. 

c. Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf 
bangka 1 ). d.ilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

d. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf bangka l) 
meliputi .siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke 
pemulihan. 

e. Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, PPK rnenunjuk Penyedia terdekat yang sedang 
melaksanakan Pengadaan Ba.rang/ Jasa sejenis atau Pelaku 
Usaha lain yang dinilai mampu dan mernenuhi kualifikasi 
untuk rnelaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis, 

f. Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan 
penggunaan konstruksi permanen, dalam ha! penyerahan 
pekerjaan permanen maslh dalam kurun waktu keadaan 
darurat. 

g. Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa cliatasl dengan 
konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati 
masa keadaan darurat, 
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4. Penelitian 
a. Penelitian dilakukan oleh: 

l). PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
sebagai penyelenggara penelitian; dan 

2). Pelaksana penelitian. 
b. Peoyelenggara penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a 

angka 1).memiliki kewenangan: 
1 ), menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu 

pada arah pengembangan penelitian nasional; 
2). menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu 

pada rencana straregis penelirian dan/atau untuk 
mendukung perumusan dan penyusu.nan kebijakan 
pembangunan nasional: dan 

3). melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian, 
c. Pelaksana penelitian sebagaimana climaksud pada huruf a 

angka 2). Meliputi: 
I). lndividu/kumpulan individu mellputi Pegawai Aparatur Sipil 

Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara; 
2). Kementelian/ Lembaga/Perangkat Daerah: 
3). Perguruan Tioggi; 
4). Ormas; dan/atau 
5). Sadan Usaha. 

d. Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c. 
clitetapkan berdasarkan basil kornpetisi atau penugasan. 

e. Kompetisi sebagaimana dimaksud pada huruf d. dilaksanakan 
melalui seleksi proposal. penelitian. 

3. Pengecualian 
a Pengecualian atas ketentuan yang mengarur pengadaan 

barang/jasa ini adalah : 
1). Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; 
2). Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan 

tarif yang clipublikasikan secara luas kepada masyarakat; 
3). Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan 

praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau 
4). Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan lainnya. 
b. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur 

tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan tTmum. 
c. Ketentuan lebib lanjul mengenai pengecualian daJam 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana climaksud pada huruf a. 
angka 2, huruf a angka 3, dan huruf aangka 4 diatur dengan 
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Baraqng/Jasa 
Pemerintah Nornor 12 Tahunj 2018 tentang Pedoman 
Pengadaan Bamng/Jasa yang di kecualikan pada Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah. 

69 



5. Tender/Seleksi lnternasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau 
Hibah Luar Negeri 
a. Tender/ Seleksi ln ternasional dapat dilaksanakan un tuk: 

I). Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling 
sedikit di atas Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun 
rupiah); 

2). Pengadaan Barang/Jasa Laionya dengan nilai paling 
sedikit di atas RpS0.000.000.000,00 (lima puluh rniliar 
rupiah); 

3). Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di 
atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); 
atau 

4). Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga 
Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing. 

b. Tender/Seleksi lntemasional dilaksanakan untuk nilai kurang 
dad batasan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Angka 1). 
Angka 2). dan angka 3). dalam hal tidak. ada Pelaku Usaha 
dalam negeri yang mampu dan mernenuhi persyaratan. (3) 

c. Badan usaha asing yang mengikuti Tender/Seleksi 
lnternasional sebagarmana dimaksud pada huruf a, harus 
melalrukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasiooal 
dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama 
lainnya. 

d, Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi, barus bekerja sarna dengan 
industri dalarn negeri dalam pembuatan suku cadang dan 
pelaksanaan pelaya.nan pu maj ual, 

e. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Konsultansi/Jasa La.innya yang dilaksanakan rnelalui 
Tender/Seleksi lntemasional diumurnkan dalam situs web 

f. Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf d. ditetapkan 
oleh penyelenggara penelitian untuk penelttian yang bersifar 
khusus. 

g. Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau 
fasilitas yang berasal dari 1 [satu] atau lebih dari l (satu) 
penyelenggara penelitian. ( 

h. Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selarna 1 
(satu] Tahun Anggaran atau melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran. 

i. Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara 
bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak penelitian. 

J. Pembayaran sebagairnana dimaksud pacla huruf i, dilakukan 
berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalarn kontrak 
penelitian. 

k. Ketentuan Jebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan 
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. 
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2. Penggunaan Produk Dalam Negeri 
a. Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, 

termasuk rancang bangun dan perel<ayasaan nasionaL 

1. Peran Serta Usaha Kecil 
a. Usaha kecil rerdiri atas Usaha M1.kro dan Usaha Kecil. 
b. Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA memperluas peran 

serta usaha kecil. 
c. Pemaketan dilakukan dengan rnenetapkan sebanyakbanyaknya 

paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, 
persaingan usaha yang sehat, kesatuan sisrem, dan kualitas 
kemampuan teknis. 

d. Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua roiliar lima 
ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha 
kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut 
kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. 

e. Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat 
melakukan kerja saroa usaha dengan usaha kecil dalam bentuk 
kemirraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika 
ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang 
bersangkutan. 

Y. USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN 
BERKELANJUTAN 

Kementerian/ Lerobaga/ Pemerintah Daerah dan situs web 
komunitas Internastonal. 

f. Dokumen Pemilihan melalul Tender/Seleksi fnternasional 
paling sedikit ditulis dalam 2 (dua} bahasa, yaitu Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Lnggris. 

g. Dalam haJ terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap 
Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada buruf f., 
dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan. 

h. Perobayaran Kontrak melalui Tender/Seleksi lntemasional 
dapat menggunakan mata uang rupiah danj'atau sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

i. Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya 
bersumber dari pinjaman luar negeri atau bibah luar negeri 
berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar 
negeri atau perjanjian hibah luar negeri. 

j. Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk .kegiatan yang 
pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat 
dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaroan luar 
negeri (advance procurement). 

k. Dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud pada 
huruf i dapat d.ikonsu ltasikan kepada LKPP. 
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t . Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronlk 
Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara 
elektronik menggunakan sistem informasi yang tercliri atas Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. 

2. Ruang Ungkup SPSE terdiri atas: 
a. Perencanaan Pengadaan; 

Z. PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONJK 

4. Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh: 
a. PA/ KPA dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan 

Barang/ Jasa; 
b. PPK dalam menyusun spesifi.kasi teknis/KAK dan rancangan 

kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan 
c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam 

menyusun Dokumen Pemilihan. 

3. Pengadaan Berkelanjutan 
a. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan 

aspek berkelanjutan. 
b. Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

terdiri atas: 
I). aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa 

sepanjang usia barang/jasa tersebut: 
2). aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan 

kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha 
Iokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan 

3). aspek Hngkungan hidup meliputi pengurangan dampak 
negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, 
kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai 
dengan ketenruan peraturan perundang-undangan. 

b. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana 
dimaksud pada huruf a. dilakukan jika terdapat peserta yang 
menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen 
Dalam Negerl (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan 
(BMP) paling rendah 40% (em-pat puluh persen). 

c. Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada 
huruf b. dilakukan sesuai dengan ketenruan peraturan 
perundang-undangan. 

d. Ketentuan sebagalmana dimaksud pada huruf b. dan huruf c. 
dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAR. dan 
Dokumen Pemilihan. 

e. Pengadaan barang imper dapat dilakukan, dalam hal: 
1). barang tersebut belum dapat dlproduksi di dala:m negeri; 

a tau 
2). volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi 

kebutuhan. 
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AA. SERAH TERIMA PEKERJAAN 
1. Setelab pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan 

ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengaju.kan 
permintaan secara tertulis kepada Pejaba·r Pensndatangan Kontrak 
untuk menyerahkan hasil pekerjaan. 

2. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Peoandatangan Kontrak 
melakukan pemeriksaan terhadap basil pekerjaan yang dapat 
dibantu oleh Konsultan Pengawas atau Tim Teknis. 

3. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian basil pekerjaan 
terhadap criteria/spesiftkasi yang tercantum dalam kontrak. 

4. Apabila dalam pemerlksaan pekerjasn tidak sesuai dengan 
ketentuan yang tercantum dalsm kontrak dan/atau cacat basil 
pekerjaan, Pejbats Penandatsngan Kontrak memerintahkan 
Penyedia untuk memperbaikl dan/atau melengkapi kekurangan 
pekerjaan. 

5. Apabila dalam pemeriksaan basil pekerjaan teJah sesuai dengan 
ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka Pejabat 
Penandatangan Kontrak dan penyedia menandatangani Berita 
Acara Serah Terirna. 

6. Setelah Penandatanganan Berita Acara Serab Terima, Pejabat 
Penandatangan Kontrak menyerahakan barang hasil pekerjaan 
kepada PA/KJ'A. 

7. PA(KPA rnerninta PjPHP/PPHP untuk melakukan perneriksaan 
adrninistrasi terhadap barang/basil pekerjaan yang 
diserah terimakan. 

8. PJPHP / PPHP rnelakukan perneriksaan administrative proses 
pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sarnpai 
dengan serah terima basil pekerjaan, meliputi antara lain : 
a. Dokumen progra.m/penganggaran. 
b. Surat penetapan PPK 

b. Persiapan Pengadaan: 
c. Pemilihan Penyedia; 
d. Pelaksanaan Kontrak; 
e. Serab Terima Pekerjaaa; 
f. Pengelolaan Penyedia; dan 
g. Katalog E.lektronik. 

3. SPSE sebagaimana dimaksud pada angka 2 memiliki interkoaeksi 
dengan sistem infonnasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, 
manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan 
SPSE. 

4. Sistem pendukung SPSE meliputi: 
a. Portal. Pengadaan Nasional; 
b. Pengelolaan Su.mber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; 
c. Pengelolaan advokasi dan penyelesaisa permasalahan hukum; 
d. Pengelolaan peran serta masyarakat; 
e. Pengelolaaa sum.ber dsya pembelajaran: dan 
£. Monitoring den Evaluasi. 
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l . Dalam rangka pengendalian kegiatan khususnya pengadaan 
barang/ jasa dengan sistem, pengadaan lansung diwajlbka.n kepada 
semua Pengguna Anggaran di perangkat daerah untuk menginput 
data pengadaan baraog/ jasa yang dilaksanakan dengan sistern 
pengadaan langsung melalui aplikasi SlMP[, dengan alamatwww.e­ 
simaiasa.web.id. 

2. Sistem pengadaan langsung memberikan informasi mengenai data 
pekerjaan yang dilaksanakan dengan pengadaan langsung. 

3. Masing masing pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan dengan 
sistem pengadaan langsungdan sudah di input di S!MPL akan 
menghasilkan identitas kegiatan pengadaan langsung. 

AB. PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SISTEM PENGADAAN 
LANGSUNG 

c. Dokumen perencanaan pengadaan 
d. RU-P/SIRCTP 
e. Dokumen persiapan pengadaan 
f. Dokumen pemiliban penyedla 
g. Dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya 
h. Dokumen serah terima hasil pekerjaan. 

9. Apabila basil pemerlksaan administrasi ditemukan 
ketidaksesuaian/kek:urangan, PjPFfP/PPHP melalui PA/KPA 
memerintahkan Pejabata Penandatangan Kontrak untuk 
memperbaik:i dan/atau melengkapi kekurangan dokumen 
administrasi, 

10. Hasil pemeriksaan administrasi dituangkan dalam Serita Acara 
l L Alur serab terima pekerjaan secara sederhana dalam bentuk bagan 

sebagai berikut : 



4. Pada saat pencairan wajib melampirkan identitas kegiatan 
pengadaan Jansung sebagai syarat pencairan. 
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1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah sebagai pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Saruan Kerja Perangkat 
Daerahyang dipimpinnya. 

2. Kuasa Pengguna Anggaran yang seJanjutnya disebut KPA adalah pejabat 
yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan PA. 

3. Kepala UKPBJ aclalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai 
Penanggungjawab kegiatan ruang lingkup UKPBJ sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

4. Pejabat Pembuat l<omitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diangkat dengan keputusan Pengguna Anggaran, sebagai 
pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa 

5. UKPBJ adalah unit organisasi Peme:rintah Daerah yang dibentuk oleh 
Bupati Jepara dan berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di 
lingkungan Pemeri.otah Kabupaten Jepara. 

6. Kelompok Kerja (Pokja) UKPBJ adalah perangkaL organisasi UKPBJ yang 
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 

Proses pengadaan barang/jasa dimulai dari penayangan Rencana 
Umum Pengadaan (RUP) Barang/jasa melalui aplikasi www.sirup.lkpp.go.id 
oleh pimpinan unit kerja selalcu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran. Proses selanjutnya setelah RUP adalah persiapan pelelangan 
yangdilaku.kan oleh Pejabat Pembuat Komltmen (PPK). 

Pada tahun 2019 UKPBJ Kabupaten Jepara rnelalui kebijakan 
peraturan Bu pati Jepara antara lain mengatur mengenai Standar 
Operasional Prosedur (SOP) pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jepara 
yang menggunakan dana APBD Kabupaten Jepara. Penet.apan SOP tersebut 
bertujuan memberikan kepastian alur proses pengadaan barang/jasa dan 
memperjelas tugas para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. 

Para pihak dan kelengkapan yang terlibat dan diperlukan dalam 
proses pengadaan barang/jasa yang terkait dengan SOP ini adalah : 

BAB IV 
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

UN1T KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)KABUPATEN JEPARA 
TA!-IUN 2019 
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7. Rencana Umum Pengadaan/RUP adalab Rencana Umum dari kegiatan 
Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputl kegiatao dan anggaran yang akan 
dibiayai oleh Pe:merintah, mengindentifikasi kebutuban Barang/Jasa 
yang diperlukan, dan menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan 
pekerjaan, cara dan pengorganisasian pengadaan barang/jasa, 

8. Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan / Dokumen RPP adalah 
Dokumen yang meliputi Spesifik:asi Teknis, Gambar, Rarga Perkiraan 
Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak yang disusun oleh PPK. 
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Barang milik daerah adalab semua kekayaan daerah balk yang dibeli atau 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupu.n 
yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupu.n 
yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan 
satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang 
termasauk hewan dan tumbuh-tumbu.han kecuali uang dan surat-surat 
berharga lainyya. 

Barang yang berasal dari perolehan lain yang sab (selain dari dibeli atau 
dlperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dapar 
berupa: 

l , Barang yang diperoleh dari hibab atau sumbangan atau yang 
sejenisnya; 

2. Barangyang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang; 
4. Barang yang diperoleb berdasarkan putusan pengadlan yang telah 

memperoleh ketentuan hu.kum tetap; 
5. Barang yang diperoleh kembali dad hasil divestasi atas penyertaan 

modal pemerintah daerab. 

Barang Milik Daerah sebagaimana tersebut diatas, terdiri dari : 

B. PENG~TlAN BARANO MlLlK DAERAH 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Undang-Ondang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenrang 
Peme-rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 5533); 

3. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 19 Tahun 216 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Daerah, 

A. DASAR HUKUM 

BAB V 

PENGELOLAAN BARANG MlLll< DAERAH 
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Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan secara terpisah dari 
pengelolaan Barang Milik Negara. 

1. Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah 
memiliki wewenang: 
a) Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; 
b) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan 

tanah dan/atau bangunan; 
c) Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik 

Daerah: 
d) Mengajukan usu! pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang 

mernerlukan persetujuan Dewan Pe:rwaldlan Rakyat Daerah; 
e) Menyetujui atau menolak usul pe:mindahtanganan, pemusnaban dan 

penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; 
D Menyetujui atau menolak usul pemanfaatan ba:rang milik daerah 

selain tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau 
bangunan: 

g) Menyetujui atau menolak usul pemanfaatan Barang Milik Daerah 
dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; 

h) Menetapkan pejabat Pe:ngelola Barang, Pejabat Penatausahaan 
Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat 
Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, 
Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu. 

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah 
berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan 
pengelolaan serta tertib administrasi Barang Milik Daerah. 

2. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan 
bertanggung jawab: 
a) Meneliti dan menyetujui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah; 
b) Meneliti dan menyetujui Rencana Kebutuhan 

Pemeliharaan/Perawatan Ba.rang Mllik Daerah; 
c) Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Mllik 

Daerah yang rnemerlukan persetujuan Bupati; 
d) Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan. pemusnahan dan 

penghapusan Barang Milik Daerab; 

C.PEJABAT PENGELOLA BARANG MILfK DAERAH 

l. Barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang 
penggunaanya/pemakaiaannya berada pada Perangkat Daerah (PD) 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah at.au Badan Usaha Milik 
Daerah lalnnya yang status barangnya dipisahkan. Barang milik 
daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang peogelolaannya 
berada pada Badan Usa.ha Mllik Daerah yang anggarannya dibebankan 
pada anggaran Badan Usaha Milik Daerah, 
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e) Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah 
yang telab disetujui oleh Bupatiatau DPRD; 

~ Melakukan koordinasi dalaro peJaksanaan investarisasi Barang Milil< 
Daerah; 

g) MeJakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang 
Milik Daerah. 

3. Kepala Sadan PengeJolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Jepara sebagai Pejabat Penatausahaan Barang berwenang dan 
bertanggungjawab: 
a) Membanru meneliti dan rnemberikan 'pertimbangan persetujuan 

dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah kepada 
PengeJola Barang; 

b) Membantu roeneliti dan memberikan pertimbangan perserujuan 
dalam penyusunan Rencana Kebutuban Pemeliharaan/Perawatan 
Barang Millk Daerah; 

cJ Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas usul 
pemanfaata.n, dan pemindabranganan Barang Millk Daerab yang 
memerlukan persetujuan Bupati; 

d) Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk 
mengatur pelaksanaan penggunaan. pemanfaatan, pemusnahan dan 
penghapusan Barang Milik Daerah; 

e) Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas 
pelaksanaan pemindabtanganan Barang Milik Daerah yang telah 
disetujui oleb Bupati atau DPRD; 

Q Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi 
investarisasi Barang Milik Daerah; 

gJ Melakukan pencatatan Ba.rang MHik Daerah. berupa taoab dan/atau 
bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak 
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
OPD dan sedang tidak dirnanfaatkan pibak lain kepada Bupati 
melalui Pengelola Ba.rang, serta Barang Milik Daerab yang berada 
pada Pengelola Barang; 

h) Mengamankan dao memelihara Barang Milik Daerab; 
i) Membantu Pengelola Baraog dalam pengawasan dan peogeodalian 

atas pengelolaan Barang Milik Daerah; 
j) Menyusun Laporan Barang Mi1ik Daerah. 

4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguoa Barang Milik 
Daerah, berwenang dan bertanggungjawab : 
a) Mengajukao rencana kebutuban dan penganggaran Barang Milik 

Daerab bagi OPD yang dipiropinnya kepada Bupati melaJui pengelola; 
b) Mengajukan permohonan penetapan status untuk penggunaan 

dan/atau penguasaan Barang Milik Daerah yang diperoleb dari 
beban APBD dan/arau perolehan lainnya yang sah kepada Bupari 
rnelalui Pengelola Ba.rang; 

c) Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerab yang 
berada dalam penguasaannya; 
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d) Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam 
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok 
dan fungsi OPD yang dipimpinnya; 

e) Mengamankan dan rnemellhara Barang Millk Daerah yang berada 
dalam penguasaannya; 

Q Mengajukan usu! pemanfaatan dan pemindabtanganan Barang Milik 
Daerah berupa tanab dan/atau bangunan dan selain tanab 
dan/atau bangunan yang lidak memetlukan persetujuan DPRD; 

g) Menyerabkan tanah dan/atau bangunan dan selain tanab dan/atau 
bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk penyelengga.raan iugas 
pokok clan fungsi OPD yang clipimpinnya kepada Bupati melalui 
Pengelola Barang; 

h) Meogajukan usul pemusnahan ciao penghapusan Barang Milik 
Daerah; 

i) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang 
milik daerah yangada dalam penguasaannya; dan 

j) Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Peogguna 
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tabunan (LBPT) 
yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. 

5. Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung 
jawab tertentu kepada Kuasa Pengguna Barang dengan mengajukan 
usul kepada Bupati dan ditetapkan oleh Bupati. 
Kuasa Pengguna Barang benvenang dan bertanggungjawab : 
aJ Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerab dan 

pemeliharaan barang milik daerab bagi unit kerja yang dipimpinnya 
kepada Kepala OPD yang bersangkutan dengan tembusan Pejabat 
Penatausahaan Barang; 

b) Melakukan pencatatan dan inventarisast Barang Milik Daerah yang 
berada dalam penguasaannya; 

c) Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam 
penguasaannya untk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi unit kerja yang dipimpnnya; 

d) Mengamankan dan memelibara Barang Milik Daerah yang berada 
dalam penguasaannya; 

e) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang 
milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan 

Q Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna 
Semesteran (LBPSJ dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 
(LBP'l') yang berada dalam penguasaannya kepada kepala OPD yang 
bersaogkutan. 



6. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yaitu pejabat yang 
membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna 
Barang dengan wewenang dan ta.nggungjawab: 
a) Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik 

Daerah pada Pengguna Barang; 
b) Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang 

yg diperoleh da:ri 'beban APBD dan perolehan lainnyayang sah; 
c) Menelitl pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang 

dilaksankan oleh Pengurus Barang dan/ atau Pengurus Barang 
Pernbanru; 

d) Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindabtanganan 
Barang Milik Daerah berupa tanah/ bangunan yg tidak mernerlukan 
persetujuan DPRD dan barang selain tanah dan / atau bangunan; 

e) Mengusulkan rencana penyerahan Barang Millk Daera.h berupa 
tanab dan/ atau bangunan yang tidak cligunakan untuk kepent:ingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang 
tidak dimanfaatkan pihak lain; 

f) Menyiapkan usulan pemusnaban dan penghapusan Barang Milik 
Daerah; 

gJ Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang d.ilaksanakan 
oleh pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pemba.ntu; 

h) Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) 
dengan menerbltkan Surat Perintah Penyalurao Bara.ng (SPPB) 
untuk mengeluarkan Barang Millie Daerah dari gudang 
penyimpanan; 

i) Meneliti dan memvecifikasi Kartu lnventaris Ruangan (KIRJ setiap 
semester dan setiap tabun; 

j) Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas 
perubahan kondisi fisik Barang Milik Daera.h; 

k) Meneliti laporan mutasl barang setiap bulan yang disampaikan oleh 
Pengurus Barang Pengguna dan/ Pengurus Barang Pernbantu. 

7. Pengurus Bara.ng Pengelola yaicu pejabat yang membidangi fungsi 
pengelolaan Barang Milik Daerab pada Pejabat Penatausahaan Barang, 
yang secara administratif dan fungsional bertanggungjawab atas 
pelaksanaan tugasnya kepada Peogelola Ba.rang rnelalui Pejabat 
Penatausahaan Bara.ng. Pengurus Barang Pengelola berwenang dan 
bertanggungjawab: 
n) Membantu meneliti dan menyiapkan baban pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan Rencana Keburuhan 
Pemeliha.raan/Perawatan Barang Milik Daerah kepada Pejabat 
Penatausahaan Barang; 

b) Membantu meneliti dan menyiapkan baban pertimbangan 
persetujuan dalam penyusunao Rencana Kebutuhan 
Pemellharaan/Perawatan Barang Mllik Daerah kepada Pejabat 
Penatausahaan Barang; 
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persetujuan Bupati; 
d) Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, 

dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan 
pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam peogaturan 
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan 
penghapusan Barang Milik Daerah; 

e) Menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang t.elah diserahkan dari Pengguna Baranog 
yang tidak digu:nakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 
fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain .kepada Bupati 
melalui Pengelola Baraog; 

t) Menyimpan dokumen asli kepemilikan.Barang Milik Daerah; 
g) Menyimpao salinan dokumen Laporan Baraog Pengguna; 
h) Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang 

Milik Daerah; dan 
i) Merekapitulasi dan menghimpun Japoran barang Pengguna Barang 

semesteran dan tahunan, dan laporan barang Pengelola Barang 
sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Millk Daerah, 

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus 
Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Ba.rang 
Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. 

8. Pengurus Barang Pengguna secara aclministratif bertanggung jawab 
kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab 
atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Barang melalui Pejabat 
Penatausahaan Barang Pengguoa. Pengurus Barang Pengguna 
berwenang dan bertanggungjawab: 
a) Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan 

penganggaran Ba.rang Milik Daerah; 
b) Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan 

Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan 
lainnya yang sah; 

c) Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah; 
d) Membantu mengamankan Ba.rang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang; 
e) Menyiaplran dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang 
Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; 

l) Menyiapkan dokumen penyerahan Barang Millk Daerah berupa 
tanab dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

pemanfaatan dan 
yang memerlukan 

usu Ian 
daerah 

c) Menyiapkan dokumen pengajuan 
pemindahtanganan barang milik 



penyelenggaraan tugas clan fungsi pengguna barang dan sedang 
tidak dimanfaatkan pihak lain; 

g) Menyiapkan dokumen pengajuan usuJan pemusnahan dan 
penghapusan l3arang Milik Daerah; 

b) Menyusun Japoran barang semesteran dan tahunan; 
i) Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota 

perrnintaan barang; 
j) Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPBJ kepada Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang; 
k) Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang 

(SPPB) yang ditangkan dalam berita acara penyerahan barang; 
I) Membuat Kartu lnventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; 
m) Memberi label Barang MilikDaerab; 
n) Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik 
barang rnilik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang: 

o) Melakukan stock opname barang persediaan; 
pJ Menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen 

kepemilikan Barang Milik Daerah dan meny.impan 
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; 

q) Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 
Pengguna Barang dan Laporan Barang Milik Daerah; 

r) Membuat laporan mutasi barang setiap triwulan yang disampaikan 
kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelab diteliri 
oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. 

Dalam .hal melaksanakan tugas dan fungal administrasi Pengurus 
Barang Pengguna dapat dlbantu oleh Pembantu Pengurus Barang 
Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. 

9. Pengurus Barang Pernbanru dapat dibentuk pada Kuasa Pengguna 
Barang dan ditetapkan oleh Bupati atas usu] Kuasa Pengguna Barang 
melalui Pengguna Barang. Pengurus Barang Pernbantu berwenang dan 
bertanggung jawab : 
a) Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang 

Milik Daerah pada pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna 
Barang; 

b) Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan 
Barang Milik Daerab yang diperoleh clari beban APBD dan perolehan 
lainnya yang sah pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna 
Barang; 

c) Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah; 
d) Membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada 

l{uasa Pengguna Barang; 
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D. PENGELOLAAN BARANG MILll< OAERAH 

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan rangkaian kegiatan 
dan/atau tindakan yang meliputi: 

I. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; 
2. Pengadaan; 
3. Penggunaan; 
4. Pemanfaatan; 

e) Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan barang milfk daerab berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang 
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan: 

f) Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas clan fungsi kuasa pengguna barang dan 
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; 

g) Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 
penghapusan barang milik daerah; 

b) Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 
i) Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota 

permintaan barang; 
j) Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa 

Pengguna Barang; 
k) Menyerahkan barang berdasar:kan Surat Perintah Penyaluran Barang 

(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 
I) Membuat Kartu Tnventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan: 
m)Membeci label Barang Milik Daerah; 
n) Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Penggu na Barang 
atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah pengecekan fisik 
barang; 

o) Melakukan stock opname barang persediaan; 
p) Menyimpan dokumen. anta:ra lain : fotokopi/salinan dokumen 

kepernilikan barang milik daerah dan menyimpan 
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; 

q) Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 
kuasa pengguna barang dan Japoran barang milik daerah: 

r) Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang clisampaikan 
pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah 
dlteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus 
Barang Pengguna. 
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5, Pengamanan dan Pemeliharaan; 
6. Penilaian; 
7. Pemindahtanganan; 
8. Pemusnaban; 
9. Penghapusan; 

JO. Penatausahaan; dan 
11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. 

Keteotuan lebih lebih lanjut mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerab 
diatur dengan Peraruran Bupati. 
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Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan 
PerangkatDaerah se KabupatenJepara. 
l . Ra.pat Pengendalian Operasional Kegiatan PD yang selanjutnya 

disebut Pengendalian Operasional Kegiatan PD diselenggarak:an 
di Tingkat Kabupaten. 

2. Pengendalian Operasional Kegiatan Perangkat Daerah yang 
dilaksanakan adalah : 
Pengendalian Operasional Kegiatan Tingkat Penanggungjawab 
Kegiatan, Pimpinan Program/Kegiatan dan Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan Perangkat Daerah dengan menyiapkan data 
kegiatan serta permasalahan yang perlu dipecahkan. 

D. PENOENDALIAN KEGJATAN 

C. SISA DANA PENGELOI..AAN KEGtATAN 

Sisa Dana Kegiatan (tennasuk Sisa Tender) yang sudah tidak 
dipergunakan lagi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 31 
Desember pada tahun berkenaan dan dilaporkao kepada Bupati. 

Pada dasamya revisi sedapat mungkin dihindari karena ha! tersebut 
menunjukkan adanya inkonsistensi antara perencaoaan dan 
pelaksanaan. 
Apabila terpaksa di.laku.kan revisi atas jenls-jenis kegiatan yang telah 
tertuang dala.m Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah 
dapat diusulkan kepada Bupati Jepara Cq. Sadan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kahupaten Jepara. 

B. REVIS! 

t. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah wajib melaporkan 
progres keuangan dan. fisik kegiatan yang dikirim kepada Bupati 
Jepara melalui aplikasi on line SIMPOK dengan alamai jepara.e­ 
simpok.web.id 

2. Pengiriman laporan dilakukan setiap bulao paling lambat 
tanggal 10 bulan berikutnya sebagai bahao raker Peogendalian 
Operasional Kegiatan, 

3. Bagiao Pembangunan Setda Kabupaten Jepara sesuai deogan 
fungsinya mengolah laporan tersebut sebagai bahan 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah KabupatenJepara Tahun 2019 

A. UMUM 

PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

BAB VI 
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I. lnspektorat Kabupaten Jepara benanggung jawab terhadap 
pelaksanaan peogawasan fungsional atas Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019. 

2. Aparat Pengawasan totem Pemerint:ah (APIP) melaksanakan 
pengawasan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara tahun 2019 sesuai deagan tugas pokok dan 
fungsinya. 

3. Hasil Pengawasan APIP dimaksud angka 2 dilaporkan kepada 
Bupati Jepara. 

E. PENGAWASAN KEGlATAN 

6. Bahan-bahan Rakor Pengendalian Operasional 
KegiatanPerangkat Daerah: 
Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara bertangguag 
jawab atas penyusunan dan kajian yang akaa 
diliicarakan/dijadikan bahan dalam Rakor Pengendalian 
Operasional KegiatanPerangkat Daerah. 

7. Jika dipandang perlu hasiJ pembahasan dilanjutkan deagan 
peninjauanlapangan. 

4. Dalam rangka peningkatan pengawasan melekat serta 
pencapaian efisiensi dan efektilitas pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Satuan Kerja Perangkat 
Daerah masing-masing sapaya meagadakan evaluasi. 

5. Penyampaian laporan dalam Peagendalian Operasional Kegiatao 
Perangkat Daerah : 

a). Menyajikan data pelaksanaan Anggaran Pendapatao dan 
Belanja Daerah Kabupaten Jepara yang ada di Perangkat 
Daerah masing-masing, 

b). Untuk penyajian tersebut diatas harus dieusun : 
1 [. Laporan kemajuan kegiatan sarnpai dengaa bulan 

laporan. 
2). Permasa.lahan yang ditemui untuk dijadikan bahan 

penyelesaiaa atau sebagai pedoman/pegangan bagi 
kegiatan lain yang menemui rnasalah-masalah yang 
sama. 

a). Memantau pelaksanaan kegiatan 
b). Pemecahan masa.lah yang ditemui da]am pelaksanaan 

kegiatan 
c]. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja. 

3. Pengendalian Operasional Kegiatan Perangkat Daerah bertujuan 
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Bagi Perangkat Daerah yang secara teknis mengelola kegiatan yang 
clibiayai dari Pusat/Propinsi supaya rnelaporkan kepada Bupatl 
Jepara tentang kegiatan tersebut dilampiri dengan DIPA/DPA 
(Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Perangkat Daerah dan Rencana 
Kerja Operasional (RKOJ beserta Rencana Anggaran Blaya 
Pelaksanaannya. 

F. LAIN-LAI.N 

4. Hasil perneriksaan harus clitindaklanjuti sesuai rekomendasi 
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan {l,HP). 

5. Atasan langsung bertanggung jawab atas pengawasan melekai 
terhadap aparat bawahannya. 

6. Dalam rangka mengikutsertakan pengawasan oleh masyarakat 
terhadap pelaksanaan kegiatan clibuatkan papan nama kegiatan. 
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B 
1 Wama dasar putlh 
2. Wama huruf hitarn dan tfnggi 5 cm 
3 Wama garis hitam dan lebal 0,5 

cm 
Jenis PekeijaanfTarget'-'} dils1 

mlsafnya: 

Untuk !alan : 

• Pelebaran : Km 
• Pelapisan : Km 
• Pemeflharaan: Km 
Bahan : 

- Tiang Kayu Kamfer 5 x 7 cm. 
- Papan tliplek tebal 6 mm atau 

bahan cetak MMTberangka yang 
bertahan dari kerusakan sampal 
dengan urnur pekerjaan 

B 

A 
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A 
1. Wama dasar putlh 
2. Wama huruf hitam dengan 

ukuran 7 cm 

•• . . 
30 l'.J KEGIATAN APBD KABUPATEN JEPARA 

TAHUN 2019 
NAMA KEGIATAN ··············- ~ 
BIAYA ................. ·- 
LO KASI ......... ._ ··-· .. 
WAKTU PELAKSANAAN ... ·-··-····-···· HARi 
TANGGAL MULAI ... ._ ....... 
TANGGAL SEL.ESAl ............. 
JENIS PEKER.JAANITARGET ··1 
DINASISATUAN KER.JA PERANGKAT DAf:RAl,j 
PEGELOlA . . .... -· . 
PENYEDIA BARANGIJASA : CV/PT ... 

110: 
NAMA DIREl<TUR/NO HP . " .......... 
NAMA PENGAWAS LAPANGAH 

NO HP - 

175 

~ 

"' " " " " "' "' 

140 

175 LogoJepara 

A. STANDAR PAPAN lNFORMASI KEGIATAN APBD KABUPATEN 
JEPARA TAHIJN 2019 

PETUNJIJK PENGISIAN BLANKO 

BAB VII 



Telepon/Fax 

Email 
menyatakan dengan sesungguhnya babwa : 

l. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani 
kontrak berdasarkan Akte Notaris 
__________ [sesuai akta 
pendirianl perubahannyal surat kuasa, disebutkan secara jelas 
rromor drut tanggal akta pendirianlperubahanlsurat kuasa. 
Jika kemiiraan/ KSO maka ditambah Surat Perjanjitm 
Kemitraanl KSO}; 

2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/l {bagi pegawai KILIDII 
yang sedang cuti di:luar ta.nggungan Kl LI DI I ditulis sebagai 
berikui : •saya merupakan pegawai Kl LI DI f yang sedang cuti 
diluar tanggu.ngan Kl LI DI J•J; 

3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 
4. Saya tidak sedang dan tidak akan te:tlibat pertentangan 

kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung 
maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 

5. Badan usabayang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, 
tidak dalam pengawasan pengadilan. tidak pailit, dan kegiatan 
usahanya tidak sedang dihentikan; 

6. Salab satu dan/atau semua pengurus badan usaba yang saya 
wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam: 

7. Data-data badan usahayang saya wakill adalah sebaga.i 
berikut: 

Alamat 

cantu.mkan nama badan usaha] 
__________ _,,.,ili/1 yang sesuai dun 

Bertindak 
unruk 
dan atas 
nama 

Jabatan 

_________ [nama uiakii sah badan usaha] 

-----.Jdiisi sesuai jabaian dalam ak"ta. notaris) 

PT/ CV /Fiana/Koperasi 

Nama 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

FORMULrR ISIAN KUALTR'lKASl 
UNTUK BADAN USAHA 

B. CONTOH FORMUL!R IS1AN RUALfF'IKASI SADAN USAHA PEKERJAAN 
KONSTRlJKSI 
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2. Akta Perubahan Terakhir 
a. Nomor Akta 
b. Tanggal 
c. Narna Notaris 

Tanggal 1. No. Surat lzin _ 

2. Masa berlaku izin 
3. lnstansi pemberi izin 

C. IzinLainnya (apabila d.ipersyaratkan) 

Tanggal lzin Surat t. No. 
Usaha. _ 

2. Masa berlaku Izin usaha 
3. Instansi pemberi izin 

usaha 

B. Izin Usaha 

1. Nama 
(PT /CV /Firma/Koperasi) - 

2. Status D Pusat D Ca bang 

Alamat Kantor Pusat . . 

No. Telepon . 
3. . 

No. Fax 

E-Mail . 
Alamat Kantor Cabang : 

4. No. Telepon . 
No.Fax . . 
E-Mail . . 

A. Data Administrasi 

D. Landasan Hukum Pendirian Sadan Osaha 
1. Akta Pendirian PT/CV /Fhma/Koperasi 

a. Nomor Akta 
b. Tanggal 
c. Nama Notaris 



98 

Jabatan Pengalama Profesi Thn 
N Nam Tgl/bln/ Tingkat dalam I Sertifi 
0 a thn lahir Penddkan pekerjaa n Kerja keahlia kat/ (tahun) n n ljazab 
1 2 3 4 s 6 7 8 

0. Data Personalia(Tenaga ahli/tek.nis badan usaba) 

a. Nomor Pokok Wajib Pajak 
b. Bu kti Laporan Pajak 

Tahun terakhir 
c.Surat Keterangan Fiskal 
(sebagai pengganti huruf b) 

No. Tanggal _ 

No. Tanggal _ 

2. Pajak 

Nama Persentase No. KTP No. 

F. Data Reuangan 
1. Susunan Kepemilikan Saba.m (untuk PT)/Susunan 

Pesero (untuk CV /Firma) 

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan 
Usaha 

2. Direksi/Pengurus Sadan Usaha 

Nama No. 

E Pen gurus 
1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) 

Jabatan dalam Badan 
Usaha 

No. KTP 
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Pemberl Togas 
/ Pejabat Kontrak Progres 
Pembuat Terakhir 

Nama Sub Komitmen 
No Pak et Bidang Loka 

Kontra Pekerja Pekerj si Alamat Presta 
an aan I No I k si Nama Telepo Tangg Nilai (renca Kerja al na) n o/o % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 LO 

J. Data Pekerjaan yang Sedang Dila.ksanakan 

Pcm berl Tugas 
/ Pejabat 

Kontrak Tanggal Selesal 
Nam a Sub Pembuat Menurut 

No. Pakel Bidang Lokasi Komitmen 
Pekerjaan Pekerjaao 

Alamat/ No I BA 
Nama Nilai Kontrak Serab Telepon Tanggal 

Tcrima 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Data Pengalaman Perusahaan(nilai paket tertinggi 
pengalaman seeuai subbidang yang dipersyaratkan dalam 
kurun waktu 10 tabun terakhir) 

Jen is 
Kapasit Status Pasilitas/ as atau Merk Tabun Kond Lokasi Kepem.ilik 

1lo. Peral a tan Juml output dan pembua isi Sekar an/Duku I ah 
Perlengka pada tipe tan (%) ang ngan 

saat ini Sewa pan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan 



(nama lenqkap wakil sah bad.an usa/1a] 
[jabatari pada bad.an usaha] 

frekatkan. meterai Rp 6.000,­ 
dan tanda tangan/ 

PT/CV /Firma[Koperasi 
___ __,,{pillh yang sesuai dan cantumkan namaj 

___ _,tempatj, _ {tanggalj fbulanj 20_ {tahwlj 

Demikian pemyataan ini saya bust dengan sebenarnya dan 
penuh rasa tanggong [awab. Jika clikemudian bari c11temui 
bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar clan 
ada pemalsuan, maka saya dan badan usa.ba yang saya wakili 
bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi 
pencantuman da)am Daftar Hitam, gugatan secara perdata. 
dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Nomor 
Tanggal 
NamaBank 
Nilai 

Surat dukungan keuangan dari Bank: 

K. Modal Kerja 
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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani 

kontrak berdasarkan Surat sesuai akte 
peruiirian/ perubahannya/ surat kuasa, disebutkan secara jelas 
nomor dan tanggal akte pendirian/pen.Lbahan/surat kuasa. 
Jika kemitraan maka ditambah Surat Perjanjian 
Kemitraan/ KSO]; 

2. Saya bukan sebagai pegawa.i K/l.,{D/1 [bagi pegawai K/L/D/T 
yang sedang curi diluar tanggungan K/L/D/l ditulis sebaqai 
berikut : •saya merupakan pegawai Kl LID/ T yang sedang curi 
diluar tanggungan Kl LI D/I"J; 

3. Saya tidak sedang menjalani sanksi 'pidana; 
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan 

kepentingan dengan para plhak yang terkait, langsung 
rnaupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 

5. Sadan usahayang saya wakilitidakmasuk dalam Daftar Hitam, 
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau keglatan 
usahanya tidak sedang dlhentikan; 

6. Salab saru dan/atau semua pengurus badan usaba yang saya 
wakili tidak masuk dalam Daftar Hiram; 

7. Data-data badan usaha yang saya wakill adalah sebagai 
berikut: 

Email 

Telepon/ Fax 

Alamat 

notarisf 

PT/CV /Fi.rma/Koperasi 
--------n-iltn yang sesuai dan 
cantumkan nama badan usahaf 

Bertindak 
untuk 
dan atas 
nama 

____ /diisi sesuai jabatan dalam akte Jabatan 

____ [nama uiakil sah jika badan usaha} Nama 

Saya yang bertanda tangan di bawab ioi: 

FORMULIR ISIAN KUALrFfKASl BADAN USAHA 

C. CONTOH FORMULIR !SIAN KUALrFII<ASl BADAN USAHA 
PENGADAAN BARANG 

JOI 
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2. Akra Perubahan Terakhir 
a. Nomor Akte 
b. Tanggal 
c. Nama Notaris 

1. Akta Pendirian PT/CV /Firma/ Koperasi 
a. Nomor Akte 
b. Tanggal 
c. Nama Notaris 

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 

2. Masa berlaku izin 
3. Inatansi pemberi izin 

Jzin Surat ___ Tanggal _ I. No. 

C. lzin Lainnya [apabila dipersuaraikan] 

2. Masa berlaku izin usaha 
3. Instansi pemberi izin 

usaha 

1. No. Surat lzin Usaha 

B. Izin Usaha 

l. Nama (PT/CV /Firma/ 
Koperasi) . 

2. Status . D PU.Silt D Olbang 

Alamat Kantor Pusat . 
3. No. Telepon . 

No. Fax 
E-Mail 
Alamat Kantor Cabang 

4. No. Telepon 
No. Fax 
E-Mail 

A. Data Administrasi 
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Pemberi Tugas/ 
Bidang/ Pejabat 

Kontrak TanggaJ Sch:saI 
Nama Pembuat Menurut 

No Paket Sub 
Loka Komitmen 

Pekcrjaa Bi dang si BA . Pekerjaa Ala.mat No/ n Nam I Tangga Nila Kontra Serah n 
i k Terim a Telcpon I 

a 
l 2 3 4 o 6 7 8 9 10 

G. Data Pengalaman Perusabaan 

No. tanggal _ 

No. __ tanggal _ 

a. Nomor Pokok Wajib 
Pajak 

b. Bukti laporan Pajak 
Tabun terakhir 

c. Surat Keterangan 
Fiskal(sebagal 

ti huruf b 

2. Pajak 

Persentase No. KTP Nama 

1. Susunan KepemiJikan Saham (untuk PI')/Susunan 
Pesero (untuk CV /Firma] 

F. Data Keuangan 

No.KTP Nam a 

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha 

No. KTP Nama 

E. Pengurus 
I. Kcmisarts untuk Perseroan Terbatas (PT) 
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( nama lenqkap wakil sah badan usaha} 
[Jabatan dalam badan usaha] 

frekatkan rneterai Rp 6.000,­ 
tanda tangan/ 

PT/CV /rirma/Koperasi 
________ [pilih: yang sesuai dan cantumkan nama] 

{t.empal/, __Jtanggal/ {bu/an/ 20 __ [tahunJ 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh 
rasa tanggung jawab. -Jika dikemudian hari diternui bahwa 
data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada 
pemalsuan, maka saya dan badan usaba yang saya wakili bersedia 
dikenakan sanksi berupa sanksi adtninistratif, sanksi pencantuman 
dalam Daitar Hi:tam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan 
secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani 

kontrak berdasarkan Surat (sesuai akta 
pendirian/ perubahannyal surat kuasa, disebutkan secara jelas 
nomor dan tanggal akta pendirian/ perubahm1/ Sil.rat kuasa. 
Jika kemitraan/KSO maka Surat dimaksud adalah Perjanjian 
Kemitraanl KSOJ; 

2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/1 (bagi pegawai K/1/D/l 
yang sedang cuti diluar tanggungan KIL/DI! ditulis sebagai 
berikut: : rsaya merupakan pegawai Kl LI DI T yang sedang cuti 
diluar tanggungan K/L/D/rJ; 

3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 
4. Saya tidak sedang dan tldak akan terlibat pertentangan 

kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung 
rnaupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 

5. Badan usahayang saya wakilitidak .masuk dalam Daftar Hi tam, 
tidak dalam pengawasan pengadilan, tida.k pailit atau kegiatan 
usabanya tidak sedang dihentikan: 

6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya 
wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam: 

7. Data-data badan usaba yang saya wakili adalah sebagai 
berikut: 

Email 

Telepon/ Fax 

Ala mat 

PT/ CV /Firrna/Koperasi · ilih yang 
sesuai dan cantumkan nama badan usaha] 

Bertindak 
untuk 
dan atas 
nama 

Jabatan 

----1nama wakil sahjika badan usaha] 

----1diisi sesuai jabatan dalam akta notarisj 

Nama 

Saya yang bertanda tangan di bawab ini: 

FORMULIR ISIAN KUALrFIKASI BADAN USAHA 

D. CONTOH FORMULJR ISIAN KUAL£FTKASI SADAN USAHA JASA 
LAIJIINYA 
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2. Akta Perubahan Terakhir 
a. Nomor Akta 
b. Tanggal 
c. Nama Notaris 

l. Akta Pendirian PT /CV/ Finna/Koperasi 
a. Nornor Akta 
b. Tanggal 
c. Nam.a Notaris 

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 

2. Masa berlaku izin 
3. lnstansi emberi izin 

lzin Surat ___ Tanggal __ l. No. 

C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan} 

2. Masa berlaku izin usaha 
3. lnstansi pemberi izin 

usaha 

___ Tanggal __ l. No. Surat lzin Usaha 

B. Izin Usaha 

I. Na:ma (PT/ CV/ Pinna/ 
Koperasi) 

2. Status D 'PUA1 D ca bang 

Alam at . 

3. No. Telepon . 
No. Pa" 
E-Mail 
Alamat Kantor Pusat 

4. No. Telepon 
No. Fax 
E-Mail : 

A. Data Administrasi 
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Tingkat Jabataa Pengalama Profesi Tahun 
N Tgl/bln/r dalam I Sertifikat Nam a Pendidik n Kerja 
0 hn lahir pekerjaa (tahun) keahlia I aa 

ljazah n n 
1 2 3 4 5 5 7 8 

0. Data Personalia(Tenaga ahli/teknis badan usaha] 

a.Nomor Pokok Waiib Paiak No. tanggal 
b. Bukti laporan Pajak No. taaggal Tahuo terakhir 

c.Surat Keterangan Fiskal . No . tanggal (sebagai pengganti huruf b) 

2. Pajak 

No. Nama No. Alam at Persenrase KTP 

f?. Data Keuangan 
1. Susunan Kepemilikan Saham (untu.k PT)/Susunan 

Pesero (untuk CV /Firma) 

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badaa 
Usaha/ Kemitraan 

2. Direksi/Pengurus Sadan Usaha 

No. KTP Nama No. Jabatan dalam Sadan 
Usaha 

E. Pengurus 
1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) 



Pemberi Tugas 
I Pejabar 

Kontmk Prngres Terakhlr 
Name Sub Pembuat 

No. Paker Bidang Lokasi Komitmen 
Pekerjaan Pekerjaan 

Ala mat/ No I Kontrak Prestasl 
Nama Nllai (rencana] Kerja Telepon Tanggal 

% % 
L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan 

Pember! Togas/ 
Pejabat 

Kontrak Tanggal Sclcsai 
Nam a Sub Pembuar Menurut 

No. Paket Bidang Lokasi Komitmcn 
Pckcrjaan Pekerjaan 

Alamat/ No/ BA 
Nam a Nilai Kontrak Se rah Telepon Tanggat Tc rim a 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Data Pengalaman Perusahaanlnilai paket tertinggi 
pengalaman sesuai subbidangyang dipersyaratkan dalam 
kurun waktu IO tahun terakhir) 

Kapas 

Jenis itas Me 
Lokas Bukti 

Fasilitas/Per Jum a tau rk Tahun Kond 
i Kepemilikan 

~o. da pembu isi I ala tan/ lah output 
Sekar 

Perlengkapan pad a n atan (%) Dukungan 
saat tipe ang Sew a 
ini 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

H. Data li'asllitas/Pera.latan/Perlengkapan 
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Pcmberi Tugas 
/ Pejabar Konrrak Pmgres Terakhir Nama Sub Pembuat 

No. Paket Bidang Lokasi Komitmen 
Pekerjaan Pekerjaan 

Alamal/ No I Koni.rak Prestasl 
Nama Nllai (renca.ne) Kerja Telepon Tanggal 

% % 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan 

Pember! Togas/ 
Pejabat Kontrak TanggaJ Sclcsai 

Nama Sub Pembuat Menurut 
No. PakeL Bidang Lokasi Komilmcn 

Pckcrjaan Pekerjaan 
Alamal/ No/ BA 

Nam a Nilai Kontrak Se rah Telepon Tanggal. Tc rim a 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Dara Pengalaman Perusahaanlnilai paket tertinggi 
pengalaman sesuai subbidangyang dipersyaratkan dalam 
kurun waktu IO tahun terakhir) 

Kap as 
Jenis itas Me 

Lokas Bukti 
Fasilitas/Per Jum atau rk Tahun Kond i Kepemilikan 

'fo. da pembu isl I ala tan/ lah output 
Sekar 

Perlengkapan pad a n atan (%) Dukungan 
saat tipe ang Sew a 
ini 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan 
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{nama lenqkap wakil sah badan usahal 
[jabatan dalam badan usahaj 

PT /CV /Finna/Koperasi 
_______ __,pilih yang sesuai dan cantumka11 namaj 
[rekaikan. meterai Rp 6.000,- 
tanda tanganj 

Itempai], _Jtanggalj fbulanj 20 __ [tahun} 

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya dan penub rasa 
tanggung jawab. Jika dikemudian hari diternui bahwa data/dokumen yang 
saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan 
usaha yang saya wakill bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi 
adm.inistratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara 
perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

109 



[nama lengkap/ 

f tanda tanganj, 

{Nama Penyediaj 

___ __,nempatj, _ftanggalj -1bulanj 20_/tahunj 

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(KKN]; 

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang 
apabila mengetahui ada lndikasi KKN di dalam proses 
pengadaan Ini; 

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, 
dan profesional untuk memberikan basil kerja terbaik sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA 
lNTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, 
menerima sanksi pencanruman dalam Daftar Hitarn, digugat 
secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. 

bahwa: 

dalam rangka pengadaan fisi nama paketj pada 
____ (isi sesuai denganK/ LI DI -0 dengan Ini menyatakan 

PT/ CV /Firma/l<operasi {pilih yang sesuai 
dan cantumkan namaJ 
Bekerjasama dengan PT/CV/Firma/Koperasi 
____ [bagi Badon Usaha yang bermiira] 

Bertindak 
untuk 
dan atas 
nama 

Jabatan 

____ f 'diisi dengan no. KTP, SLM atau pasporj No.ldentitas 

----i nama wakil sah badan usaha] Nam a 
Saya yang bertanda tangan di bawah Ini: 

PAKTA INTEGRITAS 

E. CONTOH PAKTA INTEGRITAS BADAN USAHA 
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Setelab diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah 
dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandarangani Pengurus 
Barang dan diketahui oleh Kepala SKPD. 
Daftar murasi barang dibuat setiap semester dan apabila tidak ada 
peoambaban atau pengurangan maka laporan ini tetap dibuat 
meskipun nihil. 

1. Pada sudut kiri atas diisikan Nama SKPD,Kabupaten, Provlnsi 
dan Kode Lokasi yang bersangkutan, 

2. Kolom l diisi Nomor urut dari setiap jenis barang. 
3. Kolom 2 diisi nomor kode barang. 
4. Kolom 3 diisi nomor register barang. 
5. Kolom 4 diisi Nama/ jenis Barang. 
6. Kolom 5 diisi merk/ type barang bila barang tersebut keluaran 

pabrik, bila tidak dapat dikosongkan atau distrip. 
7. Kolom 6 diisi sesuai data barang tersebut, seperti sertifik.at 

tanah, No. Mesin, No. Chasis untukjenis kendaraan. 
8. Kolom 7 diisi nama bahan, misalnya kayu, besi, plastik dTI 
9. Kolom 8 diisi asal usu! perolehan barang (sumber dana berasal 

atau sumber barang berasal tersebut rnisal : APBD II, APBD 1, 
APBN, Hibah dll, tidak boleb diisi dengan kata -pembelian-, jika. 
perolehan berasal dari berbagai sumber tulis semua sumbernya, 
pada kolom keterangan sebutkan sumber dan jugs nilainya 
yang terakumulasi pada kolom harga perolehan. 

10. Kolom 9 diisi tahun perolehan dan apabila tidak diketahui dapat 
diperkirakan. 

11. Kolom 10 diisi uku:ran barang atau konstru ksi ( Permanen, Semi 
permanen atau Darurat) 

12. Kolom 11 diisi satuan barang ( kg, buah, unit, m2 dst) 
13. Kolom 12,13, J 4diisi kondisi barang ( B/ KB/ RB) 
14. Kolom 15 dan 16 diisi mutasi kurang baik kuantitas dan nilai 

barangnya. 
15. Kolom 17 diisi akumulasi penyusutan tahun sebelumnya. 
16. Kolom 18 dan 19diisi mutasi tambah baik kuantitas dan nilai 

barangnya 
17. Kolom 20 diisi akumulasi penyusutan tahun sebelumnya (untuk 

barang dropping/mutasi dari SKPD lain). 
18. I<olom 21 diisi dengan keteranganyang dipandang perlu. 

Cara Pengisian Daftar Mutasi Barang: 
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Setelah diisi selurubnya maka pada sebelah kanan bawah 
dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditaodatangani Pengurus 
Barang dao dlketabui oleh Kepala SKPD. 
Dafter pengadaan barang dibuat setiap semester dan apabila tidak 
ada penambaban atau pengurangan maka daftar ini tetap dibuat 
meskipun nihil. 

l. Pada sudut kiri atas diisikan Nama SKPD,Kabupaten, Provinsi 
dan Kode Lokasi yang bersangkutan. 

2. Kolom l diisi Nomor urut dari setiap jenis barang. 
3. Kolom 2 diisi Nama/ jenis Barang yang dibeli. 
4. Kolorn 3 diisi Merk/Type/Nopol. 
5. Kolom 4 diisi Banyaknya barang yang dibeli. 
6. Kolom 5 diisl Satuan barang. 
7. Kolom 6 diisi Harga satuan barang. 
8. Kolom 7 diisi Jumlah Harga (merupakan basil perkalia:n dari 

Banyaknya barang dan 1-targa satuan) 
9. Kolom 8 diisi Jumlah Harga dari barang yang terkapitalisasi 

sebagai aset tetap. 
Untuk barang yang dibeli dari pos belanja modal namun tidak 
memenuhi batasan kapitalisasi aset / tidak terkapit.alisasi 
sebagai aset tetap maka bisa mengisi kolom 9, 10, 11 sesuai 
Jenis barangnya. 

I 0. Kolom 9 diisi Jumlah Harga barang yang tidak terkapitalisasi 
sebagai aset tetap dan merupakan barang ext:racomptable. 

l l. Kolom 10 diisi Jumlah Harga barang yang tidak terkapitalisasi 
sebagai aset tetap dan merupakan barang Pakai habis / 
perneliharaan. 

12. Kolom 11 diisi Jumlab Harga barang yang tidak terkapltalisasi 
sebagai aset tetap dan merupakan barang yang diserahkan ke 
masyarakat I Hibah. 

13. Kolom 12 diisi Lokasi penempatan barang atau keterangan yang 
dipandang perlu. 

Daftar Pengadaan Barang berisi Daftar barang yang perolehannya 
bersurnber dari APBD II pada Pos Belanja Modal di masing-rnasing 
SKPD. 

Cara Pengisian Daftar Pengadaan Barang : 

114 



I I I 
z 

- ::::: 

;ii 

0 i ;g ~ 

f 
~ 

i 3: 

U) 

Ill 

- ~ 

~ 

:::, 

~ 
c::: 0 ID 

>~ 
lL 

z :5 c::: c 
• z ~~: 

v, - 

f l'J 

~ 
"' OJ 

- -I 

.,, :::r 

m m 

0 .<= 

"' :, "" 
c, m 

~-3. I 
z 

.... 
.& m 
Q. :, g- 

,: 
II! 

.. .. 
j 

.. . . 

"' I 
~ if 0 

~ 
Cl -< .. -I 

It 
> 

"' 
z 

ii 
G') 

:, 
G') ... > 

:,: 
c ro 

Ill 
,: --> .. ,... 

0, 
.. > c.. :!I 

' 
I :c ~> 
!! 

c:: ::u > "'ti 

~ 
;;u m 

3 
-z 

..... e; 
N G') 

-xr =~ :c 
~ en t 
1, Oz 

"" .... DJ 

... cO 
i~ m en 
- ... en 
i [1 

m 

;.- 

3: 

z -e 1il 

m 
DJ m 

~ 
"' ~ 

sr i:r ::u 

z !" 
"' ~, 

I 
G) : 

i N 

c: 

c::, 

"" : 

.., ~ 

c' 

- .. 
.,, : 
CD ! 

f i t 
)> : 

~i 

i5 f ! 

z: 

l I. 

G) 

IB 
" .. = 
3 ~ lo Ill. 

- Pr l l 
- .( ::; if :c:, ;~ 

-.. -0 f ~ I i c = :, f 
- 

,; 



Setelab diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawab 
dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani Pengurus 
Barang dan diketabui oleh Kepala SKPD. 
Daftar PengadaanBOS dibuat setiap semester dan apabila tidak ada 
penambahan atau pengurangan maka daftar ini tetap dibuat 
meskipun nihil. 

1. Pada sudut kiri atas diisikan Nama SKPD,Kabupaten, Provinsi 
dan Kode Lokasi yang bersangkutan. 

2. Kolom l diisi Nomor urut dari setiap jenis barang. 
3. Kolom 2 diisi Nama/ jenis Barang yang dibeli. 
4. Kolom 3 diisi Merk/Type/ Nopol 
5. Kolom 4 diisi Banyaknya barang yang dibeli. 
6. Kolom 5 diisi Saruan barang. 
7. Kolom 6 diisi Harga saruan barang. 
8. Kolom 7 ctiisi Jumlab Harga (merupakan hasil perkalian dari 

Banyaknya barang dan Harga satuan] 
9. Kolorn 8 diisi Jumlah Harga dati barang yang terkapitalisasi 

sebagai aset tetap. 
Untak barang yang dibeli dari pos betanja modal namun tidak 
memenuhi batasan kapitalisasi a.set / tidak terkapita lisasi 
sebagai aset tetap maka bisa mengisi kolom 9, l 0, L 1 sesuai 
jenis barangnya. 

10. Kolom 9 diisi Jumlah Harga bsrang yang tidak terkapitalisasi 
sebagai aset tetap dan merupakan barang extracomptable. 

11. Kolom 10 diisi Ju mlab Harga barang yang tidak terkapitalisasi 
sebagai aset tetap dan merupakan barang Pakai habis / 
pemeliharaan, 

12. Kolom 11 diisi Jumlah Harga barang yang tidak terkapitalisasi 
sebagai aset tetap dan merupakan barang yang diserahkan ke 
masyarakat / Hibab. 

13. Kolom 12diisi Lokasi penempatan barang atau keterangan yang 
clipandang perlu. 

Cara Pengisian Daitar Pengaclaan BOS : 

Untuk SMA/K, SMP dan OPT Disdikpora Kecamaran (SD) harus 
membuat Daftar Pengaclaan BOS, Daftar Pengadaan BOS berisi 
Daftar barang yang perolehannya bersumber dari Dana BOS pada 
Pos Belanja Modal di masing-masing SKPD. 
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NIP . DIREKTUR 

DemikianBeritaAcarainidlbuatdengansesungguhnyauntukdiperg 
unakanseperlunya. 

Bahwaberdasarkanpenilaian/perhitunga:npekerjaandilapangan yang 
dilakukanbersamadenganPenyediaBarangJasauntukpengajuantermynke 
....... , makadiperolehbasilpekerjaandilapangantelahmencapai 0AI 
{ perseratus). Pelaksanaan pekerjaan telah dllaksanakan sesuai dengan 
kontrak. 

...................................................... 
............ -- . -- . -- -- . -- . - - . - - . 
...................................................... 
........................................................ 
.................................. ,._, . ························-············ . Nama Kegiatan 

Na.maPenyediaBarang/ J asa 
Alamat 
Nomor Kontrak 
Tanggal Kontrak 
NomorSPMK 
Tanggal SP.MK 
Nilai Kegiatan 
WaktuPelaksanaan 

Padahariini tanggal bulan 
Tahun ,telahclilakukanpemeriksaanpekerjaansebagaiberikut : 

REKOMENDASI HASrL PEMERIKSAAN PEKERJAAN OLEH KONSULTAN 
PENGAWAS/PIJ:NGAWAS LAPANGAN 

Nomor: 

KOPSURAT 

G. l. CONTOH REKOME.NDASI HASlL PEMER11<SAAN PEKERJAAN OLEH 
KONSULTAN PENGAWAS/PENGAWAS LAPANGAN 

G. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN (Konstruksi) 

KON SULTAN 
Pll:NGAWAS/Pl!:NGAWAS 

LAPANOAN 

Penyedia Jasa 
PT /CV .........•..•............ 
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PEJABAT PEMBUAT KOMITM.EN PENYEDIA JASA 
Direktur PT/CV . 

Demlidan Berita AcoraJnl gur11 acpcrluqya_ 

Nomor Konlrl:l.k ,·-·····-··-··......-, ,,-,,-,,·- 
Tnngpl Kontnu< ·····················-············--····-··-·- 
Nomor SP!.11( ,n,, """•·--··- 

TnnBS"I SPMK ···········-·-··-·-··-----··--- 
1/ilaJ l(eg!Amn -··-··········································-······ 
Wokni PelakallDlU10 ······················---··-·--·---··-····- 
Ad.a.pun haatl pemcribrutn pekerjacm bc:rd.uaurkan Rckomendaai Ha.all Pcmerikaaan Pckerju.n olch fulnaultan 
Penp:Wll:t/ Penguwu l.Bpangan Nomar. ,_ tt:Qara 61dc dtlapanpn dan pcngamnta.n tel&h ecsu;u dtmgnn 
P"'!V""• (la,majoan f11lkl unwk pcogajuan termyn k.e.. ••••.•. dengan bobat. ...••..• ,. 1·-···po:n,,rBtWII 
Tcrlampir: 

i..,pornn KcmoJuw> Meri= (Progreo l'!l:pon1 
Foto lu,giatan 
Catatan Tekru.a H._.d Pmn:cnksun P'Zbu:,en oleh Kcn.,ultan ~-a.a/ Pl::npl\.-i33 lapanp.n peda ,r..1111ktu 
pcmerikaoM pekcrjaon. 

Schubungan b.41 tcracbut! 
L Dahun pdnksnmmn pcker:JBAn Penycd10 Barang/Jau aupeya bupedoman kepeda Dokumen J(arunk yang 

telab dltetaplw1. 
1 Uotuk pcmbayaran tcrmyn (lcema1uan/pn-atu> peker:Jaanf, PatytdiA Barung/Jua oupciya bcdcoon:bnoa, 

denpn P=cguna Anjfglmln/Pejabat Pcmbuat K.oml=(PA/PP") ,n,bep1mana kelentwm pemboyatwn yang 
tel ah diolur do.lwn Surar Pcrjanfiao K.ontrak. 

3. Hull Pemerikaun Inf diaampelun dan 1elanJUln)"lL diacrahlmn lcqm,la ~phaT l'=lbuat Komnmen (PPIQ 
untuk mcngeva.luuin.)-a. 

4, Rckomonwumtospcl.oi<An"'1n pel(,,J1U1J1 (contoluuomondult:Almbf : 
•· Jeontohl-...,,.,.npel=jundllapenp.nluuia>e•~tcntuandalamOokurru:nK.ontn.Jc (RAB, 

Oombar, dll. Ses"81DokumenKonl.takl 
b. (coo;t.oh)Peka]aun11uP9iYad1pooudcng,i,nm.cnambahtmnga.. tern.bur, dlL 
c. fcontub) Mau:rial haru~i.ltinm •sar tidakt~rlambo.tan, 

pentahilpanpekcrjaanmenyesuaikanOoktJ.menKontnk. dlL 
d. (contob)apeai. ukuranbeai.. gallan. sambunpnpipa. _pcm.o.aMgengcolCtl& kusen, punnga.n. baru, 

p=mdatan, plcatcran, ""'/ru!Mgan. rllbtnbcton, eer bcton, diacoualkandcnpn AA!l/Oamb.,-, dll. 

l'lldo houi inl tangpl ·-·····bulon ••••.••... Tahun ••......• , tclah dilskukan pcmcri1clun 
pcketJ&M ••baJ!ru benkut : 
Nama }<cgJetan 
llama Ponyodln Bamn.g/ Jass 
Ahuna! 

Nomor: 

SERITA ACARA PEMERIJ<SMN HASii, PEKERJMN UNTOK PENGAJUAN 
TERMYN .... 

KOPSURAT 

0.2. CONTOHBEJRTTA ACARA PEMERIKSAAN P~KERJAAN 



Nl'P .........................••.•.... Direktur 
o' o o • o o' o o + o o • o o • o o o o o O o o O o o • o o • oo IO o O O 

KEPALA DINAS/KANTOR (SKPD) 
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) 

PENYEDIA BARANG/JASA 
CV . 

Jepara, 2018 

Demikian Berita Acara mi dibuat dengan sesungguhnya unruk 
dipergunakan. seperlu nya. 

Menindaklanjuti surat dari Direktur PT/CV Nomor 
.. .. . .. .. tanggal . .. . . .. Bulan tabun .. . .. . perihal 
perrnohonan Pemeriksaan Pekerjaan . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. (nama paket 
pekerjaan) untuk Pembayaran Tennyn (prestasi pekerjaan) sebesar o/o 
( prosen) dan setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan pada hari 
•............. tanggal . . . . . . .. . . . . . Bulan . . . . . . . . . tahun . . . . . . . . .. . . se:rta berdasarkan 
Catatan Teknis Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada hari r.anggal 
............ bulan Tahun , selanjutnya setelab dilakukan 
penelitian dan pengkajian secara teknis dan administrasi dengan Ini 
dinyatakan sebagai berikut : 
1. Secara Iisik dan teknis pekerjaan dilapangan telah men.capai bobot 

••••••••• 0/o ( ..•..•.... perseratusl. 
2. Sehubungan hal tersebut permohonan pembayaran prestasi pekerjaan 

(termyn) sebesar o/o ( perseratus) dapat dibayarkan sebesar 
Rp ( rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen 
Kontrak yang relah ditetapkan. 

BERITA ACARA PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN 
Nomor: 

KOPSURAT 

G.3. CONTOH BERJTA ACARA PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN 
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............................ 

PIHAK PERTAMA 
PEJABA'f PEMBUAT KOMITMEN 

PIHAK KEDOA 
PT /CV . 

Demikian Berita Acara Penyerahan Pekerjaan ini dibual untuk dapa; 
dlpergunakan sebagaimana mestinye. 

Maka dengan ini PIHAK KEDOA mcnyerahkan pekerjaan tersebut dlar.as unluk 
yang pertama kalinya kepade PlHAK PER'l'AMA, dan PlHAK PERTAMA menerima 
pekerjaan tersebut dengan baik, Mesa pemelibaraa.n selama 180 (Seratus delapan 
puluh ) hari terhirung sejak dilakukan penyerehan pertama bahwa selama masa 
pemellharaa.n icrsebut segala kerusakan yang lerjacli pada pckcrjaan menjadi 
tanggungjaweb PJRAK KEDUA. •) 

Berdasarkan basil pcmeriksaan pckerjeen dilapangao, bahwa pekerjae:n yang 
dipereayakan kepade PlllAK KEDUA untuk kcgiatan •.................... [nama kegiat.an) 
dengan Nomor Kontrak : tanggal (tgl, bin, thn) LC.lab selesat 
100% dalarn keadaan balk. 

: selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA 
.................. ·········· ..... 

.................... ······· . 2. Nama 
Jabalan 
Alama1 

Pada harlini , tanggal bulan . 
tahun , kaml yang bertanda tangan dibawah ini : 

l. Nam a . 
.Jabatan . 
Alamat, : , selanjutnya sebegai l'!HAK PERTAMA 

SERITA ACARA 
SERAH TERlMA PEKER.JMN PER'l'AMA 

NOMOR: . 

KOPSURAT 

G.4.CONTOH SERITA ACARA SERAH TERlMA PERTAMA 

NlP . Direktur 
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Dlrektur 

PIHAK PERTAMA 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

PrHAK KEDUA 
Pr/CV . 

Demlkian Serita Acara Pcnyera.ban Pekcrjaan lnl dlbuat untuk dapat 
dipcrguaakan sebagaimana mestioya. 

Maka dengan ini PJRAK. KEDUA menyerahkan pekerjaan rersebut dlatas untuk 
yang kedua kalinya kcpada PU-IAK PERTAMA, dan PlliAK PERTAMA menerima 
pekerjaan tersebut dengan balk. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh PIHAK 
PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bahwa pekerjaan yang dlpereayakan ke_pada PIHAK 
KEDUA untuk kegiatan [nama kegiatan] dengen Nomor Kontrak : 
......... tanggal (tgl, bin, thn) telah selesai masa pemeliham.an de Jam 
keadaan balk. •1 

: selanjutnya sebagai. PIHAK KEDUA 

2. Name 
Jabatan 
Alamat 

Pada hari ini , tanggaJ bulan tahun ........•.... , kami 
yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. Nama • •·•·••···•······••···•··•·•··•·· 
Jabatan . 
Alamat : .•......................•....... , selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA 

BERlTA ACARA 
SERAfJ TERIMA PEKERJAAN KEDUA 

NOMOR: . 

KOPSURAT 

G.5.CONTOH SERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA 

NlP . 



Demikian Berlta Acarainl dibuat guna seperlunya. 

Hasil pemeriksaan ini disampaikan clan selanjutnya diserahkan kepada Pengguna 
Anggaran 

a muns si a se agar u . . 
No Dokumen Administrasi Hasil Pemeriksaan 

ada Tlclak ad.a 
l Dokumen nro--~,=nnao mpJ\I 
2 Surat nenetanan :eEK ISK penuniukan ppiri 
3 Dolrumeo perencanaan pengadaan [iDden tifi.kasi 

kebutuhan barang/jasa, antara Jai.n dokumen Rcncana 
Kebutuhan Barang Unit den Rencana Kebutuhan 
Pemeliharaa.n Barane Unit rT>VPBU, RKPB' n 

4 RUPISlRUP lld Paket Sirunl 
5 Ookumeo persiapan pengadaao (aotara lain Spesifikasi 

Teknis, RAB, Oambar, HPSl 
6 'Dokumen nemillhan oeovedia rDokumen Penzadaanl 
7 Dokumen kontrak dao perubahannya serta 

ocnaendalianava. 
8 Dokumen serah terima basil oekeriaan 

Adapun hasll pemeriksaan oleh PPHP terhadap pekerjaan tersebut secara 
ti • . tra • dalah b . berik l 

Nomor Kontrak 
Tanggal Kontrak 
NomorSPMK 
Tanggal SPMK 
NUai Kegiarao 
Waktu Pelaksaoaan 

Pacla harl Jn1 .. .. . . tanggal bulan .. . . .•. Tahun , telah 
dilakukan pemeriksaan pekerjaao sebagai bcrikut : 
Nema Kegiatan - . 
Nama Penycd.ia Bara.ngfJasa - •••••••• 
Alamat . 

SERITA ACARA PEMERIKSAAN RASIJ. PEKERJMN 
Nomor: 

KOP SURAT 

H. CONTOR BERl'l'A ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN OLEH 
PjPHP/PPHP 
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APBD Aneaaran Pendapatan clan Belania Daerah 
PD Peranakat Dae:rah 
SKPKD Saruan Keria Pengelola Keuanaan Daerah 
PPKD Pei a bat Penzelola Keuanzan Daerah 
BUD Bendahara Umuro Daerah 
XUASABUD Kuasa Bendahara Umum Dae:rah 
PPKSKPD Peiabat Penatausahaan Keuanaan SKPD 
PPK Peiabat Pembuat Komitmen 
POKJA Kelomook Keria 
SPK Surat Perianiian Keria 
SP Surat Pesanan 
SPMK Surat Perintah Mulai Keria 
SPPBJ SuratPenuniu.kan Penvedia Baranal Jasa 
PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

UKPBJ Unit Keri a Penzadaan Baran al J asa 
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah 
RKPD Rencana Keria Pemerintab Daerah 
TAPD Tim Anzaaran Pemerintab Daerab 
KUA Kebiiakan lJmum APBD 
PPAS Prioritas dan Plafond An -- -- - Sementara 
PPA Prioritas dan Plafond Anazaren 
RKASKPD Rencana Keria dan Aneearan SK.PD 
SILPA Sisa Lebih Perhitungan Ansearan 
DPASKPD Dokumen Pelaksanaan Anzzaran SKPD 
DPALSKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan 

SK.PD 
DPPASKPD Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

SKPD 
SPD Surat Penyediaan Dana 
SPP Surat Permintaan Pembavaran 
SPPUP Surat Permintaan Pembayaran Oang 

Persediaan 
SPPGU Surat Permintaan Pembayaran Gan ti Uang 

Persediaan 
SPPTU Surat Perm.in taan Pembayaran Tambahan 

Uanz Persediaan 
SPPLS Surat Permintaan Pembavaran Lanzeune 
SPM SuratPerintab Membavar 
SPMUP Surat Perlntah Membavar Uane Persediaan 
SPPGU Surat Perin tab Membayar Gan ti Uang 

Persediaan 
SPPTU Surat Perintah Membayar Tambahan Uang 

Persediaan 

I. DAFTAR SINGKATAN 
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SPMLS Surat, Perintah Membavar Lanasunz 
SP2D Surat Perintah Pencairan Dana 
BLUD Badan Lavanan Umum Dae:rah SPTJB Su rat Pemvataan Tanrotr•ne Jawab Belania 
SPTJM Surat Pernvataan Tanzzunz Jawab Mutlak 
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PENELITIAN PRODUK HUKUM 
JllflATAN PA RAF 

Se:.CCians r ,n IJ 
As1stet1 I ~ 
K<,p.;1! E 
Kasuc: J r: 1. 
Kepa.1.i sr,.:11 ~-:r:gu!"u1 ,, }f \I 

f •·\N 1-11 O<:UM - 

Deugan adanya Penyusunan Juknis Pelaksanaan Kegiatan 
Pernbangunan Tahun 2019 IDl, Pengelola Kegiatan dapat segera 
melaksanakan kegiatan-kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2019 deagan tetap memperhatikan peraturan dan 
ketentuaa yang berlaku. 

PENUTUP 
BABVIIl 


